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ABSTRAK

Nama : Felli Hermanto
Program Studi : Kajian llmu Kepolisian
Judul Tesis Penerapan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Korupsi Pada Direktorat Il Pidkor Bareskrim Mabes

Polri

Fenomena obyek penelitian adalah penerapan manajeemyidikan tindak
pidana korupsi pada Direktorat Il Pidkor BareskriMabes Polri. Tujuan
penelitian mendeskripsikan penerapan manajemen ipkary tindak pidana
korupsi dan membahas SWOT dalam penerapan managngiuikan.

Penerapan Analisis SWOT pada tahapan manajemendpemy tindak
pidana korupsi pada Direktorat 1l Pidkor Bareksrbrlum dijadikanSandard
Operating Procedure penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korups

Kelemahan tersebut menyebabkan kinerja DirektdtaRitlkor Bareskrim
Polri menjadi kurang efektif dalam menangani peak&orupsi. Sebab itu,
peneraparnStandard Operating Procedure manajemen penyidikan tindak pidana
korupsi menjadi salah satu persyaratan manajeaalgydapat mengefektifkan

kinerja Direktorat Il Pidkor Bareskrim Polri.

Kata Kunci : Penerapan Manajemen, Tindak Pidanap&r
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ABSTRACT

Name : Felli Hermanto
Sudy Program : Police Science Analysis
Title : Corruption Penal Investigation Management at

Directorate |11 Penal Corruption of Crime Investigation

Board in Indonesia National Police Headquarter

The phenomenon of object of research is the application of management
investigation of corruption in the Directorate 111 Penal Corruption of Crime
Investigation. Describe the application of management research objective
investigation of corruption and discusses the application of SMOT in investigation
management.

Application of SMOT analysis on the management stage of investigation of
corruption at the Directorate |1l Penal Corruption of Crime Investigation Board
in Indonesia National Police Headquarter in Sandard Operating Procedures have
not made the application of management corruption investigations.

The weakness is causing the performance of the Corruption Penal
Investigation Management at Directorate 1II Penal Corruption of Crime
Investigation become |ess effective in dealing with corruption cases. Therefore, the
application of Standard Operating Procedure management corruption investigation
into one of the managerial requirements that can streamline the performance of the
Directorate I11 Penal Corruption of Crime Investigation.

Key Words: Investigation Management, Penal Corruption of Crime Investigation
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Fenomena korupsi yang berlangsung dal@®nyelenggaraan
pemerintahan negara oleh aparatur di sejumlah Iganbagara ternyata tidak
hanya merugikan dan memperlemah negara tetapiigae&kgliga merugikan
dan menyengsarakan rakyat. Kerugian negara yampabgan oleh korupsi
antara lain pengelolaan sumber daya nasional, ateait sumber daya
pembiayaan pembangunan, menjadi tidak maksimalkumencapai tujuan
pembangunan yaitu mewujudkan kesejahteraan ralk{glemahan negara
yang disebabkan oleh korupsi antara lain lemahrg@egakan hukum dan
lemahnya kinerja birokrasi pemerintahan. Sementar&erugian masyarakat
yang disebabkan oleh korupsi antara lain perekoaontmiaya tinggi dan
inefisiensi yang mengakibatkan produktivitas dandagatan menurun, serta
menyempitnya lapangan kerja dan bertambahnya grekgangguran. Dalam
kondisi perekonomian ini kesulitan masyarakat d@mameluas, terutama
masyarakat tingkat bawah, karena biaya hidup sem@ahal, dan pada
akhirnya angka kemiskinan pun semakin bertambabh.

Fenomena korupsi yang berlangsung di berbagkior dan tingkatan
pemerintahan sesungguhnya tidak hanya menunjuklietapd lemahnya
moralitas para penyelenggara negara, tetapi sekaljgga menunjukkan
betapa lemahnya sistem penegakan hukum di IndoneSi@rbongkarnya
kasus korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Urif daoresey yang bernama
Artalyta serta keterlibatan Jaksa Sirus dalam k@sugygelapan pajak yang
dilakukan Gayus membuktikan bahwa sindikasi prakt@kipsi di lingkungan
kejaksaan itu memang ada. Tidak hanya itu, seohahkgm serta sejumlah
petinggi Polri pun terlibat juga dalam sindikasektek korupsi perpajakan
tersebut. Bahkan yang paling memprihatinkan adalamwa publik begitu
gamblang menyaksikan pagelaran upaya mengkrimasaian Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan memperkarakampiman KPK.

1
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Diasumsikan bahwa tujuan kriminalisasi KPK itu aatkin agar kinerja KPK
menjadi lemah sehingga tidak mampu membongkar damangani kasus-
kasus korupsi yang semakin banyak melibatkan pejajabat publik.

Sementara itu, sebagai tanggapan tephfed@mena sindikasi perilaku
korupsi yang semakin meluas, Presiden membentugaSadPemberantasan
Mafia Hukum yang dikenal publik dengan sebutan §&at Markus”.
Meskipun Satgas tersebut tidak memiliki kewenangamegakan hukum
secara langsung seperti yang dimiliki oleh kejaksai@u kepolisian, namun
ada isyarat penting yang disampaikan oleh Presmelalui pembentukan
Satgas tersebut. Isyarat yang dimaksud mungkintdhgdikan sebagai suatu
strategi manajemen konflik dalam menyikapi, mengatian mengantisipasi
kelemahan instansi-instansi penegak hukum yang lsenmsarat dengan
perilaku korupsi, dan sekaligus mengatasi sindikasupsi yang semakin
meluas dan melibatkan para pengacara.

Kalau sindikasi korupsi sudah melibatkalugih instansi dan organisasi
penegak hukum, maka dengan sendirinya praktekgkakirupsi di Indonesia
layak dianggap telah membudaya. Anggapan bahwa&btelah membudaya
di seluruh instansi dan organisasi penegak hukummang sudah menjadi
rahasia umum. Istilah “mafia peradilan” adalahakatatu sebutan terhadap
adanya praktek-praktek korupsi dalam proses pemangaerkara di lembaga-
lembaga peradilan. Dengan terkuaknya proses penandasus korupsi atas
diri seorang pengusaha nasional yang melakukangeéaqgan dana reboisasi,
masyarakat semakin yakin bahwa korupsi di instdasi organisasi penegak
hukum memang ada, dan tidak salah kalau ada pilaaly ynenganggap
korupsi di lingkungan instansi dan organisasi pakdgukum tampak sudah
menjadi penyakit kronis yang sulit diobati. Dianggaulit diobati karena
pihak yang seharusnya melakukan tindakan hukum yaggs dan tepat
terhadap pelaku-pelaku korupsi justru malah melakulpraktek-praktek
korupsi yang menyebabkan supremasi hukum menjeabdékan.

Dari sejumlah kasus korupsi dana pubdkg muncul ke permukaan,
sepertinya masyarakat diberi pelajaran bahwa lebruppu sudah menjadi

suatu jaringan penyalahgunaan kekuasaan yang lidaga secara sadar
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melawan hukum, akan tetapi dilakukan juga olehatga@negak hukum untuk
memperkaya diri sendiri. Penyalahgunaan kekuasaag gimaksud antara
lain terungkap dari lingkungan Kementerian Agamaitu terungkapnya
korupsi yang dilakukan seorang Menteri terhadapaDabadi Umat hingga
mencapai Rp750 milyar. Dari pengungkapan kasughlatsjuga diketahui
bahwa sebagian hasil korupsi tersebut mengaliekerdah partai dan ormas.
Jika di Kementerian Agama saja praktek korupsi #gudah sangat
memprihatinkan, lantas bagaimana praktek korupsikelnenterian atau
lembaga negara lainnya?

Perilaku korupsi memang sudah melandangir seluruh sektor
pemerintahan dan aktivitas perekonomian. Komisi ifeam Umum (KPU)
yang pada mulanya dianggap bebas dari praktek &okapena dipimpin oleh
tokoh-tokoh akademis, malah menunjukkan adanyaksiadperilaku korupsi
dan kolusi. Masyarakat sempat menyaksikan melaltarigan televisi betapa
dramatisnya penangkapan yang dilakukan oleh pekigassi Pemberantasan
Korupsi (KPK) terhadap seorang anggota KPU yanigutdr ingin menyuap
seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPkepdas hotel. Dari hasil
investigasi yang dilakukan KPK, terungkap bahwakpk korupsi dan kolusi
di lingkungan KPU itu tidak hanya melibatkan pasmgusaha yang menjadi
rekanan KPU, tetapi melibatkan juga pejabat Dirferggaran Departemen
Keuangan.

Masyarakat pun pernah menyaksikan senpejabat atau mantan
pejabat Bank Sentral diadili karena melakukan ksrupeskipun satu di
antara sejumlah mantan pejabat Bank Sentral yangadiepelaku tindak
pidana korupsi tersebut mempunyai hubungan yangasadekat dengan
Kepala Negara, namun hukuman tetap diberlakukaadapnantan pejabat
Bank Sentral tersebut. Setelah itu, masih dalanuk&srupsi di lingkungan
perbankan, masyarakat pun dibuat terperangah daurg dengan maraknya
kasus Bank Century yang melibatkan sejumlah petinggara. Meski sampai
kini penanganan kasus Bank Century itu belum jelasjun dari kasus bank
tersebut muncul sebuah pertanyaan yang menarikk udiiawab yaitu
” Apakah kebijakan dapat dikriminalisasikan?”
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Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Ral@BR) juga diadili karena
melakukan tindak pidana korupsi. Di antara merékada yang diadili karena
diduga menerima suap untuk memenangkan Miranda@utbagai Deputy
Senior Bank Indonesia, ada yang diadili karena mer@e uang suap dari
pejabat instansi pemerintah sehubungan dengannarmengadaan armada
pengamanan laut oleh Depertemen Perhubungan, dayaag diadili karena
menerima uang suap dari pengusaha untuk memperlanesan pengadaan
kendaraan pemadam kebakaran di sejumlah daerah. .

Fenomena perilaku korupsi yang dilakukaleh anggota-anggota
legislatif, pejabat-pejabat eksekutif, dan terutgpaea pejabat penegak hukum
itu menjadi bukti kebenaran suatu teori yang me@a bahwa kekuasaan
itu cenderung korup. Karena itu, perilaku korupskalangan pejabat publik
itu bisa terjadi antara lain disebabkan kekuasamrgydimiliki para pejabat
publik tersebut. Dengan kekuasaan yang dimilikiestipya para pejabat
publik tidak lagi kuat menahan diri untuk tidak mialkan korupsi. Karena
itu, tidak salah kalau ada pihak yang beranggaémva praktek korupsi di
Indonesia tidak beda dengan kasus narkoba, di mpeleunya tidak hanya
memperoleh kekayaan tetapi memperoleh juga kesanash@n kepuasan dari
hasil korupsinya.

Sementara itu, bagaimana fenomena koriggslangsung sejak
reformasi bergulir, terungkap dari hasil Survey iNaal Korupsi yang
dilakukan olehPartnership for Governace Reform yang melaporkan bahwa
hampir setengahnya (48%) dari pejabat pemerintplrkirakan menerima
pembayaran tidak resmi. (Media Indonesia, 19/1112@engan demikian
hampir separuh dari jumlah pejabat birokrasi pemta@hian di Indonesia
berperilaku koruptif. Dalam siaran pers Transparadngernasional oleh
sebuah organisasi internasional anti korupsi yaegmbrkas di Berlin,
dilaporkan bahwa Indonesia merupakan negara tggskkeenam terbesar di
dunia setelah lima negara gurem, yaitu Kamerunadeay, Honduras,
Tanzania dan Nigeria. Pada tahun 2001, Transpafatsinasional telah
memasukkan Indonesia sebagai bangsa yang terkeampgat di muka bumi.
Lebih parah lagi, pada tahun 2002, hasil suRelytical and Economic Risk
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Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, menempatkan Indonesia
sebagai negara terkorup di Asia, disusul India §a@inam. (Kompas,
15/04/2002)

Kualitas korupsi transnasional yang térkdengan korupsi dalam
praktik bisnis dapat diketahui dari laporan BadaemPBriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI) kepada Kejaksaan danpdiisian yang
disampaikan oleh Ketua BPK-RI di depan MPR pad@gdah23 Desember
2004. Laporan tersebut mengungkapkan data tindeétarpsi periode 1999-
2003, di mana ditemukan 22 kasus yang berindikaskaupsi dengan nilai
nominal kerugian negara sebesar 166,5 triliun tudan 62,70 juta dolar AS.
(Nurdjana, 2005 : 96)

Dari pemberitaan Harian Kompas (20-09-20@djupsi terbesar dengan
melakukan penyimpangan uang negara terjadi padant&2000, yaitu
mencapai 44,29% dari seluruh cakupan pemeriksasmpulkan oleh BPK
bahwa setiap tahun terjadi penyimpangan 321,&mritupiah atau 17,10%
dari seluruh hasil pemeriksaan BPK. Korupsi dengawlus bank of crime,
yaitu  penyalahgunaan bantuan likuiditas bankomesia (BLBI) senilai
1445 triliun rupiah. (Nurdjana, 2005 : 97)

Menurut data primer tersebut, dalam kuwaktu 5 tahun plus tahun
2004 sampai bulan Agustus, Direktorat Tindak Pidéoaipsi & White Colar
Crime (WCC) Badan Reserse Kriminal Polri menandgasius sebanyak 558
kasus yang melibatkan 245 tersangka Pegawai N&geiti (PNS) dan 595
tersangka dari swasta dengan kerugian yang tercattilai Rp
7.281.102.949.075,54. Adapun kuantitas kecenderupgekembangan kasus
korupsi meningkat rata-rata setiap tahun 71,6%gaemata-rata penanganan
sebanyak 101 kasus setiap tahun, (Nurdjana, 2995 :

Dari data berikut dapat diketahui bahwausakorupsi setiap tahunnya

cenderung meningkat.
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Tabel 1.1
Data korupsi tahun 1999-2003

Tahun J;arzfsh PNS Pelakgwasta Kerugian Negara
1999 26 9 30 Rp 8.301.978.236,5
2000 89 37 104 Rp 734.256.778.469
2001 67 19 84 Rp  3.959.048.907.151
2002 145 121 110 Rp  1.869.043.806.914
2003 192 46 227 Rp 622.209.235.866,49
2004/Ags 39 13 40 Rp 88.2442.242.439
Total 558 245 595 Rp 7.281.102.949.075,54

Sumber : Dir. Tipikor & WCC BaReskrim Polri, Nurdjana, 2005 : 99

Meskipun ~ Komisi  Pemberantasan keru (KPK) telah
menunjukkan kinerja yang semakin menumbuhkan keyeen dan harapan
masyarakat, dan dapat memenuhi tuntutan untuk tirdalakukan “tebang
pilih” terhadap para pelaku tindak pidana korupshamun wajar kalau
masyarakat tetap saja merasa sangat prihatin tgrshathraknya praktek
korupsi. Keprihatinan yang demikian itu memang l@s@n, karena di
Departemen Agama saja bisa terjadi kasus korupsi Bana Abadi Umat
hingga mencapai Rp750 milyar. Kalau saja danarsetkaitu diberikan
kepada kaum du’afa, misalnya satu keluarga miskemperoleh Rpl juta,
maka akan ada 750.000 keluarga miskin yang meneffitpa l juta.
Keprihatian masyarakat pun semakin menjadi karenslahkamah Agung
(MA) yang dianggap sebagai benteng terakhir persmgakukum pun
menujukkan adanya praktek-praktek korupsi. Praktakipsi tersebut antara
lain terungkap dari seorang pengusaha nasional yae@porkan kasus
pemerasan atas dirinya yang dilakukan oleh oknumuokMA yang meminta
suap agar pengusaha tersebut mendapat putusandaeilsia\.

Sedemikian parahnya perilaku koruptif gaterlangsung dalam
penyelenggaraan sistem pemerintahan negara diatingksat. Selanjutnya
bagaimana dalam penyelenggaraan sistem pemerintadgera di tingkat

daerah? Nampaknya kasus-kasus yang terjadi di,pdisdaerah-daerah pun
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dapat dikatakan serupa tapi tidak sama, artinyabdga ekskutif dan legistif
di daerah pun tidak bebas dari berbagai praktekugedy bahkan dari
terungkapnya sejumlah kasus korupsi di beberapaallaitulah kemudian
timbul istilah "korupsi berjamaah”. Namun demikiameski instansi Polri
sempat diguncang oleh kasus "cicak dan buaya”; mukerarti upaya
pemberantasan korupsi tidak dilakukan oleh Pohliny&k kasus tindak pidana
korupsi yang diungkap oleh Polri. Misalnya, bepar&asus tindak pidana
korupsi yang diungkap Direktorat 1l Pidkor Bareskr Mabes Polri
menunjukkan bahwa kinerja Polri dalam memberantasigsi masih layak
diharapkan. Bahkan dengan tampilnya Timor Pardopbagai Kapolri
harapan masyarakat terhadap Polri sepertinya sammaknguat. Di antara
sederetan kasus tindak pidana korupsi yang bertiasigkap oleh Direktorat
[Il Pidkor Bareskrim Mabes Polri adalah kasus thgédana korupsi dalam
pelaksanaan kegiatazorporate image PT Perhutani di Gedung Manggala
Wana Bhakti; dan kasus tindak pidana korupsi yangdi di Bank Mandiri
cabang Jakarta Juanda yang dilakukan oleh seoffcgy dank tersebut.

Mengacu pada keberhasilan Direktorat idlkBr Bareskrim Mabes Polri
dalam mengungkap sejumlah kasus tindak pidana kpropka pertanyaan
yang menarik untuk dijawab secara konseptual ad@aaimana penerapan
manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat 111 Pidkor
Bareskrim Mabes Polri?”. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dipandang
perlu dilakukan suatu pendekatan penelitian yangséptual. Untuk itu,
dipilih judul penelitian berikut :
"PENERAPAN MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA DIREKTORAT Il PIDKOR BARESKRIM MABES
POLRI".

Judul penelitian tersebut dipilih dengalasan-alasan yang dapat
dijelaskan berikut :

Pertama, penerapan manajemen penyidikaakipidana korupsi pada
salah satu unit kerja kepolisian jelas dapat digadli obyek kajian bagi
penerapan fungsi llmu Kepolisian. Alasannya addlahwa obyek tersebut

telah merepresentasikan obyek formal penerapanHKlempolisian.
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Kedua, Direktorat Ill Pidkor Bareskrim Mg Polri dipilih sebagai
locus penelitian karena ruang lingkup operasionadktbrat tersebut dapat
menjangkau seluruh wilayah kerja Polri. Dengan demikinerja penyidikan
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktolid Pidkor Bareskrim
Mabes Polri layak dianggap merepresentasikan jugerje unit-unit kerja
Polri lainnya.

Ketiga, sampai konsep penelitian ini disudelum ada pihak yang
melakukan penelitian dengan judul dan locus yamgaséDengan demikian
judul penelitian yang dipilih layak dianggapiginal dan selanjutnya layak
juga dilaksanakan.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun masalah utama yang akan ditediilah mengenai penerapan
manajemen penyidikan tindak pidana korupsi sebpejayelenggaraan sistem
administrasi penyidikan perkara hukum yang berpedorpada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaragamsiadministrasi
penyidikan tersebut merupakan pengelolaan sumlyer administrasi, karena
itu diajukan pertanyaan penelitiaregearch questions) sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan manajemen penyidikan tindanaiorupsi pada

Direktorat Il Pidkor Bareksrim Mabes Polri?

2. Apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peldangancaman dalam
penerapan manajemen penyidikan tindak pidana kopgua Direktorat
[ll Pidkor Bareksrim Mabes Polri?

3. Bagaimana sebaiknya dilakukan penyempurnaan dalata kerja

Direktorat Il Pidkor Bareskrim Mabes Polri?

1.3Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah tersehka tmjuan penelitian untuk
Mendeskprisikan penerapan manajemen penyidikarakinuidana korupsi
pada Direktorat Il Pidkor Bareksrim Mabes Polri;eMbahas kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman dalam peneraparjemanapenyidikan
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tindak pidana korupsi pada Direktorat Il Pidkorr8erim Mabes Polri; serta
Membahas penyempurnaan dalam tata kerja Direkibbr®idkor Bareskrim
Mabes Polri.

1.4Manfaat Pendlitian
Manfaat penelitian yang diharapkan dari selurahgkaian kegiatan
penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Mapfag¢litian yang dimaksud
adalah sebagai berikut :
1.4.1Manfaat Akademis
Bagi perguruan tingdiasil penelitian diharapkan dapat dijadikan
kontribusi bagai pengembangan ilmu pengetahuan tareau
pengembangan limu Kepolisian. Bagi para mahasisasi] penelitian
diharapkan dapat dijadikan rujukan studi yang beaguuntuk
mengembangkan berbagai konsep penelitian mengerzaiajemen
penyidikan terutama penyidikan tindak pidana korugis lingkugan

Polri.

1.4.2Manfaat Praktis
Bagi Direktorat Il Pidkor Bareksrim Mab®olri, hasil penelitian
diharapkan dapat diterima sebagai masukamg berguna untuk
memformulasikan manajemen penyidikan tindak pidarnaupsi dan
sekaligus bermanfaat juga untuk meningkatkan efiéghti manajemen
penyidikan tindak pidana korupsi yang dikembangkéeh Bareskrim

Mabes Polri.

1.5Batasan Penelitian
Untuk memperjelas focus masalah yangddipn obyek penelitian,
maka diperlukan suatu batasan penelitian yang jelas terfokus.
Selanjutnya, masalah yang dijadikan obyek penelildbatasi hanya pada
deskripsi penerapan manajemen penyidikan tindalanaidkorupsi pada
Direktorat Il Pidkor Bareksrim Mabes Polri; dan adisis kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapaajemen penyidikan
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tindak pidana korupsi pada Direktorat 11l Pidkorr8esrim Mabes Polpada
tahap pelaksanaan penyidikan.

1.6 Model Operasional

Penerapan manajemen penyidikan tindaknpitarupsi pada Direktorat
[l Pidkor Bareskrim Polri merupakan fenomena maria] penanganan
perkara yang menunjukkan adanya penerapan sstatwlard operating
procedure (SOP) yang berpedoman pada sejumlah peraturaamDiebnteks
manajerial, penerapan manajemen penyidikan tindd&np korupsi tersebut
sekurang-kurangnya mencakup empat fungsi manaje®keagaimana yang
dikemukakan oleh George R. Terry yaitu fungsi peasaan flanning),
fungsi pelaksanaaradtuating), fungsi pengendaliarcgntrolling), dan fungsi
pelaporan rgporting). Dalam konteks penerapan suaandard operating
procedure, maka penerapastandard operating procedure penyidikan tersebut
sekurang-kurangnya mencakup rangkaian penyelidikiam penyidikan
meliputi penyelidikan, penangkapan, penahanan, gedadahan, penyitaan,
penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, pessawlan pengendalian
kegiatan penyidikan, penanganan tempat kejadian kapger dan
penyelenggaraan administrasi penyidikan. Dalam it ini, proses
penerapan manajemen penyidikan tindak pidana koyapg meliputi seluruh
rangkaian penyelidikan dan penyidikan tersebut utetitak lepas dari
sejumlah masalah. Masalah yang dimaksud antamadipat diidentifikasi
dengan pendekatan Analisis SWOT yang mengacu pedatan, kelemahan,
peluan dan ancaman yang timbul dalam proses pererapanajemen
penyidikan tersebut.

Dalam konteks yang demikian itu, maka elamperasional penelitian

dapat dikemukakan dengan gambar berikut :
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Perencanaan Konsep Penelitian

Teori Kebijakan
Manajemen Penyidikan

Y A Y

Pendekatan Analisis SWOT

A

Analisis Analisis Analisis Analisis
Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
Manajemen Manajemen Manajemen Manajemen
Penyidikan Penyidikan Penyidikan Penyidikan

[
Perencanaan Metodologi Penelitian

v
Instrumen Penelitian :
Pedoman Wawancara
v
Sumber Data :
Informan Penelitian

A 4

Obyek dan Locus Penelitian :
Penerapan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Korupasi
pada Direktorat IIl Pidkor Bareksrim Mabes Polri

Gambar 1.1

Model Operasional
Sumber : Penulis, 2011

Model operasional penelitian yang terganthatas merupakan konsep
penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perencanaan konsep penelitian dilakukan dengan adakgn kajian
teori untuk memperoleh landasan teoritis penyusukamsep penelitian.
Ladasan teoritis tersebut diperoleh dengan menigbsksan teori korupsi,
teori manajemen, teori dan kebijakan penyidikataseori analisis SWOT.

Dari proses perencanaan konsep penelitian yangkdemitulah akan
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diperoleh konsep penelitian yang mencakup empaipkoen analisis yaitu :
(1) Analisis Kekuatan Manajemen Penyidikan Tind@idana Korupsi
(Srengthen); (2) Analisis Kelemahan Manajemen Penyidikandbk Pidana
Korupsi Weakness); (3) Analisis Peluang Manajemen Penyidikan Tindak
Pidana Korupsi @Qpportunities); dan (4) Analisis Ancaman Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana Korupdirgat).

Dengan perencanan konsep penelitian yang demikiarkemudian
disusun perencanaan metode penelitian yang tedt#ss penyusunan
instrumen penelitian dalam bentuk Pedoman Wawangang berisi pokok-
pokok pertanyaan terbuka, menentukan sumber datepkualitatif yang
terdiri atas sejumlah nara sumber yang menjadirimém Penelitian; dan
menetapkan obyek dan lokasi penelitian.

Dengan perencanaan konsep dan perencanaan metoditige
tersebut, maka konsep gagasan yang dioperasionatiagah tentang kajian
manajemen penyidikan tindak pidana korupsi yancpkdikan dengan
pendekatan Analisis SWOT.

Dengan konsep gagasan tersebut maka ada dua pemapgnelitian
(research questions) yang perlu dijawab yakni : (1) Bagaimana penemapa
manajemen penyidikan tindak pidana korupsi padaekborat Il Pidkor
Bareskrim Mabes Polri; dan (2) Apa saja yang mer§akluatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam penerapan manajemermiganyiindak pidana

korupsi pada Direktorat Il Pidkor Bareksrim Mal&slri?

1.7 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian atau Tesis disusun bedas Keputusan Rektor
Universitas Indonesia Nomor 628/SK/R/UI/2008 tegtaPedoman Teknis
Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Ind@aneSengan pedoman
teknis tersebut disusun sistematika penulisan yagrgcakup :

BAB | : PENDAHULUAN yang mencakup uraianatar Belakang
mengenai berbagai kasus korupsi dan penanganaaktpidana korupsi oleh
Direktorat 1ll Pidkor Bareksrim Mabes PolrRerumusan Masalah yang

diajukan dengan pertanyaan-pertanyaan penelifiajpian Penelitian yang
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ingin dicapai,Manfaat Pendlitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian
dan hasil penelitian,Batasan Penédlitian untuk mempertajam obyek
penelitian,Model Penelitian untuk menggambarkan perencanaan konsep dan
teknis penelitian, daSistematika Penulisan.

BAB Il : TINJAUANPUSTAKA yang mencakufKonteks Penelitian
serta deskripsi Teori Manajemen, Teori dan KebipaRenyidikan, Analisis
SWOT, dan Teori Korupsi.

BAB Il : METODE PENELITIAN berisi deskripsiPendekatan
Penelitian yang digunakanJenis dan Sumber Data yang diolah,Teknik
Pengumpulan yang digunakan untuk mengumpulkan data primer diz@a
sekunderTempat dan Waktu Penélitian, Prosedur Penelitian dan Analisis
Data yang dilaksanakan, d&emeriksaan Keabsahan Data.

BAB IV : TEMUAN PENELITIAN berisi Temuan-Temuan penting
yang diperoleh sehubungan dengan Pertanyan-peamani&nelitian yang
diajukan.

BAB V : PEMBAHASAN atas temuan-temuan yang dikemukakan
dalam Bab Il dan yang diarahkan untuk menjawaliapgaan-pertanyaan
penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN berisi pokok-pokok
Kesmpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitiamgewai
penerapan manajemen penyidikan tindak pidana kopgma Direktorat Il
Pidkor Bareskrim Mabes Polri; dan apa yang menkattuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam penerapan manajemerdiganyiindak pidana
korupsi pada Direktorat Il Pidkor Bareksrim Malfeslri; serta Saran yang
direkomendasikan kepada para pihak yang berkemgamtindengan hasil
penelitian, terutama kepada Direktrat Il Pidkor&skrim Mabes Polri.
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Manajemen
Ada beberapa macam definisi manajemen, menurut Nasugu
(dalam Ratminto dan Atik, 2009: 1) mendefinisikaanajemen sebagai:

“Seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, gengn,

pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya ianamtisk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih kahu

Sedangkan Gibson, Donelly & Ivancevich (dalam Ratmidan
Atik, 2009: 1-2) mendefinisikan manajemen sebagai:

“Suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lefdividu untuk

mengoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk napac hasil-hasil

yang tidak bias dicapai apabila satu individu Ineldk sendiri”.

Dengan demikian manajemen merupakan sebuah subgel y
sangat penting dalam proses penyelenggaraan dap sshha kerja sama
sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang teddgbntukan
sebelumnya dari aktivitas sekelompok manusia yamgnpunyai tujuan
tertentu yang dilakukan secara rasional guna mancapatu sasaran
sumber-sumber manajemen. Seperti yang dikemukakeh W@inardi
(1983:3) yang mengemukakan sumber-sumber manajersabut, yaitu:

Sumber-sumber tersebut kadang-kadang dinyatakamgaelenam
“M” dari pada manajemen.

(Men — Material — Machines — Methods — Money — Mk
Sumber-sumber tersebut dipersatukan dan ditetapkanara
harmonis demikian rupa, hingga tujuan yang diteaapldapat
dicapai, dengan ketentuan bahwa segala sesuaangsuhg dalam
batas-batas waktu serta biaya yang ditetapkan.

Untuk penerapan manajemen penyidikan Tipikor pada Rdkor.
Bareskrim Mabes Polri, menurut Siagian (1996:2)naj@men adalah “seni
memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yangkdkan oleh orang
lain.” Definisi ini memberikan empat sudut pandatigntaranya Pertama,

betapapun hasilnya para ilmuwan mengembangkan tdentang

14 ) ) .
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manajemen, yang antara lain berakibat pada pengdbaiawva manajemen
merupakan salah atu cabang pengetahuan ilmu so@aiun penerapan
berbagai teori manajemen itu tetap berdasarkan gbatah situasional
artinya penerapan berbagai teori tersebut harusretigi oleh seni

menggerakkan orang lain agar mau dan mampu berkiarya kepentingan
organisasi.

Kedua, manajemen selalu

berkaitan dengan  kehidupan
organisasional dimana terdapat

sekelompok orangn layang
bertanggungjawab utamanya adalah menyelenggaraddradai kegiatan

operasional. ~Pandangan ini sangat mendasar ketidgagg

menyelenggarakan kegiatan operasional melainkan lganahiran dan
kemampuannya menggerakkan orang lain.

Ketiga, keberhasilan organisasi sesungguhnya makaump

gabungan antara kemahiran manajerial dan keterampitknis para
pelaksana kegiatan operasional.

Keempat, kelompok manajerial dan kelompok pelaksana

mempunyai bidang tanggung jawab masing-masing gaegra konseptual
menyatu dalam berbagai tindakan nyata dalam rapgkeapaian tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sejalan dengan itu Winardi (2007:24) menjelaskaga tmacam
pendekatan dalam bidang pemikiran manajemen, yaitu:

S
2>
Mazhab Perilaku
Mazhab Sosial
Mazhab
l«— Pengukuran
- Kuantitatif Sasaran-sasaran
Pria dan
Wanita
Bahan
Mesin
Motode = =~ = —
Uang
Pasar Mazhab Sosial
Mazhab
- Pengukuran
Mazhab Perilaku Kuantitatif
[ Pengorganisasian Pengawasan |
%% -7 ~
N Y
BN
> =
EEY
%>

Sumber: Winardi, (2004: 25)

Gambar 2.1
Mazhab Proses Manajemen yang Dimodifikasi
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Lebih jauh, Terry (Prawirosentono, 1999: 288) meRkdpsikan
pengertian manajemen sebagai berikut:

Manajemen adalah suatu proses yang tegas yangri tefati
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yangudiks untuk
penyelesaian mencapai tujuan yang telah dinyataledelumnya,
dengan menggunakan sumberdaya manusia dan sumdeyday
lainnya.

Sedangkan Hersey & Blanchard (1995:3) mendefinisika
“Manajemen sebagai proses kerja sama dengan datuhang-orang dan
kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan organisaSelanjutnya S.S.
Harahap (2001: 4) berpendapat bahwa definisi mar@jedapat dilihat dari
berbagai sisi:

1. Manajemen diartikan sebagai menggabungkan fakkboifa
produksi yang ada (sumber alam, tenaga manusia,almod
teknologi, manajemen) untuk memproduksi kebutuhamusia
yang dapat dijual/dipersembahkan kepada masyarakat.

2. Manajemen diartikan sebagai mencapai suatu tujuamgah
memanfaatkan orang lain secara lebih efektif desest

3. Manajemen merupakan seluruh kegiatan organisasig yan
melibatkan penyusunan dan pencapaian tujuan, pEmiaestasi,
dan pengembangan suatu filosofi dalam melaksankkgratan
yang memberi keyakinan terhadap keberadaan organdia
tengah suatu sistem sosial di mana organisaserada.

Setelah melihat beberapa pengertian yang diuraikdapat
disimpulkan bahwa pengertian manajemen adalah spabges yang
berlangsung dalam kegiatan perencanaan, pengatlaanpengendalian
yang dilaksanakan menjadi rangkaian aktivitas dsgen untuk mencapai
tujuan tertentu. Peran “manajemen” dalam kehidupanusia sangat besar
sehingga sangat penting untuk dibahas. Hampirgelcita-cita, apakah itu
cita-cita perorangan (individu), cita-cita kelompakasyarakat sampai
kepada cita-cita suatu bangsa hanya mungkin dagapa melalui
organisasi yang memiliki manajemen yang benar, hailorganisasi yang
bersifat pribadi, sosial, perusahaan, organisasneg@aan ataupun

internasional.
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Suradinata (1998: 14) mengatakan bahwa pengertianajgmen
sebagai berikut: “Manajemen dapat dirumuskan sedeaampuan yang
berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujusntiertengan jalan
menggunakan manusia dan berbagai sumber yangitedsddm organisasi
dengan cara yang seefisien mungkin.”

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manejedalam arti
kelompok pimpinan tidak melaksanakan sendiri kegidegiatan yang
bersifat operasional, melainkan mengatur tindakatekan pelaksanaan
oleh sekelompok orang yang disebut bawahan. Depedataan lain, dapat
dikatakan bahwa administrasi dan manajemen tidaltddipisah-pisahkan.
Hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibedakan.

Menurut Suradinata (1996:5) menjelaskan aspek-asfiekminan
sebagai berikut:

1. Manajemen, proses kegiatan menggerakkan sekeloroparkg
dan menggerakkan segala fasilitas yang tersedig unencapai
tujuan tertentu.

2. Organisasi, proses kegiatan ditata/diatur menuifat, $idang,
jenis urgensinya, kegiatan selaku pimpinan, banstafh) maupun
pelaksana operasional. Proses kegiatan tersebupaian sistem
usaha kerja sama sekelompok manusia secara ragiomak
mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Komunikasi, adanya hubungan, interaksi, koordingsing
berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

4. Kepegawaian, pengaturan anggota organisasi Yyaitosepr
perencanaan formasi, penyaringan, seleksi, pengtargk
penggajian, penugasan, pembinaan, maupun pembiarnent

5. Perlengkapan, proses pengadaan perbekalan, perggabat,
perawatan sampai pada penghapusan inventaris.

6. Keuangan, proses kegiatan yang berhubungan dengag, u
kertas berharga yang dilakukan antara lain juru abay
bendaharawan, otorisator maupun aktivitas lainnyangy
berhubungan dengan uang.

7. Sekretariat, proses kegiatan yang dipimpin olehrasep kepala
sekretariat atau sekretaris, sebagai staf yang akapcfungsi
pelayanan termasuk tata usaha.

8. Lingkungan, keadaan luar yang mempengaruhi organidan
unorganisme baik lingkungan bersifat internal maupksternal,
bahkan hubungannya dengan pengaruh globalisasi.
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Lebih jauh fungsi-fungsi manajemen menurut S.Pgi8rg (2004:
84-86) yaitu:

1. Henry Fayol membahas fungsi administrasi dan mamegjeitu
adalah: (a) planning (perencanaan) (b) organizing
(pengorganisasian) (c) commanding (pemberian komandp)
(d) coordinating (pengkoordinasian) dan (e) controlling
(pengawasan).

2. Luther M. Gullick mengatakan fungsi-fungsi orgaaiministrasi
dan manajemen ialah (@)Janning (perencanaan)b) organizing
(pengorganisasian), (c)staffing (pengadaan tenaga kerja)
(d) directing (pemberian bimbingan) (e) coordinating
(pengkoordinasian)f) reporting (pelaporan)dan (g)budgeting
(penganggaran).

3. Haroll Koonts dan Cyrill O’'Donnel mengkasifikasikdongsi-
fungsi manajemen ialah: (a)planning (perencanaan)
(b) organizing(pengorganisasian), (sjaffing(pengadaan tenaga
kerja), (d) directing (pemberian bimbingan)(e) controlling
(pengawasan).

4. George R. Terry mengklasifikasikan fungsi-fungsiiegamen itu
sebagai: (a) planning (perencanaan), (b) organizing
(pengorganisasian),  (c) actuating (penggerakan), dan
(d) controlling (pengawasan).

Manajemen didefiniskan oleh Parker Follet (dalamga&a2007:49)
sebagai the art of getting things done through ped&au diartikan lebih
luas sebagai proses pencapaian tujuan melalui pegdaaan sumber
daya manusia dan material secara efesien.

Sedangkan menurut George R. Terry (dalam Sagal&:220
menjelaskan:

Management is distinct process of planning, orgagizactuating,
controlling, performed to determine and accomplistated
objective the use of human beings and other ressurgaitu

manajemen adalah suatu proses yang nyata mulgel@mcanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian diakgkan
untuk menentukan menyelesaikan sasaran yang teletapkan
dengan menggunakan orang dan sumber-sumber daggdai

Penjelasan klasifikasi manajemen diatas menjelaskaada
hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua keglagratan yang

perlu dilaksanakan dari perencanaan, pengorgaamsasenggerakan dan
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pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan dalatas-batas
kebijaksanaan umum yang telah ditentukan dalamnusgsi. Jelas hal ini
tidak berarti bahwa manajemen tidak boleh menemtikjaan, akan tetapi
tujuan yang ditentukan pada tingkat manajemen hdmjleh bersifat
departemental atau sektoral. Sekaligus hal ini ddifbg penentuan
kebijaksanaan tidak pula berarti bahwa pada tinglatajemen tidak ada
proses penentugmolicy. Hanya saja kebijaksanaan yang ditentukan pada
tingkat manajemen hanya boleh bersifat khusus dafamasional.

Dipandang dari sudut Manajemen Kepolisian, Bacl{i804:137)
mengemukakan:

Manajemen kepolisian berhubungan dengan masalaalahas

penentuan arah kegiatan-kegiatan organisasi kéepolisebagai

keseluruhan, seperti kepemimpinan dalam organisagolisian,
manajemen operasi, manajemen personil, manajemeistito
perencanaan dan pengawasan.

Sedangkan lImu Administrasi Kepolisian sebagai suastitusi
pemerintah, mempunyai misi tujuan atau sasaran Yyemglak dicapai,
yang intinya tersirat dan tersurat dalam UUD 194&n dGBHN,
Perundang-undangan, ketetapan MPR, dan Kebijaksdraaiden.

Menurut Djamin (dalam Reksodiputro hal.4) istilabmanistrasi
dan manajemen sering diartikan silih berganti. Adeng berpandapat
manajemen lebih luas dari administrasi, tetapi padamnya administrasi
dianggap lebih luas dan mencakup organisasi da@jeraen.

Tugas pokok dan fungsi-fungsi Polri diatur dalamrblagai
peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU. 2Ndahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ugdamdang No.20
Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak PidanapkiprUndang-
undang No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika daagahya

Ruang lingkup Illmu Administrasi Kepolisian sesuaendan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, maka fungsi-fungspolisian
tercermin dalam kemampuan teknis seperti: (dalaksédputro hal.4)
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Intelkam, reserse, laboratorium criminal dan idiatsi), sabhara
(tugas umum), lalu lintas, polisi perairan dan golusara,
pembinan masyarakat, brigade mobil, koordinatoispdhusus,
pembinaan keamanan swakarsa dan satpam, satwajrdéain
Bidang pembinaan meliputi; personel (pendidikan datthan,
kesejahteraan), logistic, anggaran dan administiesiangan,
pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan pelaksae@dnmaan,
hubungan dan tata cara kerja, administrasi umumsdhagainya.
Dengan demikian pada hakekatnya ilmu Administraspdisian,
bagaimana operasionalisasi dari llmu Kepolisiaramabrganisasi Polri
yang ditunjukkan dari spesialisasi lImu Kepolisisgbagai administrasi
kepolisian, hukum kepolisian, dan manajemen kejawlis
Dari hal-hal yang telah dikemukakan, menunjukkanhwza
manajemen merupakan aspek organisasi, dimana péigameputusan
secara intutif didukung dari analisa identifikasiasalah yang baik,
khususnya rangkaian manajemen dan perencanaaegstreédeperti yang
dikemukakan oleh Kunarto (1997:264) manajemenegratadalah:

Manajemen yang memperhitungkan kemungkinan adaagéil
sekaligus, pemanfaatan kerja sama yang diposisiiatuk
mengantisipasi perubahan-perubahan yang terus uogengng
berlangsung dalam dinamika tinggi, penuh gejolak pizsat.

Konteks manajemen dan perencanaan strategik mew@egas
perubahan baik yang bersifat structural maupunsslklda dasarnya
menggambarkan perbedaan situasi/kondisi yang tef@am suatu jangka
waktu. Untuk mengantisipasi itu perlu memperhituargksetiap factor
strategis, khususnya wawasan lingkungan yang mepcdinensi waktu.
Wawasan lingkungan disini berhubungan dengan ikgéeraanusia antar
manusia dalam suatu sosio sistem dan strkturah@g@ris baik lingkup
eksternal maupun internal.

Menurut Hunger dan Whelen (dalam Kunarto 1997:265)
menjabarkan manajemen strategis, berupa prosesntmi&ae langkah-
langkah:

1. Environmental Scanningmencakup lingkup internal dan
eksternal.
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2. Strategy Formulation,mencakup rumusan tentangission,
objectives, strategieganpolicies.

3. Strategy Implementation, mencakup rumusan tentang
Program, BudgetdanProsedures.

4. Evolution and Control, mencakup kinerja Rerformance).
Strategic Control sebenarnya lebih cenderung kearah
pembantukan (behavior) dan bukan sekedar berhexta p
perbaikarmperformance.

Dengan demikian manajemen strategis merubah pemikirenjadi
keputusan strategis yang diawali dengan perencastategis dengan
segala aspek dan permasalahannya secara ilmialbedtdasarkan pada
data yang benar sehingga kegiatan Polri digaristtalam pola pikir
strategis. Pola pikir strategis ini tersusun dalpola manajemen yang
nyata mulai dariplanning, organizing, actuating, controllingzang
dilakukan untuk menentukan menyelesaikan sasanag tgdah ditetapkan
dengan menggunakan orang dan sumber-sumber daggdai

Teori Penyidikan

Menurut Suparlan (dalam Reksodiputro hal.3) dalamisar dan
lokakara “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pervidari” PTIK
2001 menyatakan:

Sebuah bidang ilmu pengetahuan, lImu Kepolisian memyai
paradigma atau sudut pandang ilmiah yang menceagigiomologi,
ontology, aksiologidan metodologi,yang mempersatukan berbagai
unsur-unsur yang mencakup di dalamnya sebagai kebystem
yang bulat dan menyeluruh. Paradigma yang ada afdddidang
lImu Kepolisian adalah antar bidangtérdisciplinary).

liImu kepolisan police science, police studiegtau kajian kepolisian)

menurut Suparlan (dalam Reksodiputro hal.7), menidéan:

Sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajarialatas
masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelokederaturan
sosial dan moral dari masyarakat, mempelajari up@EEya
penegakkan hukum dan keadilan, dan mempelajariiki¢gknik

penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahaserta cara-
cara pencegahannya.
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Menurut Chryshnanda DL (dalam Reksodiputro hal.ldgngan
mempelajari dan mengembangkan ilmu kepolisian, patagas Polri akan
mampu mengimplementasikan dalam pemolisiannya sebagkut:

1. Mengamati fenomena di sekelilingnya dengan cerwiaservasi
terhadap berbagai gejala atau peristiwa, menemdisa yang
bermanfaat bagi permolisiannya.

2. Menganalisa gejala/peristiwa/fenomena yang tegadara kritis,
dialektis, komparatif, maupun dialogis.

3. Melihat, meramalkan atau memprediksi hubungan angefala
yang satu dengan yang lainnya secara logis dagnsasis yang
berguna dalam menentukan strategi-strategi periaofiga
sebagai upaya preventdrime prevention

4. Memecahkan berbagai masalah social yang terjadm ala
masyarakat dan memberikan solusinyaroblem solving
policing).

5. Mengembangkan kreatifitas dalam permolisiannya regla
dapat diterima oleh masyarakatnya dan berguna dettuindupan
masyarakat.

Penjelasan diatas mengemukakan pendekatan pmddésme Polri
yang dapat dilakukan dengan memberikan pengetakoaseptual dan
teorikal mengenai berbagai permasalahan social kigpolisian, dan
kemampuan analisa untuk mengatasi atau meredamnya.

Sedangkan penyelidikan menurut pasal 1 butir 9 UdJ2Nahun
2002 adalah serangkaian tindakan penyelidik untukncari dan
menemukan suatu peristiwva yang diduga sebagai kiiqidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidéaurut cara yang
diatur dalam Undang-Undang. Penyelidik menurut lpadautir 8 adalah
pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yabhgrdwewenang oleh
undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Sedangkan menurut pasal 1 KUHAP, penyelidikan adal
serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan emarkan sesuatu
peristiwva yang diduga sebagai tindak pidana guneemtekan dapat atau
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yangudiagalam undang-
undang ini. Penyelidikan sebagai salah satu kegipenyidikan dalam

rangka pelaksanaan fungsi teknis reserse bertwjoark mempersiapkan
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dan menunjang kegiatan-kegiatan lain dengan kejaradata atau fakta
agar tercapai hasil pelaksanaan penyelidikan yabgils-baiknya.

Menurut Umar Effendi (dalam Reksodiputro, hal.264)
mengemukakan kegiatan-kegiatan apa saja yang loilaksikan dalam
penyelidikan berupa penyelidikan, baik berupa pkdikan, penindakan,
pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara, kK#pngdengan
administrasi penyidikan dan secara formal dituangialam berita acara
berdasarkan format yang telah diatur.

Adapun wewenang penyelidik dalam pasal 5 UU Nalfih 1981
tentang KUHAP adalah penyelidik sebagaimana dinthksisal 4 :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseoratenteadanya
tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan mealeay serta
memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begang
jawab.
b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakarmper.
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penigdele dan
penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Sedangkan tehnik-tehnik penyelidikan yang diatuamdaJuklap
Kapolri No. Skep/1205/1X/2000 halaman 152-169 adakabagai berikut :
(1) Interview atau wawancara adalah usaha/kegiatan untuk melaepero
keterangan dari orang memiliki atau diduga memiliketerangan.
Interview dapat dilakukan dalam rangka interogasipriksaan maupun
dalam rangka penyelidikan reserse. @pservasiadalah pengamatan
dengan panca secara teliti terhadap orang, beedgat, atau kejadian.
(3) Surveilanceadalah pengamatan secara sistematis terhadap, orang
benda, dan tempat. (4)ndercoveradalah dilakukan untuk keperluan
penyelidikan yang tidak mungkin didapat dengan -cara tersebut pada

(1), (2), dan (3), oleh sebab itu dilakukan denganyusupan ke dalam
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sasaran sehingga didapat keterangan sebanyak-lgraytsdntang sesuatu
yang berhubungan dengan tindak pidana yang dikeli@) Penggunaan
Informen vyaitu untuk mencari dan mengumpulkan imfasi dan
keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam medakydenyelidikan
reserse, bantuan dari pada masyarakat sangatutigertian bermanfaat
bagi petugas-petugas reserse di lapangan.

Penyidikan menurut Hans Gross (dalam Bachtiar, 1994dalah
sebagai berikut :

..... penyidikan kejahatan harus dibagi dalam duaapagyaitu,
pertama, penggunaan semua informasi dan pengetdbkotang
psikologi, motivasi, dan watak pelaku kejahatangybarsangkutan
sebelum, pada waktu, dan sesudah kejahatan dilakid@dua,
penerapan semua informasi ilmiah dan teknologi yalagat
digunakan dalam upaya memecahkan kasus kejahatag ya
bersangkutan dan dalam memberikan dukungan padahdne
tuduhan yang dikemukakan dalam peradilan.

Dari penjelasan di atas, terlihat bagaimana suadgiakan
penyidikan ditata secara manajemen, dan dilakulemgah melibatkan
disiplin ilmu lainnya. Secara nyata, terlihat koelditas tindakan yang
harus dilakukan dalam suatu kegiatan penyidikanulkunmelakukan
pengungkapan perkara. Disitu juga tampak adanyyaupaenekankan
tindakan penyidikan yang lebih maju disesuaikangdaenperkembangan
iImu pengetahuan dan teknologi yang semakin pésait.ini membuat
kegiatan penyidikan yang dilakukan polisi juga skimanodern sejalan
dengan kemajuan zaman.

Penyidik polri mempunyai kewenangan dalam hal pdikgn
terhadap semua tindak pidana diwilayah Negara KasatRepublik
Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undan@ N'ahun 2002
dalam pasal 6 KUHAP yang berbunyi : 1) Penyidiklakda (a) Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia, (b) Pejabat pegaegeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undan@gnfsghya dalam

pasal 7 KUHAP yang berbunyi :
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Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayahuydf a

karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseoararigngen
adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat ie@jad

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memedakska
pengenal diri tersangka.

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, da

penyitaan.

Melakukan Pemeriksaan dan penyitaan surat.

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebaga

tersangka atau saksi.

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hgaonya

dengan pemeriksaan perkara.

Mengadakan penghentian penyidikan.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begiamg

jawab.

> @™o

[ S —

Pedoman penyidikan dan penyelidikan tindak pidarapsi yang

dilakukan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskriviabes Polri
adalah UU No. 8 tahun 1981 tentang (KUHAP), Undamgiang No. 20
tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undangrr8inrtahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dap &&polri No.Pol ;

Skep/1205/1X/2000 tentang Revisi himpunan juklakh daknis proses

penyidikan tindak pidana.

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikadainpidana,

dalam Himpunan Bujuklak (Buku petunjuk pelaksandarnan September

tahun 2000 diatas digolongkan sebagai berikut :

1. Penyidikan tindak pidana meliputi :

a.
b.

C.
d.

Penyelidikan

Penindakan; (pemanggilan, penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan.

Pemeriksaan; (Saksi, saksi ahli, dan tersangka)

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ; (Renlnesume,
penyusunan berkas perkara).

2. Dukungan tenis penyidikan.
3. Administrasi penyidikan.
4. Pengawasan dan pengendalian penyelidikan.
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Selanjutnya dijelaskan dalam Skep/1205/1X/2000 tentang
penyelidikan dilaksanakan dengan mendasarkan padg berbagai
informasi atau laporan yang diterima maupun dikétdangsung oleh
penyelidik/penyidik, 2) Laporan polisi, 3) Beritaxaaa pemeriksaan di
TKP, 4) Berita acara pemeriksaan tersangka dansatisi. Penyelidikan
dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal ituatdapenghasilkan
keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakusecara tertutup
apabila terdapat kesulitan mendapatkannya. Dalamlakssnakan
penyelidikan secara terbuka penyelidik wajib meuokkan tanda pengenal
serta menggunakan teknik wawancara yang benar @ndogg 7 kah),
sedangkan dalam melaksanakan penyelidikan secdtdupe penyelidik
menggunakan teknik observasnder cover, surveillancgang benar.

Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP adalah:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan mencea yang

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuatnig
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menamuk
tersangkanya.

Penyidikan juga merupakan tindakan kepolisian untugncari
fakta atau mengungkapkan tindak kejahatan dengampemanyakan
siapa, apa, dimana dan mengapa tindakan kejahatardilakukan.
Pengertian Penyidikan tersebut sama halnya dengag terdapat dalam
pasal 11 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian ax@gRepublik
Indonesia.

Tindakan Penyidik tersebut diatas adalah serangk#redakan
penyidik dalam hal ini yang dilakukan oleh penyidigatuan Direktorat
Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri dalam hal elemurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Tindakanmydik disini
dimulai dari adanya laporan atau pengaduan, pefikafi, pemanggilan,
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitraariksaan, hingga
penyerahan berkas perkara dan tersangka kepadaBakentut Umum.
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Penyidikan tindak pidana secara umum di lakukah Blepolisian
sesuai Skep Kapolri No.Pol: 1205/1X/2000 terdirrid§l) Diketahuinya
suatu peristiwva dan atau tindak pidana, tindak madgersebut dapat
diketahui melalui; laporan, pengaduan, tertangkamdn oleh penyidik
Polri. (2) Kegiatan Penyidikan yaitu setelah diketa bahwa suatu
peristiwva yang terjadi diduga atau merupakan tingédtana, segera
dilakukan  penyidikan melalui kegiatan-kegiatan; ymdidikan,
penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian datugger berkas perkara.

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang diéakterhadap
orang maupun benda yang ada hubungannya dengak tmdiana yang
terjadi. Tindakan hukum tersebut meliputi; pemalaggitersangka dan
saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahangmgtapn.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berepgegangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdagalzilaa terdapat
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau parant dan atau
peradilan dalam hal serta menurut cara yang dadlam undang-undang
ini (pasal 1 angka 20 KUHAP).

Penahanan menurut pasal 1 KUHAP adalah:

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tterteleh
penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan ppaenya,
dalam hal serta menurut cara diatur dalam undadgnm ini.
Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersaagka
terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau opasn
maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

Sedangkan dalam pasal 21 KUHAP adalah:

Dan perintah penahanan atau penahanan lanjutaad#griseorang

tersangka atau terdakwa yang diduga keras melaktkaak

pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran baérmgangka

atau terdakwa akan melarikan diri, merusak ataugm&mngkan

barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa penahananldilalapabila
penyidik atau penuntut hukum atau hakim telah nagien tersangka dan

untuk mengurangi kekhwatiran tersangka akan maelarikdiri atau
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menghilangkan barang bukti maka dilaksanakan pdrinpenahanan.
Sedangkan dalam penggeledahan rumah menurut p§AiAP adalah:

Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat thgdan
tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemesgksadan
penyitaan dan penangkapan dalam hal dan menurat y=arg
diatur dalam undang-undang ini. Kemudian yang dsudkdengan
penggeledahan badan adalah tindakan penyidik unerigadakan
pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untukamdrenda
yang diduga keras ada pada badannya atau dibavsamngauntuk
disita.

Setelah adanya perintah penahanan terhadap tessadgk
didasarkan KUHAP maka penyidik melakukan tindakanjutan yaitu
melakukan pengeledahan dan pemeriksaan untuk nmelpeada yang
menjadi bukti dan melakukan penyitaan benda-beadg yerkait dengan
tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Dalam penyitaan yang dilakukan oleh penyidik besidesn Pasal 1
KUHAP adalah:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikkumengambil
alih dan atau menyimpang dibawah penguasaannyaalimargerak
atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujudtuki
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutiam
peradilan.

Tindakan penyidik melakukan penyitaan untuk pentibnkdalam
penyidikan sehinga penuntut dalam peradilan merikapabukti-bukti.
Pembuktian dalam penyidikan menunjukkan bahwa jpéayi
mengumpulkan informasi dan melakukan tindakan mémsi tersebut dan
menjadikan pengumpulan bukti-bukti menjadi kepegdm bagi tuntutan
di peradilan.

Sedangkan pemeriksaan dalam Pasal 1 KUHAP, adalah:

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan akeyan,
kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau daksatau barang
bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yalad terjadi,
Sehingga kedudukan atau peranan seorang maupumgblawti
didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.
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Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adedalpakan
kegiatan pentahapan terakhir dari proses penyidikadak pidana.
Penyidik membuat berita acara tentang pelaksamadakan sebagaimana
dimaksud pasal 75 KUHAP, dengan tidak mengurangeritaan lain
dalam undang-undang ini. Penyidik menyerahkan Isepakara kepada
Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara sebagaimiamaksud
dalam ayat (2) dilakukan dalam dua tahap. Padal pphs&UHAP
menjelaskan:

Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berk&sgertahap

kedua bila penyidikan sudah dinyatakan selesai, yigin

menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan godmakii
kepada Penuntut Umum.

Dengan demikian penyidikan berawal dari terjadingaatu
peristiwva yang diketahui/disampaikan kepada pekyidielalui adanya
Informasi, Laporan Polisi, Pengaduan, Keadaan rgki@p tangan.
Kemudian dilakukan penyerahan tersangka dan barankfti dari
masyarakat atau lembaga di luar Polri dengan perped pada Perkap
N0.12/2009 tentang Was dan Dal. Sedangkan untukigikan Tindak
Pidana Korupsi dimulai dari pulbaket, penelitiarkaimen, pengumpulan
hasil interview yang kemudian digelar untuk dagatidgidaknya dinaikkan
penyidikan.

Kegiatan lain yang tidak terpisahkan dari proseaymikn dan
merupakan awal untuk dapat mengungkap tindak pidarey terjadi
adalah penanganan tempat kejadian perkara (TKPnpde kejadian
perkara (TKP) adalah merupakan salah satu sumberakgan yang
terpenting dan bukti-bukti yang harus diolah dalamaha untuk
mengungkapkan tindak pidana. Dalam hal kasus-kgsng memerlukan
pengolahan TKP(rime scene processipgindakan yang dilakukan, Kep
Kapolri No.Pol: Skep/1205/1X/2000, menjelaskan:

1. Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identtisangka
dan Koran maupun saksi untuk kepentingan penyidikan
selanjutnya,
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2. Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengavketamg
bukti dilakukan metode-metode tertentu dan mendateungan
teknis penyidikan secara Laboratorium Forensik iPolr
Identifikasi Polri, Kedokteran Forensik dan biddrdang
keahlian lainnya.

Dalam pasal 1 angka 14 KUHAP mengemukakan tersaad&lah
seorang yang karena perbuatannya atau keadaanergigsarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pid&edangkan dalam
pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan sakdak orang yang
dapat memberikan keterangan guna kepentingan pkagjdpenuntutan
dan peradilan tentang suatu perkara pidana yadgngar sendiri, ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri. Dengan demikian psgsenyidikan adanya
tahap-tahap pembuktian dan kewenangan penyidik anebcikti-bukti
sehingga pengumpulan bukti dan berdasarkan bukg kaat menujukkan
seseorang menjadi tersangka.

Sedangkan dalam pasal 1 angka UU No. 8 tahun 193dAR
mengemukan mengenai penyidik, adalah:

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik medea atau

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dibeawenang

khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidika

Dengan demikian penyidik merupakan Pejabat Kejpolidlegara
Republik Indonesia yang karena diberi wewenangeméut dapat
melakukan tugas penyidikan sesuai dengan Tugasfutagsi penyidik
untuk mencari keterangan, petunjuk, barang buktasdentitas tersangka
dan korban maupun saksi untuk kepentingan peniehdselanjutnya; dan
pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengambaeng bukiti,
yang dilakukan dengan metode tertentu yang diatland undang-undang.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki Polri dalamdsgokoknya
terdapat dalam pasal 14 ayat (1) huruf g Undangadgchomor 2 tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonedaladn Polri bertugas
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setmdak pidana
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sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturamdaggrundangan

lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan pasknll4 di

bidang proses pidana, sesuai pasal 16 UU nomorh2nr2002, Polri

secara umum berwenang untuk :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimanakslioh
dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, lisepoNegara
Republik Indonesia berwenang untuk :

a.

b.

—h

R

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, da
penyitaan.

Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuhkpae
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidikndala
rangka penyidikan.

. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menaagaderta

memeriksa tanda pengenal diri.

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Memanggil orang unntuk didengar dan diperiksa sabag
tersangka atau saksi.

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hydoumya
dengan pemeriksaan perkara.

Mengadakan penghentian penyidikan.

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejaba
imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan irsigtalam
keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah aatau
menangkal orang yang disangka melakukan tindaknpida
Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada iddny
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyitiganyidik
pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada pemwmhum;

dan.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begang
jawab.

(2)  Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayatuidif h adalah
tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilak&ana jika
memenuhi syarat sebagai berikut :

a.
b.

C.

d.

Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

Selaras dengan kewajiban hukum yang mengaharuskan
tindakan tersebut dilakukan.

Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam linggmn
jabatannya.

Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yamgkse.
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Adapun pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan lisgpo
dalam proses penyidikan tindak pidana yang berlaln menjadi
pedoman bagi setiap penyidik dimuat dalam Skep Kapdo.Pol :
Skep/1205/1X/2000 tentang revisi himpunan juklak ¢lzknis penyidikan
tindak pidana. Kegiatan pokok dalam rangka penwiditindak pidana
dalam Skep tersebut dapat digolongkan sebagai uteribiketahuinya
tindak pidana, kegiatan penyidik, bantuan teknisragpional, administrasi
penyidikan, komando dan pengendalian.

Dalam upaya mengungkap kasus-kasus korupsi Diwkttt
Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri melakukan gsopenyidikan
terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupesd® Penyidikan yang
dimaksud dimulai dari adanya laporan atau pengadiaanpemberitaan,
penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledapanyitaan,
pemeriksaan, hingga penyerahan berkas perkara etaangka kepada
Jaksa Penuntut Umum. Pada tiap tahap kegiatan dikaryi tersebut
sangat berpeluang terjadinya penyimpangan yangkukién oleh
penyidik/penyidik pembantu. Dengan demikian upagmaypdikan menjadi
momentum yang sangat menentukan keberhasilan pamamdgasus-kasus
korupsi.

Dalam UU Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 ayat 10 dilga bahwa
yang dimaksud dengan penyidik adalah : "Pejabatbligan negara
Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undardpng untuk
melakukan penyidikan" (UU no 2 Tahun 2002, Babinkupolri).
Sedangkanpenyidikan dijelaskan dalam ayat 13 vyaitiSerangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yaagiddalam undang-
undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yégrggan bukti itu
membuat keterangan tentang tindak pidana yangdiegian guna
menemukan tersangkanya” (UU No. 2 Tahun 2002, Balin Polri).
Konsep penyidikan juga diatur dalam KUHAP pada keetan uroum bab
1 (satu), pasal 1(satu).
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Dalam UU no 2 tahun 2002, pasal 16 ayat 1, Babinkwiri
menyelenggarakan tugasnya dibidang proses pidanapolisian
mempunyai wewenang, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahamn, da
penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasukpde
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidikndala
rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menaagaerta
memeriksa tanda pengenal diri.
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebaga
tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hgaonya
dengan pemeriksaan perkara.
Mengadakan penghentian penyidikan.
Menyerahkanberkas perkara kepada penuntut umum
0. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejaba
Imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan &sigr
dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk meretagah
menangkal orang yang disangka melakukan tindaknpida
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada igény
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidiganyidik
pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada pemwmium
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggungjawab.

oo

B ©

Untuk membahas masalah penyidikan ini nantinya Ieerakan
berusaha untuk lebih mendekati pembahasan yang etuealy dan

berpedoman kepada konsep penyidikan tersebut diatas

Teori SWOT

Untuk memahami dan membahas masalahrggeare manajemen
penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorai PIDKOR
BARESKRIM MABES POLRI, maka diperlukan suatu penaktak
analisis yang mengacu pada dimensi-dimensi lingkongstrategis
organisasi. Metode pendekatan analisis yang dintakslalah pendekatan
Analisis SWOT.
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Mengenai pemahaman Analisis SWOT, Nutin dBackoff
(1992:157) mengemukakan

The Strategic Marketing Group (SMG) explores thet@nd the
projects a future for the organization using a “saon field”
metaphor. Organization exist in a tension field madp of
capacities, which can be visualized as strengtltsvaeakness, and
potential, which can be visualized as threats ampgastunities.
These SWOTSs (short for strengths, weaknesses, tapjtias, and
threats) identify a tension field that pushes orllgputhe
organization.

(Kelompok Manajemen Strategik (KMS) mencakup yaamgpau
dan proyek-proyek masa mendatang untuk organisasi
menggunakan metafora/kiasan “daerah keteganganjarBasi
ada di daerah kapasitas ketegangan buatan, yan@ wulapat
divisualisasikan sebagai kekuatan dan kelemahan, pidensi,
yang mana dapat divisualisasikan sebagai tantandan
kesempatan. SWOT ini (singkatan d&itrengths, Weaknesses,
Opportunities, dan Threaty mengidentifikasikan daerah
ketegangan yang menekan atau menarik organisasi.)

Mengenai penerapan analisis SWOT Nyttt dan Backoff
(1992:159) menjelaskan sebagai berikut :

The first assessment determines the prospectspotha toward a
desire future, the second, the change of a pullatdwa desire
future. To alter a future situation, the tensioeldi elements
(SWOTs) must be managed by taking actions thatd barl
strengths, capitalize on opportunities, blunt thegaand overcome
weakness. Coherent themes in these SWOTSs take ahagsues,
which guide the search for strategy.

(Penilaian pertama menerangkan prospek dari dorokgaarah
masa depan, yang kedua, perubahan dari penarikanakemasa
depan. Untuk mengubah situasi masa depan, elemeralda
ketegangan (SWOT) harus dikelola dengan menganmabkan
yang membina kekuatan-kekuatan, membesarkan ketmmpa
menumpulkan tantangan, dan menanggulangi kelemahama
yang masuk akal di SWOT ini dijadikan persoalan gkgkyang
mana membantu pencarian strategi).

Searah dengan pendapat di atas, Kunarto (2001r2édjelaskan
internal scanninglalam analisis SWOT, yaitu:

Internal Scanningberfungsi mengevaluasi, mengidentifikasi dan
menampilkan kekuatan dan kelemahan sendiri, untakiap
akhirnya dapat menemukan komtensi igtoreé competengeyang
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dimiliki organisasi tersebut, yang berguna untupadanenangkap
peluang dan mengelakkan ancaman yang diidentifikzeia
External ScanningKekuatan dan kelemahan sendiri itu disebut
juga:Internal Strategic Factors.

Guna memperjelasiternal scanningdalam analisis SWOT Peter
dan Waterman (dalam Kunarto, 2001:261) menggambaikavariabel
berupaStructure, System, Strategy, Staf, Syle of leagerSkill of shared
Values (culture) Management Standart of Proceduneg disebut sebagai

MC Kimsey’s 7 S Framework sebagai berikut ini :

Gambar 2.2
Mc Kimsey's 7S Framework

Sedangkan langkah-langkah analisis yatigerlukan untuk
mengidentifikasi dan menyikapi elemen-elemen Sw@alah menyusun
Matrik Strategi, yaitu Matrik Faktor Strategi Inbat dan Matrik Faktor
Strategi Eksternal. Menurut Rangkuti (2004 : 22pedum membuat
matrik faktor strategi eksternal, kita perlu memei terlebih dahulu
faktor strategi eksternal (EFAS).

Rangkuti (2004 : 23) menambahkan bahwa:

Jika manajer strategi telah menyelesaikan anafasor-faktor
strategis eksternalnya (peluang dan ancaman), ga joarus
menganalisis faktor-faktor strategis internal (kalesn dan
kelemahan) dengan cara yang sama. Jadi, sebelustegssr
diterapkan, perencana strategi harus menganalisgkungan
eksternal untuk mengetahui berbagai kemungkinanapegl dan
ancaman.
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Penjelasan Rangkuti ini mengambarkan analisis S\W&ak faktor
internal dan faktor eksternal yang menujukkan adamsiuang, ancaman,
kekuatan dan kelemahan dalam organisasi. Atas fadar internal dan
ekternal inilah dapat di ambil suatu kebijakan yatepat dalam
memutuskan sesuatu kebijakan dalam organisasi.

Menurut Rangkuti (2004:23), setelah manager stimteg
menyelesaikan analisis faktor-faktor strategis ekstl (peluang dan
ancaman), ia juga harus menganalisis faktor-falgtvategis internal
(kekuatan dan kelemahan).

Selanjutnya, Kunarto (1997:196) mengemukakan baseteelum
suatu perencanaan strategis dikembangkan, terstegpatmen faktor yang
bepengaruh dalam pengambilan keputusan, yaitu:

1. Faktor lingkunganyang selalu berubah yang didorong oleh
kemajuan ILPENGTEK dan prubahan nilai-nilai sosial.
2. Faktor intern organisasi yang dilinngkungan POLRI dapat
dicontohkan; perubahan organisasi, kebutuhan pkaiag
SDM secara kualitatif/kuantitatif dan sebagainya.
3. Faktor pelaksana dengan segala harapan, tuntutan,
kemampuan, karier dan perbaikan nasib lainnya.
4. Faktor ekternal dan faktor lain yang bersifat aladtr seperti
prediksi situasi, masa depan POLSEKSOSBUD dan HANKA
Penilaian atas faktor-faktor itu perlu keahlian &hs agar dapat
benar-benar obyektif. Obyektifitas yang tinggi hangisa dicapai bila
dilakukan dengan sistem tertentu oleh satu tim aengasionalitas
pengolahan yang tinggi dan tidak hanya bersifatl@ian pribadi.
Sedangkan alat yang ditempuh lumtenyusursituation analysis
yang meliputi faktor lingkungan, faktor intern ongsasi, faktor pelaksana
dan faktor eksternal dan faktor lain yang bersaflastrak, dapat ditempuh
dengan melakukan SWOT Analysis yang menggunakanuruns
pertumbuhan dan unsur persaingan sebagai faktoikergta dapat dilihat

dibawah ini: (Kunanto, 2001:262)
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Internal factors
Strenghth (S) Weknesses (W)

Ekternal Factors
Opportunities (O) SO \We;

Strategi Strategi
Treaths (T) ST WT

Strategi Strateqi

Sumber : (Kunanto, 2001:262)
Matriks 2.1
Matrik SWOT

Dengan matrik yang disajikan pada amal®NOT, berhubungan

dengan manajemen penyidikan untuk menentukan kakuétlemahan,

peluang dan ancaman sebagai dasar pengambilanukaputmanajamen

untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Sepgang

dikemukakan oleh Kunanto (1997 : 265) yang menkelas proses

manajemen strategis dalam analasis SWOT, yaitu:

1.

2.

Environment Scanning,mencakup lingkup internal dan
eksternal.

Strategy Formulation,mencakup rumusan tentangission,
objectives, strategieganPolicies.

Strategy Implementatiomyencakup rumusan tentaRgogram,
BudgetsdanProsedures.

Evalution and Control, mencakup masalah kinerja
(performancég Strategy Controlsebenarnay lebih cenderung
kearah pembentukan perilakbepavio) dan bukan sekedar
berhenti pada peraikgrerformance.

Dengan demikian pengambilan keputusan secara tifitperliu

didukung oleh analis identifikasi masalah yang bad@#am menganalisa

masalah dan mengidentifiksikan faktor internal dekternal sebagai

strategi untuk menghadapi ancaman yang mempengangiementasi

organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi @gsin
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24 FenomenaKorupsi

Untuk memahani iebih jauh tentang korupsi ini, psnu
memaparkannya dalam dua bagian yaitu pengertianpkbrdan tindak
pidana korupsi.

Secara bahasa (terminologi) korupsi berasal ddrase Latin yaitu
Corruptio yang kemudian dalam bahasa Ing@mruption Disamping itu
korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai suatotuke kejahatan
administrasi yang dapat menghambat usaha-usahaapeonan menuju
kesejahteraall rakyat. Disisi lain korupsi juga @agumat sebagai tindakan
penyelewengan terhadap kaedah-kaedah hukum danasmmrma sosial
lainnya. Dalam perspektif hukum pidana tindak: pel&orupsi tergolong
sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahayadrh#dap masyarakat
maupun terhadap bangsa dan Negara. Kerugian keauaNggara dan
perekonomian Negara adalah akibat nyata yang mietgaér pembenaran
dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai benpésilaku koruptif
dahulu kebijakan perundang-undangan pidana.

Penelusuran terhadap berbagai literatur yang mém@jaidya sebagai
objek kajian dan pembahasan telah memberikan sampayan betapa tidak
mudahnya membuat suatu batasan konseptual untukanaemn makna
korupsi.

Ketidakmudahan itu disebabkan karena kemajemukpekagang
terkandung dalam perilaku korupsi sendiri, sehingght menarik suatu
pengertian yang serba mencakup.

Pengertian dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang2@dahun1999
tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan loebakorupsi, kolusi,
dan nepotisme dimuat pengertian korupsi sebag#éuter"Korupsi adalah
tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam tketerperundang-
undangan yang mengatur tentang tindak pidana kisrupsngertian yang
diberikan disini adalah masih bersifat relatif @thn dengan undang-

undang yang mengatur selanjutnya.
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Sedangkan dalam UU No.31 tahun 1999 tidak disebudexrara
tersendiri mengenai pengertian dan korupsi itu ise®&mahaman yang
luas tentang masalah korupsi akan membantu merkdapdtejelasan
terhadap hal-hal yang belum diungkapkan dalam ramusikum pidana
sehingga dapat dinilai kesempurnaan rumusan hukigdang tersebut.
Pengertian yang beraneka ragam terhadap istilahupkbr dapat
mengakibatkan timbulnya kesuiitan untuk memberik@waban atas
pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan kosgisigai sebuah
konsep. Berbagai macam pengertian dan istilah koidgpat menimbulkan
kesulitan dalam menarik suatu batasan yang serbacakepi tentang
makna korupsi.

Menurut Evi Hartanti, dari sudut terminology, iatil korupsi berasal
dari kata Corruptio’ yang dalam bahasa latin berarti kerusakan atau
kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjukkan uisuegadaan atau
perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selasjutistilah ini
mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berNagara termasuk
bahasa Indonesia.

Istilan  korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjeju atau
kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Demanikian
melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan gianyimpangan
menyangkut keuangan.

Mengutip  Transparency International, Pope (2003:6)
mengemukakan korupsi sebagai "menyalahgunakan kekna dan
kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi”.dsendiri berpendapat :

Secara sederhana, korupsi dapat didefinisikan sebag
menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan untuk kegeamt
pribadi. Korupsi mencakup perilaku-perilaku pejapejabat sektor
publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yangmperkaya diri
mereka secara tidak pantas dan melanggar hukumpedag-orang
yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakaradean
yang dipercayakan kepada mereka.
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Beberapa pemahaman tentang korupsi dikekan Mattiman (2001
11) berikut :

Korupsi dari sudut pandang teori pasar, mgndacob Van
Klaveren, adalah jika seorang pengabdi negara Y{psgaegeri)
menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaagangla
sehingga dalam pekerjaanya akan diusahakan meraperol
pendapatan sebanyak mungkin.

M. Mc.Mullan mengatakan bahwa seorang pejpbaterintahan
dikatakan korupsi apabila seorang pejabat peméantakorup
apabila menerima uang sebagai dorongan untuk melaksesuatu
yang sebenarnya bisa dilakukan dalam tugas datejaibg, padahal
ia tidak diperbolehkan melakukan hal seperti itars@ menjalankan
tugasnya.

J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalalilaker yang
menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajdeavajiban
norma pesan instansi pemerintah dengan jalan melakatau
mencari pengaruh, status, dan gengsi untuk kemamtimpribadi
(keluarga, golongan, kawan, teman).

Korupsi dipandang dari kepentingan umum, m&nuCarl
J.Friesrich, adalah apabila seorang yang memegakgakaan atau
yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu gimarapkan
imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak
diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untukgaebil
langkah atau menolong siapa saja yang menyediakadiath
sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Rumusan korupsi dari sudut pandang sosiothigaji oleh
Martiman dengan mengemukakan pendapat Syeh Husdaias,
yang mengatakan bahwa “Terjadinya korupsi adalalbisgpseorang
pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkein seorang
dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan tiperha
istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberilakg-kadang
juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uatighh#ain
yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam p&mgert juga
pemerasan, yakni permintaan pemberian atau hadperts itu
dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang merekia bagi
keuntungan mereka sendiri.

Lubis dan Scott (dalam Nurdjana 2005:8), mengatabahwa
dalam arti hukum, korupsi adalah:
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Tingkah laku yang menguntungkan kepentingan dimdsedengan

merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para lp#jgpemerintah

yang langsung melanggar batas-batas hukum; menarmta-norma
pemerintah korupsi adalah apabila hukum dilanggéayu apabila
melakukan tindakan tercela dalam bisnis.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakaka dapat tersusun
suatu konsep pemahaman bahwa Kkorupsi adalah pbgyakan
kepercayaan publik atau penyalahgunaan kekuasaagq ryeelekat pada
suatu jabatan publik oleh seorang atau sekelompekgah tujuan
memperkaya diri sendiri atau menguntungkan pihak tan menjadi suatu
perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan ajararal, dan
merugikan negara.

Perkara korupsi di Indonesia sudah digolongkan ka&amd
pelanggaran hak ekonomi dan hak sosial rakyat keslanyang sudah
sedemikian memuncak, karena nilai kuantitatif kemmghegara (termasuk
kesengsaraan seluruh rakyat Indonesia) sudah melamatas-batas
toleransi, baik dilihat dari sisi moral, etika, keBaan dan hukum. Secara
kualitatif, korupsi sudah menimbulkan kerugian iten&l berupa
bobroknya moral sebagian penyelenggara negaraaseiraparatur hukum,
yang jika dibiarkan terus seperti sekarang ini akiapat menghasilkan
generasi pemimpin yang tidak akan peduli lagi dankgpentingan rakyat
banyak. (Romli, 2002 : 5)

Masalah korupsi, jelas bukan sekedaratahsyang dapat dihadapi
dengan mengeluarkan sejumlah perangkat hukum setattpi juga bukan
semata persoalan moral dan akhlak. Faktor-fakigarosasional juga dapat
merupakan faktor determinan terjadinya perilakuugsr. Alatas (dalam
Romli, 2002 : 6) mengelompokkan korupsi dalam tugategori, yakni :

korupsi transaktif;

korupsi pemerasan;

korupsi defensi;

korupsi investif;

korupsi perkerabatan (nepotisme);
korupsi otogenik; dan

korupsi dukungan.

NookwNE
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Penjelasan diatas mengemukakan karegori korupsgi gapat terjadi
dalam organisasi yang menjadikan suatu tindakarygb@mgunaan yang
dilakukan sesorang dan merugikan orang lain baiireeorganisasi maupun
individu yang dirugikan serta melanggar aturan yditgtapkan.

Menurut Pope (2003:8) mengemukakan ada dua katé&goupsi
yang dijelaskan:

Ada dua kategori yang sangat berbeda mengenai sorup

administrasi: pertama, korupsi terjadi dalam situassalnya, jasa

atau kontrak diberikan “sesuai peraturan yang keftladan kedua,
korupsi terjadi dalam situasi transaksi berlangsusgcara

‘melanggar peraturan yang berlaku”.

Dalam situasi pertama, seorang pejalesidapat keuntungan pribadi
secara ilegal karena melakukan sesuatu yang mesuatah kewajibannya
untuk melaksanakan sesuai dengan undang-undangmDstuasi kedua,
suap diberikan untuk mendapatkan pelayanan daabpgjyang menurut
undang-undang dilarang memberikan pelayanan bemstarg Korupsi
“sesuai peraturan yang berlaku” dan korupsi “mejmmngperaturan yang
berlaku” dapat terjadi pada semua tingkat hiragtmprintahan dan berkisar,
dari sisi jumlah dan dampak, dari “korupsi akbamigna korupsi kecil-
kecilan.

Sedangkan menurut Thomas, dkk, 2001:282, menjeiasieangenai
korupsi administrative, yaitu:

Korupsi administratif menunjuk kepada penerapaningolementasi

yang terdistorsi dan arbitrer dari hukum, aturan degulasi yang

ada untuk memperoleh keuntungan pribadi oleh sgop@megang
kedudukan publik.

Dengan demikian korupsi administratiénmgartikan suatu dimensi
penting dari alokasi yang korup atas dana-danaikpulaln sumber daya
publik, diukur melalui persentase uang suap yangaydirkan untuk
mendapatkan kontrak. Pencengkeraman negara menkejpada tindakan
agen-agen ekonomi baik dalam sektor publik maupuast& untuk
mempengaruhi pembentukan lainnya (yakni, berbagaiam permainan
dasar) demi keuntungan pribadi mereka sebagai takiba pembayaran
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ilegal oleh agen-agen swasta kepada para pejalbéik.p8ebagai contoh,
suatu oligarki yang berpengaruh pada pucuk datusk@lompok industri
finansial yang kuat sekali mungkin saja membelirgudari para anggota
dewan perwakilan rakyat untuk memasang hambatardizm masuk
kedalam sektor energi.

Menurut Pope (2003 : 37) ada empat kategori, yaggpdiensi
suap dan pihak yang dirugikan oleh korupsi, seblagakut:

Kategori (1) : Suap yang diberikan wuntuk (a) memdap
keuntungan yang langka, atau (b) menghindari biaya.

Kategori (2) : Suap yang diberikan untuk mendapaunkungan
(atau menghindari biaya) yang tidak langka, tetagmerlukan
kebijakan yang harus diputuskan oleh pejabat publik

Kategori (3) : Suap yang diberikan, tidak untuk oegoat
keuntungan tertentu dari publik, tetapi untuk meradalayanan
yang berkaitan dengan perolehan keuntungan (atawghimelari
risiko), seperti misalnya, layanan yang cepat atéormasi dari
orang dalam.

Kategori (4) : Suap yang diberikan (a) untuk meategihak lain
mendapatkan bagian dari keuntungan atau (b) unerkbebankan
biaya pada pihak lain.

Kategori (1) mencakup keputusan birskigang mengakibatkan
pemberi suap mendapat keuntungan, sedangkan @angénderita rugi,
misalnya, memperoleh izin impor atau ekspor, vahgimg, kontrak atau
hak istimewa dari pemerintah untuk menjalankan adententu; konsesi
usaha minyak atau mineral lainnya; alokasi lahabliku pemberlian
perusahaan negara yang dijual pada pihak swastajpereleh dana
pemerintah yang terbatas; izin menjalankan usatiangian jumlah izin
terbatas; memperoleh layanan publik, seperti pehamamurah; bahan
mentah bersubsidi; atau perlindungan polisi untekugahaan tertentu.
(Pope, 2003 : 37-38)

Contoh-contoh kategori (2) antara laipengurangan pajak atau
minta bayaran lebih besar dalam hal jumah pemastilak ditentukan

secara pasti; pembebasan dari bea dan ketentuatunaer, menghindari
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kontrol harga; memberikan lisensi atau surat iznya pada mereka yang
dianggap “memenuhi syarat”; memperoleh pelayanablipiapa saja

(tunjangan); memperoleh pekerjaan dalam birokmnasmbebaskan dari
penegakkan hukum (terutama bagi kejahatan kerah faripa korban);

surat izin untuk proyek bangunan; dan standar &essihn atau

lingkungan tidak ditegakkan dengan sungguh-sung@dpe, 2003 : 38)

Kategori (3) adalah layanan yang biskadengan kategori (1)
dari kategori (2), bukan terbatas pada keuntunggmata-mata. Aspek-
aspek lain mencakup layanan yang lebih cepat; -sueatyurat lebih
sedikit; peringatan dini akan ada razia oleh ppolishengurangi
ketidakpastian; atau laporan audit yang menguntamgiehingga pajak
yang harus dibayar tidak besar. (Pope, 2003 : 38)

Kategori (4), seperti kategori (1), gugnencakup pihak yang
menang dan pihak yang kalah. Contoh-contoh antra Kasus-kasus
pelaku bisnis ilegal yang membayar penegak hukumikumenyerbut
pesaingnya. Pemilik usaha ilegal mencoba agar ppésaingnya
diberlakukan peraturan yang ketat, atau mencobabmgei pejabat agar
tidak memberikan lisensi pada pesaingnya. (Pop@3 2039) Upaya
pencegahan terhadap empat kategori korupsi tersamgat diperlukan,
agar negara bebas dari segala bentuk korupsi. NatdaRk mudah
melakukan langkah ini, karena langkah ini tidaky@asangat memerlukan
suatu sistem yang terintegrasi, tetapi juga dihkalapmasalah sindikasi
permasalahan korupsi yang sudah "membudaya” kemda@tem itu
sendiri. Karena itu, sangat diperlukan suatu konpepdekatan yang
menyeluruh dan terpadu serta mendayagunakan seturaber daya dan
metode dengan target utama mengikis "budaya kdrtgrsiebut.

Jika di masa lalu stabilitas mendoromguksi dan di masa Kini
ketidakstabilan mendorong korupsi, apa yang haiakukan? Menurut
Pope (2003 : 43), meski ada perubahan-perubahayatséesar dalam
struktur kelembagaan dalam masyarakat dalam pargilinasih tetap ada
satu hambatan yang besar : tidak adanya tekad patey di pihak
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pemerintah untuk berpijak padale of law (daulat hukum). Jawaban
negara dalam peralihan pada korupsi harus berupdaiean mendasar di
bidang hukum dan perbaikan struktur kelembagaangafde dalam

peralihan harus membebaskan ekonominya dengan roaregurangi

insentif untuk penyuapan dan menghilangkan subsmembebaskan
perdagangan, dan menghilangkan perlakuan khusug®apelian barang
untuk pemerintah.

Korupsi tumbuh subur dalam sistem yangukd&n penuh dengan
hambatan dan sumber-sumber kekuatan monopoli dpkmerintahan.
Selain menjual barang dan jasa pada penawar tgrtipggawai negeri
juga punya insentif untuk menciptakan lebih bangak hambatan sebagai
cara untuk mendapat suap yang lebih besar. Misagh@jabat publik dapat
memperlambat proses administrasi atau menentukasygratan yang
berat. (Pope, 2003 : 41)

Menurut Romli  (2002:29), untuk mempersapk usaha
pemberantasan korupsi yang efisien dan efektif, ggertah telah
menyusun strategi nasional pemberantasan korupsiPKp yang
bertumpu pada empat pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan hukum;
2. Pendekatan budaya;
3. Pendekatan ekonomi; dan
4. Pendekatan sumber daya manusia dan sumber dayagkeua
(human resources dan financial resources
Dengan pendekatan pemberantasan korupsiwa dalam
pendekatan hukum, pemerintah telah menyiapkan $ajurperaturan
perundang-undangan anti korupsi. Menurut pengeiiaksanaan peratuan
perundang-undangan anti korupsi yang dimaksud befutmal.
Peraturan perundang-undangan yang dumlaletara lain TAP
MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negang Bersih dan
Bebas dari KKN; TAP MPR No. VIII/IMPR/2001 tentangkdmendasi
Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN;NJI28/1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bé&lbas; UU
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N0.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana pKipridU No.
20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1888ang
Pemberantasan Tindak Pidana korupsi; dan UU No208@ tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan NrP19/2000
tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidang&io
Dalam pendekatan budaya, pemerintah h telderhasil

mempersiapkan program pemberdayaan masyarakatjdssken dengan
unsur koalisi organisasi non pemerintah (ORNOP)jal&e dengan
keragaman budaya organisasi telah tumbuh dan bédmyn dalam
masyarakat Indonesia, maka keragaman tersebut tekigakibatkan
perbedaan sikap kelompok etnik yang satu dengamimk etnik lainnya.
Perbedaan itu disamping merpuakan keunikan temseaidin tetapi juga
berdampak terhadap kehidupan masing-masing kelormepak tersebut.
Ada kelompok etnik yang masih mengunggulkan kebandayang
dikaitkan dengan status sosial seseorang dalamamsst, dan ada pula
kelompok etnik yang lebih mementingkan hubunganasogang bertitik
tolak pada kekerabatan tanpa mengaitkan dengamsststsial dan
kekayaan yang dimiliki seseorang. Menghadapi kenagabudaya dan
perbedaan sikap kelompok-kelompok etnik tersebutfrategi
pemberantasan korupsi harus diarahkan pada penyaarddan kesadaran
masyarakat mengenai budaya dan dampak korupsideghaatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berneBarali( 2002 : 30)

Pendekatan ekonomi dalam strategi pembmsant  korupsi
seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kemakmudamami sebagai
rakyat yang berada pada lapisan bawah dan tidakahdrertujuan
meningkatkan kemampuan ekonomi lapisan menengahtsemata. Hal
ini disebabkan perkembangan ekonomi nasional tlikya ditentukan
oleh keberhasilan konglomerasi dan kalangan methengkan tetapi
terutama ditentukan secara signifikan oleh kemammgaodongan ekonomi
lemah. Pendekatan untuk meningkatkan kemampuanoraékikan

meningkatkan perkembangan ekonomi makro. (Rom022@0)
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Pendekatan sumber daya, baik sumber dagausia mampu
maupun sumber daya keuangan, menunjukkan dengas jehhwa
kelemahan mendasar dalam sektor ini sangat meramtudnerja
pelaksanaan strategi pemberantasan korupsi sefaman terutama sekali
untuk masa-masa mendatang. (Romli, 2002:30)

Sebagai salah satu anggota PerserikatagsBeBangsa (PBB) yang
turut menandatanganUnited Nations Covention Againts Corruption
(UNCAC) tahun 2003, maka upaya pencegahan korupsddnesia dapat
menjadikan konvensi PBB tersebut sebagai tantandmm sekaligus
panduan manajerial.

Setiap Negara Peserta wajib, sesuai atemginsip-prinsip dasar
dari sistem hukumnya, membangun dan melaksanakan raémelihara
kebijakan-kebijakan anti korupsi yang terkoordingascara efektif, yang
meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan menckamiprinsip-prinsip
supremasi hukum, manajemen yang tepat dari urugalikflan kekayaan
publik, integritas, transparasi dan akuntabilit&stiap Negara Peserta
wajib berusaha keras membangun dan meningkatk&tegrpraktek yang
efektif yang ditujukan pada pencegahan korupsiiafeiegara Peserta
wajib berusaha keras untuk secara periodik mengasal(instrumen)
(perangkat) hukum dan langkah-langkah adminisiatiengan maksud
untuk menentukan kecukupan mereka untuk mencegaimeanberantas
korupsi. Negara-Negara Peserta wajib, sejauh dik@n, dan sesuai
dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum merek&kerppsama satu
dengan yang lain dan dengan organisasi-organisdsrnasional dan
regional yang bersangkutan dalam rangka meningkatkdan
mengembangkan tindakan-tindakan yang disebut dajzasal ini.
Kerjasama itu dapat meliputi keikutsertaan dalanogm@m-program
internasional dan proyek-proyek yang ditujukan paelacegahan korupsi.
(Articlel 5: Pereventive Anti-Corruption Policies @rPractices, Forum,
2004 : 18)
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Bagaimana peran lembaga-lembaga pencegahan kohuide 6 :

Preventive Anti-Corruption Body or Bodies (Forum, 2004 : 18)

menunjukkan :

1.

Setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengasigiprinsip dasar
dari sistem hukumnya, memastikan keberadaan saafanbtatau
badan-badan, sejauh diperlukan, yang mencegah satapgan
cara-cara seperti:

(a) Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang disebut dalam
Pasal 5 dari konvensi ini dan, dimana diperlukan,
mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan dari
kebijakan-kebijakan tersebut;

(b) Meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan mangen
pencegahan korupsi.

Setiap Negara Peserta wajib memberikan kepadanbatau
badan-badan yang disebut dalam ayat 1 pasal imeflesan
yang diperlukan), sesuai dengan prinsip-prinsip adadari
sistem hukumnya, untuk memungkin-kan badan atalarbad
badan itu melaksanakan fungsi-fungsinya atau fufuygjsi
mereka secara efektif dan bebas dari segala pdngang
berlebihan. Sumber daya material dan staf ahli yhpegriukan,
dan juga pelatihan yang mungkin dibutuhkan olehigiauntuk
melaksanakan fungsi-fungsi mereka, wajib diadakan.

Setiap Negara Peserta wajib memberitahu Sekrelensleral
Perserikatan Bangsa-Bangsa, nama dan alamat datastatau
otoritas-otoritas yang dapat membantu Negara-NeBaserta
lain dalam membangun dan melaksanakan tindakaakard
tertentu untuk pencegahan korupsi.

Secara khusus petunjuk upaya pencegahan korupisigitingan

birokrasi pemerintahan oleh dinyatakan denganticle 7 : Public Sector

berikut :
1.

Setiap Negara Peserta wajib, sejauh dipenlukan sesuai
dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumrpgpusaha
keras untuk mengadopsi, memelihara dan memperksiains
sistem untuk rekrutmen, mempekerjakan, mempertamnk
mempromosikan dan memensiunkan pegawai-pegawaierineg
dan, sejauh diperlukan, pejabat-pejabat publik @ng tidak
dipilih:
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(8) Yang didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensngparansi
dan kriteria obyektifitas seperti prestasi, kelaakdan
kecerdasan;

(b) Yang meliputi prosedur-prosedur yang memadai untuk
penyeleksian dan pelatihan individu-individu unfudsisi-
posisi publik yang dianggap secara khusus sangeahrre
terhadap korupsi, dan sejauh diperlukan rotasip(garan),
individu-individu tersebut ke posisi-posisi lain;

(c) Yang meningkatkan upah yang memadai dan skala upah
yang adil, dengan memperhitungkan tingkat pembaagun
ekonomi dari Negara Peserta;

(d) Yang meningkatkan program-program pendidikan dan
pelathan ~yang memungkinkan mereka memenuhi
persyaratan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pubakgy
korektif, terhormat dan pantas, dan yang memberbai
mereka pelatihan yang khusus dan (yang diperlukat)k
meningkatkan kesadaran mereka akan (risiko-risiko)
(bahaya) korupsi yang melekat dalam pelaksanaagsiun
fungsi mereka. Program-program tersebut (bolehpdtja
membuat rujukan pada peraturan ataupun standdalkperi
dalam (bidang-bidang) (wilayah-wilayah) (kegiatggang
berlaku).

2. Setiap Negara Peserta juga wajib mempertimbangkduok
mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan adnraise yang
cocok, sejalan dengan tujuan-tujuan Konvensi im dasuali
dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnyatuk
merumuskan criteria tentang pencalonan untuk damilipan
jabatan pemerintahan.

3. Setiap Negara Peserta juga wajib mempertimbangikeink
mengambil tindakan-tindakan legislatif dan admnaisif, yang
sejalan dengan tujuan-tujuan dari konvensi ini, dasual
dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnyatuk
meningkatkan transparansi dalam pencalonan untbktga
publik yang dipilih dan, dimana mungkin, mendanairtgi-
partai politik.

4. Setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan pnsip{ dasar
dari hukum nasionalnya, berusaha keras untuk noepga
memelihara dan memperkuat sistem-sistem yang ngleatikan
transparansi dan mencegah konflik-konflik keperdamg
(Forum, 2004 : 19)

Untuk memerangi korupsi, setiap Negara eRas wajib

meningkatkan, antara lain, integritas, kejujranpn danggung jawab di
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antara para pejabat-pejabat publiknya, sesuai depgasip-prinsip dasar
sistem hukumnya. Secara khusus, setiap Negarat®esgajib berusaha
keras untuk menerapkan, dalam (kerangka) sisterenmitelgaan dan
sistem hukumnya sendiri, aturan-aturan atau stestdadar perilaku agar
fungsi-fungsi publik dapat terlaksana dengan kdfiekerhormat dan
pantas. Untuk tujuan melaksanakan ketentuan-ketentalam pasal ini,
setiap Negara Peserta wajib, dimana cocok dan isdsagan prinsip-
prinsip dasar dari sistem hukumnya, memperhatikeakgrsa-prakarsa
organisasi-organisasi regional, interregional daiititateral yang terkait,
seperti the Intertnation&ode of Conduct for Public Officialsang dimuat
dalam lampiran dari resolusi Majelis Umum 51/59g@al 12 Desember
1996. Negara Peserta harus juga mempertimbangkak, wesuai dengan
prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, meolein tindakan-
tindakan dan sistem-sistem untuk memudahkan pelapoleh pejabat-
pejabat publik mengenai perbuatan-perbuatan kqrlgepada otoritas-
otoritas yang tepat, bilamana perbuatan-perbuatantdrlihat dalam
menjalankan fungsi-fungsi mereka; 5) Setiap Nedaeserta wajib
berusaha keras untuk, dimana cocok dan sesuai memyasip-prinsip
dasar dari hukum nasionalnya, menetapkan tindakdakan dan sistem-
sistem yang (mewajibkan) (mengharuskan) pejababpejpublik untuk
membuat pernyataan-pernyataan kepada otoritagasoryang tepat
mengenai, antara lain, kegiatan-kegiatan merekaludr pekerjaan,
investasi-investasi, aset-aset dan hadiah-hadialu akeuntungak-
keuntungan yang berarti, yang dapat menimbulkarflikokepentingan
berkenaan dengan fungsi-fungsi mereka sebagai gigp@pabat publik.
Setiap Negara Peserta harus mempertimbangkan orgngambil, sesuai
dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionadgdakan-tindakan
disipliner atau tindakan-tindakan lain terhadapej-pejabat publik yang
melanggar aturan-aturan atau standar-standar vyategapkan sesuai
dengan pasal iniAfticle 8 : Codes of Conduct for Public Officidkorum,
2004 :21)
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Article 9 : Public Procurement and Management obRuFinance,
menetapkancara-cara pengadaan barang dan jasa publik senajenzen
keuangan publik sebagai berikut :

1.Setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prnisigpjp dasar
dan sistem hukumnya, mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk membangun sistem-sistem pengadbarang)
yang cocok yang berlandaskan transparan (kompétisisaingan)
dan kriteria yang obyektif dalam membuat keputugang efektif,
antara lain, untuk mencegah korupsi. Sistem-siggsebut, yang
dapat memperhitungkan nilai-nilai ambang batasgyancok
dalam penerapannya, (wajib) (harus) (menyentuhjaranlain
masalah-masalah :

a. Distribusi informasi kepada publik berkenaan dengeosedur-
prosedur pengadaan (barang) dan kontrak-kontrakjask
informasi mengenai undangan-undangan tender (peaajva
dan informasi yang berkaitan atau yang berhuburdgmrgan
pemberian kontrak-kontrak, yang memberikan waktungya
cukup kepada peserta-peserta tender yang potensialk
menyiapkan dan menyerahkan penawaran-penawarakanere

b. Menetapkan, terlebih  dahulu, persyaratan-persyarata
(keikutsertaan) (penyertaan), termasuk Kriteriaukinfseleksi)
(pemilihan) dan putusan tender serta aturan-atteader, dan
publikasinya;

c. Menggunakan kriteria yang obyektif dan yang tel#@btapkan
terlebih dahulu untuk putusan-putusan mengenai gut@an
(barang) agar memudahkan verifikasi selanjutnya i dar
penerapan yang benar dari aturan-aturan atau pnepeasedur;

d. Suatu sistem yang efektif mengenai pengkajian utlomgestik,
termasuk suatu sistem yang efektif untuk mengajwarding,
untuk memastikan upaya hukum dan sanksi-sanksimdaial
aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang ditetapk@nurut
ayat ini tidak ditaati;

e. Dimana diperlukan, tindakan-tindakan untuk mengédtairhal
yang menyangkut karyawan yang bertanggung jawals ata
pengadaan (barang), seperti pernyataan mengengiagbesm
(barang), seperti pernyataan mengenai pengadaantkegpan
dalam pengadaan (barang) publik tertentu, prosechsedur
penyaringan dan persyaratan pelatihan.

2. Masing-masing Negara Peserta wajib, sesuai dengarsip
prinsip dasr dari sistem hukumnya, mengambil tiasatindakan
yang (tepat) (diperlukan) untuk meningkatkan tramapsi dan
akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik. dkad-
tindakan tersebut harus mencakup, antara lain :

a. Prosedur-prosedur untuk mengadopsi anggaran nasiona
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b. Pelaporan mengenai pendapatan dan pengeluaran tgpaty
waktu;

c. Suatu sistem mengenai standard akunting dan agddsn
kekeliruan yang berkaitan.

d. Sistem-sistem manajemen resiko dan pengawasamahtgng
efektif dan efisien; serta

e. Dimana diperlukan, tindakan korektif dalam hal kakn untuk
memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkda pgat
ini.

3. Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakarakiad perdata
dan administratif yang mungkin diperlukan, sesweighn prinsip-
prinsip dasar hukum nasionalnya untuk menjaga dametihara
integritas buku-buku akunting, catatan-catatanprap keuangan
atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan
pengeluaran dan pendapat publik, dan untuk mencegaialsuan
dokumen-dokumen tersebut. (Forum, 2004 :22)

Aturan laporan publik yang menjadi bagiategral manajemen
pencegahan korupsi dijelaskan dalarticle 10 : Public Reportindperikut
ini:

(Memperhitungkan) (Mengingat) kebutuhan untuk merabas

korupsi, setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengaprinsip-

prinsip dasar dari hukum nasionalnya, gaembil tindakan-
tindakan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan
transparansi dalam administrasi publiknya, termasoiengenai
organisasinya proses-proses berfungsinya dan pearbua
keputusan, dimana diperlukan. Tindakan-tindakasetmst dapat
meliputi, antara lain:

a. Mengadopsi prosedur-prosedur atau regulasi-reguiasig
mengizinkan anggota-anggota masyarakat umum untuk
mendapatkan, dimana diperlukan, informasi mengenai
organisasi, fungsi dan proses-proses membuat kegoutdari
administrasi publiknya dan dengan (sepenuhnya)
memperhatikan perlindungan kebebasan pribadi data da
perseorangan, mengenai keputusan-keputusan damapenb
perbuatan hukum yang menyangkut anggota-anggota
masyarakat (publik);

b. Menyederhanakan prosedur-prosedur administratifmada
perlu, agar memudahkan akses publik kepada otaritagas
pembuat keputusan yang berkompeten; dan

c. Mempublikasikan informasi, yang dapat mencakup rapo
laporan berkala mengenai risiko-risiko korupsi dala
administrasi publik Negara peserta.
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Mengingat kebebasan peradilan dan paraya yang sangat krusial
dalam memberantas korupsi, setiap Negara Peserfid, \Wasuai dengan
prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya dan tanpagonamgi kebebasan
lembaga yudisial, mengambil tindakan-tindakan untakemperkuat
integritas dan untuk mencegah kesempatan-kesempatak (melakukan)
korupsi diantara anggota-anggota (lembaga). Tinudkalakan itu dapat
mencakup aturan-aturan yang berhubungan denganakperanggota-
anggota peradilan. Tindakan-tindakan yang mempuak#iat yang sama
dengan yang telah dilakukan dapat diperkenalkanditerapkan (di dalam
lembaga penuntutan) di Negara-Negara Peserta dithamgsi) penuntutan
tidak menjadi bagian dari (fungsi) (lembaga) Pdaalitetapi memiliki
kebebasan yang sama dengan (fungsi) (lembaga)ilperéd. (Article 11 :
Measures Relating to the Judiciary and Prosecut®ervices Forum,
2004:25)

Terjadinya korupsi di sektor publik tenitak lepas dari peran sektor
swasta di lingkungan birokrasi pemerintahan. Daleomteks ini, PBB
menetapkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukebagaimana diatur
Article 12 : Private Sectdperikut ini :

1. Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakarakian, sesuai
dengan prinsip-prinsip fundamental dari hukum naeioya, untuk
mencegah korupsi yang melibatkan sektor swastajnglestkan
standar akuntansi dan audit di sektor swasta damana
diperlukan, memberikan hukuman-hukuman perdatairastmasif
atau pidana yang efektif, sebanding ddissuasivg (dissuasive)
untuk kelalaian memenuhi tindakan-tindakan tersebu

2. Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan idapat
meliputi, antara lain:

a. Meningkatkan kerjasama diantara badan-badan peaegak
hukum dan badan-badan hukum perdata yang bersamgku

b. Meningkatkan pengembangan standar-standar dan domese
prosedur yang dirancang untuk melindungi integrhaslan-
badan hukum swasta yang bersangkutan, termasuklnatur
aturan tentang berperilaku (dalam) (untuk) melaékan
kegiatan-kegiatan bisnis dan semua profesi yandalian
yang benar, terhormat dan pantas, dan pencegalmanrdre
benturan kepentingan dan peningkatan penerapanefgfrak
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praktek komersial yang baik di antara bisnis-lsigitan dalam
hubungan-hubungan kontraktual dari bisnis-bisnisigde
Negara;

c. Meningkatkan transparansi di antara badan-badanurhuk
swasta, termasuk, sejauh diperlukan, tindakan-@ula
mengenai identitas dari badan-badan hukum dan areny
yang terlibat dalam pendirian dan manajemen badaaib
usaha.

d. Mencegah penyalahgunaan prosedur-prosedur yangatueng
badan hukum perdata, termasuk prosedur-prosedugenan
subsidi-subsidi dan perizinan-perizinan yang dHKaari
otoritas-otoritas publik untuk kegiatan-kegiatamiewsial.

e. Mencegah benturan-benturan kepentingan dengan apkaar
pembatasan-pembatasan, dimana, perlu, untuk jamwglkau
yang wajar, bagi kegiatan-kegiatan professional teran
pejabat-pejabat publik, atau dalam hal mempeken|alegabat-
pejabat publik oleh sektor swasta setelah mereka
mengundurkan diri atau pensiun, dalam hal kegikégiatan
atau pekerjaan tersebut berhubungan langsung dénggsi-
fungsi yang dahulunya dipegang atau diawasi olghbpé
pejabat publik mereka selama masa jabatan mereka;

f. Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan swastaandeng
memperhitungkan, struktur dan besarnya mereka, Ikiemi
pengawasan (mekanisme kontrol) audit internal meroba
mencegah dan melacak perbuatan-perbuatan korupsi da
bahwa rekening-rekening dan laporan keuangan yang
diperlukan dari perusahaan-perusahaan swasta itgikogi
prosedur-prosedur audit dan sertifikasi yang tepat.

3. Guna mencegah korupsi, setiap Negara Peserta wagiigambil
tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan, seseaigdn hukum
nasionalnya dan peraturan perundang-undangan mnengen
(pemelihara-an) (keharusan untuk membuat dan mgayijrouku-
buku dan catatan-catatan, laporan keuangan dawulastatandar
akuntansi dan auditing, untuk melarang perbuatabya¢an
berikut, yang dilakukan dengan maksud untuk melakugalah-
satu dari kajahatan-kejahatan yang ditetapkan sedeagan
konvensi ini:

a. Pembuatan catatan-catatan di luar pembukuan;

b. Membuat transaksi di luar pembukuan dan, yang tuigbat
diidentifikasikan dengan jelas;

c. Mencatat pengeluaran yang tidak ada;

d. (Pembukuan) (kewajiban) (hutang) dengan identifikaxstang
tujuannya yang tidak benar [membuat catatan tentang
kewajiban-kewajiban finansial dengan identifikagntang
tujuannya yang tidak benar];

e. Penggunaan dokumen-dokumen palsu; dan
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f. Pemusnahan secara sengaja dokumen-dokumen pembukuan
lebih awal dari yang telah ditentukan hukum.

4. Setiap Negara Peserta (wajib menolak) penguranggek ptas
biaya-biaya yang merupakan suap, yang terakhiryaiiu yang
merupakan salah satu unsur-unsur pokok dari tipidéna yang
ditetapkan sesuai dengan pasal-pasal 15 dan 16eiksnini dan,
dimana patut, biaya-biaya lain yang timbul seb&gtanjutan dari
perilaku korupsi. (Forum, 2004 :26)

Pada akhirnya peran masyarakat pun tphtd#iabaikan begitu saja.
Bahkan dapat menjadi salah satu kekuataan danigekadtrategi untuk
mengefektifkan upaya pecegahan korupsi. Dalam keniei, terjadinya
korupsi di sektor publik tentu tidak lepas dari grersektor swasta di
lingkungan birokrasi pemerintahan. Dalam hal inBBP menetapkan
tindakan-tindakan yang diatur dalarticle 13 : Participation of Society
berikut ini :

1. Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakarakiad yang
memadai, [dalam jangkauan kemampuannya] dan sesumegan
prinsip-prinsip  fundamental dari hukum nasionalnyantuk
meningkatkan partisipasi aktif individu-individu makelompok-
kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakatdani,
lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organig@siisasi
kemasyarakatan dalam pencegahan dan pemberantasgsildan
untuk meningkatkan kesadran publik mengenai kelaamad
(sebab-sebab) (akibat-akibat) dan kegawatan da@raan yang
ditimbulkan oleh korupsi. Partisipasi ini harus whikkan dengan
tindakan-tindakan seperti:

a. Meningkatkan transparansi dan peningkatan kontripublik
dalam proses pembuatan keputusan;

b. Memastikan bahwa publik memiliki akses yang efeképada
informasi;

c. Mengusahakan kegiatan-kegiatan informasi kepadalikpub
yang akan membantu sikap non toleransi terhadaypkgrdan
program-program pendidikan publik, termasuk kuwial
sekolah dan pendidikan tinggi (universitas);

d. Menghormati, mempromosikan dan melindungi kebebasan
untuk mencari, mendapatkan, menerbitkan dan
menyebarluaskan informasi tentang korupsi. Kebebasa
tersebut dapat dibatasi oleh larangan-larangaentest namun
larangan-larangan ini hanya dibolehkan sejauh setvema
ditentukan oleh hokum dan sejauh diperlukan:
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() Untuk menghormati hak-hak dan reputasi-reputaang
lain;
(i) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban
umum atau kesehatan atau moral masyarakat
2. Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakarakiad yang
memadai untuk memastikan bahwa badan-badan anipgioyang
disebut oleh Konvensi ini, diketahui oleh publikendwajib pula
(menyediakan) (memberikan) akses kepada badan-hedsebut,
dimana patut, untuk melaporkan, termasuk laporanpaa
menyebutkan nama (pelapor), setipa kejadian yapgtdiianggap
merupakan suatu kejahatan yang diterapkan sesuagade
Konvensi ini. (Forum, 2004:28)

Dari konsep pencegahan korupsi yangkeng dalam naskalnited
Nations Covention Againts Corruptigdd NCAC) tahun 2003 itu, terdapat 8
faktor yang diperlukan untuk mengefektifkan upayngegahan korupsi,
yakni kebijakan dan praktek pencegahan korupsi;abadtau instusi
pencegahan korupsi; sistem kepegawaian pada badiam [publik; perilaku

pejabat-pejabat publik; prosedur pengadaan bparaan jasa di sektor
publik; peran lembaga peradilan; peran swasta; prtisipasi masyarakat.
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BAB I11
METODE PENELITIAN

3.1Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakanahd@lendekatan penelitian
kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih demgalasan bahwa pendekatan
kualitatif dapat mengungkap dan menjelaskan pendalaaa yang menjadi
obyek penelitian secara naratif dan mendalam. Tujenelitian ini adalah
menggambarkan penerapan manajemen penyidikan &rhadnanganan
kasus tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabedri.Pdlengenai
pendekatan penelitian kualitatif ini, Bungin et(@006:29) menjelaskan :

Di tingkat metodologiphilosophy of research process; a general
approach to studying research topisemenjak awal pertumbuhan ilmu-
ilmu social sudah dikenal ada dua mazhab peneligadal, yaitu
pertama, mazhab penelitian social yang menggunakan peraekat
kuantitatif, atau yang lebih popular dengan sebut®endekatan
Penelitian Kuantitatif’, kedua, mazhab penelitian social yang
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, &g biasa dikenal
dengan sebutan “Pendekatan Penelitian Kualitatif”.

Pendekatan penelitian kuantitatif lahir dzerkembang biak dari
tradisi (main strean ilmu-ilmu social Prancis dan Inggris yang kental
oleh tradisi ilmu-ilmu kealamamétural scaiences la kental diwarnai
aliran filsafat materialisme, naturalisme, empigsndan positivisme.
Dari situlah lahir dan berkembangan biak ilmu sopm@sitivisme yang
mengkedepankan pendekatan penelitian kualitatibgaibsatu-satunya
cara andal untuk menjelaskan fenomena social §xeriinanusia).

Moleong, (1997:3) mengatakan bahwa metpdgelitian kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan diesariptif berupa kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakingydapat diamati. Penelitian
kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyasuteori substantif yang
berdasarkan data. Denzim and Lincoln ( 1994:66)gesmukakan :

Equally, all qualitative research tradition gives anuch attention to the
inner as well as the outer states of human activdgcob (1987), for
instance, notes the “subjective perceptions,” “emns,” “reflective

interpretations,” and “mental standards,” that cdre include within the
“characteristics” of qualitative research(Dengan kata lain, tradisi
semua penelitian qualitative memberi sebanyak pierhn&epada bagian
dalam seperti halnya aktivitas manusia dalam negdmaob (1987),
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sebagai contoh, catatan mengenai "persepsi sufyekemosi,"
"pancaran interprestasi,” dan "standard mentghhg demikian itu
tercakup dalam " karakteristik" penelitian qualif)ta

Mengenai pemahaman metodologi penelitianalitatif, Creswel
(1994:145) menunjukkan sample enam hal gyardikemukakan oleh
Merriam (1998) berikut :

1. Qualitative researchers is the concerned primaniyth process,
rather than outcomes or produdPeneliti kualitatif terkait terutama
dengan proses, disbanding dengan hasil atau ppoduk.

2. Qualitative researchers are interested in meaningow people make
sense of their lives, experiences, and their stinest of the world.
(Peneliti kualitatif lebih tertarik akan maksud darti bagaimana
orang-orang mempertimbangkan hidup mereka, pengalandan
struktur dunia mereka).

3.The qualitative researchers is the primary instratdor data
collection and analysis. Data are mediated throutfiis human
instrument, rather than through inventories, quastaires, or
machines.(Peneliti kualitatif menggunakan instrumen utamaukn
pengumpulan data dan analisa. Data ditengahi melaanusia
sebagai instrumen, bukan melalui inventarisasitapgaan, atau
mesin.

4. Qualitative researchers involve fieldwork. The @asher Physically
goes to the people, setting, site, or institutionobserve or record
behavior in its natural setting.(Peneliti kualitatif melibatkan
lingkungan kerja. Peneliti phucally mengunjungirgraorang, menata,
lokasi, atau institusi untuk mengamati atau merekemlaku dalam
pengaturan yang alami.)

5. Qualitative research is descriptive in that theeascher is interested
in process, meaning, and understanding gained tnoworld or
picture. (Penelitian kualitatif adalah deskriptif dalam pertian
bahwa peneliti tertarik pada proses yang berlamggpemaknaan, dan
pemahaman memperoleh melalui dunia gambar).

6. The process of qualitative research is inductivéhiat the researcher
builds abstractions, concepts, hypotheses, andritresofrom detail.
(Proses penelitian kualitatif adalah bersifat indutalam pengertian
bahwa peneliti membangun abstrak, konsep, hipotesiwi-teori
secara mendetail).

Dengan pengantar pemahaman metgdgenelitian kualitatif yang
dikemukakan, maka penulis memifilendekatan penelitian kualitatif untuk
tujuan sebagai berikut :

- mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikamakipiddana korupsi

oleh Bareskrim Mabes Polri; dan
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- membahas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancangntsridentifikasi
dari penerapan manajemen penyidikan tindak pidanapki oleh Bareskrim
Mabes Polri.

Melalui pendekatan kualitatif diharapkan kajianntéang penerapan
manajemen penyidikan dapat memberikan informasg yfaotual dan actual
serta memberi manfaat yang seluas-luasnya. Pemaeklatalitatif yang
menekankan pentingnya metode epistemologik dalanmelpi@n ini
diharapkan dapat melahirkan rekomendasi untuk niekifizan penerapan

manajemen penyidikan di Bareskrim Mabes Polri.

3.2Jenis Pendlitian
Berdasarkan penjelasan tentang pendekpémelitian yang dipilih,
maka penelitian yang dilaksanakan termasuk jenmelg&n kualitatif. Jenis
penelitian ini mencakup jenis yang diperoleh daargpnara sumber yang
menjadi informan penelitian, dan jenis data yarngedileh dari berbagai buku

dan dokumen.

3.3Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data dalam pemeliti antara lain sebagai

berikut :

3.3.1Jenisdan Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah berbagai informasi daer&efjan yang

diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pipakg dijadikan
informan penelitian. Jenis data ini meliputi inf@asn dan keterangan
mengenai penanganan kasus tindak pidana koruphi Bereskrim
Mabes Polri, informasi dan keterangan mengenairppa@ manajemen
penyidikan tindak pidana korupsi tersebut, dan diakiktor yang
mengindikasikan kekuatan, kelemahan, peluang darcanaan

penerapana manajemen penyidikan tersebut.

3.3.2Jenisdan Sumber Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah berbagai teor informasi yang
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diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu &gab buku yang
berisi teori manajemen, teori penyidikan, dan téaralisis SWOT serta
berbagai dokumen dan tulisan yang terkait dengararpganan kasus
tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Bareskvlabes Polri.

3.4Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam patean
penelitian adalah :
1. Studi Kepustakaan
Menurut J.Supranto (dalam Ruslan, 2008:31), Riset
perpustakaan ini adalah dilakukamencari data atau informasi atau
informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, btsuku refrensi
dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di periagsta
Studi kepustakaan adalah pendekatan studi terhbedgagal
buku dan dokumen yang dianggap dapat memberikan &oasep
pemahaman mengenai hal-hal yang dijadikan obyeklp@n serta
berbagai informasi yang relevan untuk mengungkapsaiaa
penelitian. Studi kepustakaan dilaksanakan dengea mmempelajari
dan mengutip berbagai teori yang relevan dari Hukku dan
tulisan-tulisan yang mendukung. Studi kepustakadakshnakan
dalam rangka menghimpun berbagai informasi darregan yang
berkaitan dengan obyek dan locus penelitian. Hasidi kepustakaan
adalah terungkapnya fenomena yang dijadikan obyehkelgian;
tersusunnya model operasional; dan serta diperpéeHandasan

teoritis untuk membahas hasil penelitian.

2. Wawancara
Menurut J. Supranto (dalam Ruslan, 2008:@Awancara
adalah aktivitas memperoleh informasi dari orargpagr yang
dipandang dapat mengungkap permasalahan yang kdifadibyek
penelitian. Wawancara ini dapat dilakukan secangdang dengan
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mengadakan tanya jawab kepada yang bersangkutarbiséa juga

dilakukan dengan wawancara tertulis.

Wawancara adalah teknik pengumpulan gataer kualitatif
yang diperoleh dengan mengadakan tanya jawab desgjamlah
informan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukerdasarkan
Pedoman Wawancara yang berisi pokok-pokok pertanjeduka.
Pokok-pokok pertanyaan disusun berdasarkan rujld@arseptual
untuk mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikalak
pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri sertebé&gai factor
yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan acafatm
penanganan kasus tersebut. Pokok-pokok pertangesebtit adalah
berikut :

1. Bagaimana penerapan manajemen penyidikan tindaknaid
korupsi dalam pelaksanaan tugas fungsi DiraktoliaPidkor
Bareskrim Mabes Polri?

2. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatdembkean,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi mikgal?

3. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatdembkaan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi pgepmany

4. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatdemi&ban,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi pergha

5. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatdembkaan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi dedggan?

6. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatdemklan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyit

7. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatdembban,
peluang dan ancaman dalam proses penyelesaiaredgerphan
berkas perkara?

8. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatdembilan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi \wasga dan
pengendalian kegiatan penyidikan?

9. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatdembiean,
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peluang dan ancaman dalam penanganan tempat kejadia
perkara?

10.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatdemkban,
peluang dan ancaman dalam penyelenggaraan adwsnistr

penyidikan?

3. Observas
Obeservasi atau pengamatan langsung terhadap obyek
penelitian dilakukan dengan mengunjungi lokasi-fokatau obyek-
obyek penelitian, yaitu Direktorat Il Pidkor Bakesn Mabes Polri
yang terkait dengan informasi dan keterangan meaigeenanganan
kasus tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabds,Roformasi
dan keterangan mengenai penerapan manajemen pemyiiindak
pidana korupsi. Kegiatan observasi dilaksanakamgaempendekatan
penelitian partisipatif dengan cara melakukan djalmformal
dengan sejumlah pihak untuk menggali berbagai mdsi aktual
yang terkait dengan masalah yang dijadikan obyelelg&an yaitu
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kegibsarvasi juga
mencakup aktivitas pengumpulan data yang dapat umgkgp
situasi dan kondisi penanganan kasus tindak pidanapsi yang

dilaksanakan oleh Direktorat Il Pidkor Bareskrinabés Polri.

3.4.2Informan Penelitian

Informan penelitian atau nara sumber ditesn berdasarkan
pendekatampurposive samplingMenurut Nasir (1999 : 35%urposive
sampling adalah penentuan sumber informasi yang dilakukamgan
cara menentukan terlebih dahulu orang-orang yangnbugkan
informasi dan informasi yang yang diinginkan.

Alasan pemilihan informan penelitian adalah bahwérman
penelitian adalah para pihak yang dianggap berwgn&ompeten,
memahami dan dapat mengungkap berbagai masalah dipuikan

obyek penelitian. Para informan tersebut adalah ppian dan
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penyidikan pada Direktorat Il Pidkor Bareskrim MabPolri, dengan

setting berikut :

Tabel 3.1
Informan Penelitian dan Format Informasi

Format Informasi

Informan Penelitian Jumlah

Informasi tentang kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman administrative
dalam penerapan manajemen
penyidikan tindak pidana korupsi

Direktur ~ Pidana  Korupsi | 1 orang

Bareskrim Mabes Polri

Informasi tentang kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman administrative
dalam penerapan manajemen
penyidikan tindak pidana korupsi

Kasubdit Pikor Bareskrim
Mabes Polri

1 orang

Informasi tentang kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman yang terkait
dengan kebijakan penyidikan tindak
pidana korupsi

Kanit  Pikor
Mabes Polri

Bareskrim | 1 orang

Informasi tentang kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman yang terkait
dengan kebijakan penyidikan tindak
pidana korupsi

Kasubagren Pikor | 1

Bareskrim Mabes Polri

Informasi tentang kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman yang terkait
dengan kebijakan penyidikan  tindak
pidana korupsi

Kasubagop Pikor Bareskrim | 1
Mabes Polri

Informasi tentang kekuatan, kelemahan,
peluang dan  ancaman  dalam
menerapkan ~manajemen  penyidikan
tindak pidana korupsi

Penyidik 5

3.4.3Instrumen Penelitian Kualitatif

Instrumen  penelitian

adalah Pedoman

Wasaranc untuk

melakukan wawancara secara menda(erdepth interview)Pedoman

Wawancara berisi pokok-pokok pertanyaan yang disuserdasarkan

teori-teori

rujukan yang

relevan untuk mengungkagngrapan

manajemen penyidikan tindak pidana korupsi. PedoMé&awancara

disusun setelah diperoleh rujukan teoritik yangeldivansikan dengan

obyek dan tujuan penelitian.
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3.5Prosedur Penelitian dan Analisis Data

Prosedur penelitian dan analisis data dilakukealui beberapa tahap
yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
3.5.1Tahap Perencanaan Penelitian

Nasir (1999 : 357) mengatakan bahwa perencanaaalifosm
merupakan tahap penting untuk menggambarkan bagapeaelitian
dilaksanakan. Karena perencanaan penelitian harsisswh secara
cermat.

Tahap perencanaan penelitian meliputi aktivitas ypsanan
jadual dan rincian kegiatan penelitian, menentulakasi penelitian,
mengurus perizinan, melakukan penjajagan dan patalgkmenentukan
informan penelitian, menyiapkan pedoman wawancarnaperlengkapan
penelitian. Penyusunan tahap perencanaan penghtiaisertai dengan
pengaturan jadual yang berorientasi pada kesediaktu para informan
penelitian.

3.5.2Tahap Pelaksanaan

Nasir (1999 : 357) menunjukkan bahwa seringkalakshnaan
penelitian kurang sesuai dengan perencanaan yaogut sebelumnya,
karena adanya beberapa faktor yang mempengarutat&egenelitian.
Karena itu pelaksanaan penelitian harus mudah pliasikan pada
situasi dan kondisi lapangan.

Tahap pelaksanaan penelitian meliputi kegiatawancara dengan
para informan penelitian, aktivitas observasi yatigkukan dengan
mengunjungi Bareskrim Mabes Polri dan melakukarodianformal,
meninjau sarana dan prasarana penyidikan. Tahakggaglaan penelitian
meliputi aktivitas pengumpulan data primer dan pemgulan data
sekunder serta konfirmasi data yang dianggap peelielasan atau
kelengkapan.

3.5.3Tahapan Pengolahan Data

Nasir (1999 : 357) mengatakan bahwa peigol data harus

didasarkan pada pemilahan data yang jelas klasifiga, agar proses

analisis data menjadi mudah dan jelas.
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Tahap pengolahan data mencakup serangkagiatan analisis
data yang dilakukan dengan cara menentukan klasifikdan
karakteristik data, editing data, konfirmasi daeangy perlu mendapat
penjelasan atau pendalaman, dan penafsiran datdalken proses
pembahasan masalah yang dijadikan obyek penelift@meriksaan
keabsahan data hasil wawancara serta membandinigitarwawancara
dengan laporan serta temuan observasi juga dilakid@ar data yang
diperoleh tidak hanya faktual tetapi juga aktusahdpan analisis data
berlanjut ke dalam penyusuan Tesis yang antara ria@munjukkan
kesimpulan yang diperolen dari pembahasan hasikelp@n serta

rekomendasi.

3.6 Pemeriksaan K eabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data sangarlukpn dalam penelitian
kualitatif demi kesahihan dan keandalan serta ahdlepercayaan data yang
terkumpul dilakukan dengan merujuk pendapat yankerdukakan oleh
Creswel (1994:154) berikut :

- Indicate how the process of qualitative analysi8 b based on data
“reduction” and “interpretation” (Marshall & Rossma, 1989,p.114).
The researcher takes a voluminous amount of infaomand reduces
it to certain patterns, categories, or themes ahdnt interprets this
information by using some chema. Tesch (1990) c¢talies process
“de-contextualization” and “re-contextualization.” This process
results in a “higher level” analysis: “While muchawk in the analysis
process consist of 'taking apart’ (for instancetarsmaller pieces), the
final goal is the emergence of a lager, consolidate
picture”(Tesch,1990,p.9MMenandai bagaimana proses analisis
kualitatif yang didasarkan pada reduksi data dderpnestasi data
(Marshall& Rossman, 1989,p.114). Peneliti mengamdégjumlah
informasi dan menguranginya ke dalam pola, kategamiau tema
tertentu, dan membandingkan interpretasi informageéngan
menggunakan beberapa skema. Tesch (1990) menyebsgspini
sebagai "de-konstekstualisasi” dan "re-konteslgasii* Proses ini
menghasilkan suatu analisis dengan tingkat analesig lebih tinggi :
banyak pekerjaan dalam proses analisis yang hmmsisahan bagian-
bagian (sebagai contoh, memasukkan ke dalam potgmgangan
yang lebih kecil), tujuan akhirnya adalah menangsilkuatu gambaran
umum yang terkonsolidasi. (Tesch,1990,p.97 yangrdimt).
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- Mention a plan for representing the informationnetrics. Miles and
Huberman (1984) support the concept of displayhefibformation, a
spatial format that presents information systenalycto the reader.
These display are tables of tabular information.eyfhshow the
relationship among categories of information, degplcategories by
informants, site, demographic variables, time omdgr of the
information, role ordering, and many other possést (Menyebutkan
suatu rencana untuk mengungkap informasi ke dalaatrikulasi.
Miles dan Huberman (1984) mendukung konsep penyajfrmasi,
sebagai suatu format penyajian informasi secar@nsatik kepada
pembaca. Penyajian ini adalah tabel informasi y@ergentuk tabulasi.
Mereka menunjukkan juga hubungan di antara pengkesn
informasi, menyajikan kategori informasi menurutorman, lokasi,
variabel demografi, waktu memperoleh informasi, dmran yang
diperoleh, dan kemungkinan lainnya).

- ldentify the coding procedures to be used to redheanformation to
themes or categories. Flexible rules govern how goes about
sorting through interview transcriptions, obsereatal notes,
documents, and visual material. It is clear, howetkat one forms
categories of information and attaches codes toséheategories.
(Mengidentifikasi prosedur pengkodean untuk dig@amakmemilah
informasi ke dalam tema atau kategori. Keluwesanngatir
bagaimana seseorang melakukan penyortiran meladkiantan
wawancara, catatan observasi, dokumen, dan madenbay. Yang
demikian telah jelas, bagaimanapun, yang demikiannmembentuk
kategori informasi dan kode untuk setiap kategori).

Penelitian ini menggunakan teknik mengign memastikan temuan
melalui  pemeriksaan kerepresentatifan informasi gyardiperoleh,
perbandingan informasi, dan penafsiran informasknlk umum pengujian
keabsahan data, dilakukan dengan menggunakan telarnigulasi. Mengenai
triangulasi, Neuman (2003:137-138) menjelaskan :

There are several types of triamgioh. The most common
type is triangulation of measures. Researchers makkiple measures of
the same phenomena. By measuring something in thaneone way,
researchers are more likely to see all aspectc tofThe teacher’s
confidence in getting an accurate measure of thdesit's learning is
greater if the student scores similar on all foasting methods than on
just one or two. Any differences in results for theasures becomes
interesting, in formative data, as wefAda beberapa jenis triangulasi.
Jenis yang paling umum adalah triangulasi dengagueiran. Peneliti
mengambil berbagai ukuran dari gejala yang samag&re mengukur
sesuatu dengan cara lebih dari satu, penelitihlebmungkinkan
mengetahui seluruh aspek dari gejala yang samde@aan apapun
dalam hasil pengukuran menjadi menarik dalam mefgehta).
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Another type is triangulation of observemhs. many studies, one
researcher conducts interviews or is the sole oleerof people’s
behavior. A single person means the limitationsth&f one observer
become the limitations of the study. Multiple obees or researchers
add alternative perspectives, backgrounds, andasocharacteristics
and will reduce the limitations(Jenis yang lain adalah triangulasi
pengamatan. Dalam banyak studi, seorang penelitiakuiean
wawancara atau melakukan pengamatan terhadapkpermasyarakat.
Seseorang berarti batasan dari satu pengamatan rgangadi ruang
lingkup studi. Berbagai pengamat atau peneliti médyahkan perspektif
alternatif, latar belakang, dan karakteristik sSosailan mengurangi
pembatasan tersebut).

Dengan rujukan pendapat di atasangulasi dilakukan dengan
mempertimbangkan tiga hal pokok yakni triangulasnurut pengamatan
atau sudut pandang pejabat Satuan kerja, pejadatSatuan Kerja dan
Penyidik Bareskrim Mabes Polri.
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BAB IV
TEMUAN PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum
4.1.1 Bareskrim Polri
1. Struktur Organisasi Bareskrim Polri

Dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republdoiresia

Nomor 21 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi danKerja

Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kégolidegara

Rrepublik  Indonesia, diketahui bahwa Susunan osgani

Bareskrim Polri adalah berikut:

a. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin), tedairi:

1)
2)

3)
4)

5)

Bagren meliputi Subbagprogar; Subbagdalgar; danJrm
Bagbinfung meliputi Subbaglatfung; Subbagbinsisnaletr)
Urmin.

Bagsumda meliputi Subbagpers; Subbagsarpras; damUr
Bagian Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti
meliputi Subbagian Perawatan Tahanan (Subbagwattah)
Subbagian Barang Bukti (Subbagbarbuk); dan Urmin.

Urtu.

b. Biro Pembinaan Operasiopsnal (Robinopsnal), tedairi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bagian Perencanaan Operasional (Bagrenopsnal) putieli
Subbagian Perencanaan Administrasi Operasi
(Subbagrenminopsnal); Subbagian Pelatihan  Operasi
(Subbaglatopsnal); dan Urmin.

Bagian Kerja Sama (Bagkerma) meliputi SubbagianrLua
Negeri  (Subbaglugri); Subbagian Dalam  Negeri
(Subbagdagri); dan Urmin.

Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev) meliputi lBadian
Pengkajian Data (Subbagjianta); Subbagian Pengandal
Perkara (Subbagdalkara); dan Urmin.

Bagian Reserse Mobil (Bagresmob) meliputi Unit fitUl;

Unit lll; dan Urmin.

Bagian Monitoring (Bagmon) meliputi  Subbagian
Pengendalian Sistem Prosedur  (Subbagdalsisdur);
Subbagian Pengamanan Produk (Subbagpamduk), yang
dibantu oleh Tim Monitor; Subbagian Pemeliharaam da
Pengembangan (Subbagharbang); dan Urmin.

Urusan Tata Usaha.

68
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c. Biro Pengawas Penyidikan (Rowassidik), terdiri dari

1) Bagian Administrasi Penyidikan (Bagmindik) meliputi
Subbagian Pengawasan Administrasi (Subbagwasmin);
Subbagian Pengawasan Materi dan Berkas
(Subbagwasmatkas); dan Urmin.

2) Bagian Supervisi dan Pelaporan (Bagvisilap) meliput
Subbagian Supervisi (Subbagvisi); Subbagian Pedapo
(Subbaglap); dan Urmin,

3) Urusan Tata Usaha.

d. Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik PegawaeN&ipil

(Rokorwas PPNS), terdiri dari:

1) Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) meliputi
Subbagian Penelitian Perkara (Subbaglitkara); Sgibba
Administrasi Penyidikan (Subbagminsidik); dan Urmin

2) Bagian Bantuan Operasi (Bagbanops) meliputi Sulapagi
Pembinaan Sistem (Subbagbinsis); Subbagian Bantuan
Taktis (Subbagbantis); dan Urmin.

3) Bagian Pembinaan PPNS (Bagbin PPNS) meliputi
Subbagian Pembinaan Kemampuan (Subbagbinpuan)
Subbagian ~ Pembinaan = Pendidikan dan  Latihan
(Subbagbindiklat); dan Urmin.

4) Bagian Administrasi Personel PPNS (Bagminpers PPNS)
meliputi Subbagian Administrasi (Subbagmin); Suldag
Personel (Subbagpers); dan Urmin.

5) Urusan Tata Usaha.

e. Urusan keuangan;
Taud;
g. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pus IKNAS), terdari:

1) Sekretariat (Set) meliputi Subbagren; Subbagsumda;
Subbagbinfung; dan Urusan Tata Usaha,;

2) Uruasn keuangan;

3) Bidang Pengembangan Sistem (Bidbangsis) meliputi
Subbidang Aplikasi (Subbidaplik); Subbidang Jarmga
(Subbidjaring); dan Urmin.

4) Bidang Pelayanan Informasi Kriminal (Bidyaninfokjim
meliputi Subbidang Pengawasan Data dan Statistik
(Subbidwasdastik);  Subbidang Pelayanan Informasi
(Subbidyaninfo); dan Urmin.

5) Bidang Kerja Sama (Bidkerma) meliputi Subbidang aknt
Instansi, Kementerian, dan Komisi (Subbid tarinskem);
Subbidang Antar Negara (Subbidtarneg); dan Urmin.

6) Bidang Pusat Data dan Analisis Kejahatan Transnakio
(Bid PDAKT) meliputi Tim Analis; dan Urmin.

—h
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h. Pusatindonesian Automatic Finger Indentification System (Pus

INAFIS), terdiri dari:

1) Set meliputi Subbagren; Subbagsumda; Subbagbintlarg
Urusan Tata Usaha.

2) Bagian Sistem Informasi (Bagsisinfo) meliputi Sudpba
Informasi Sidik Jari (Subbaginfosiri); Subbagianst&m
Komunikasi (Subbagsiskom); dan Urmin.

3) Urusan keuangan;

4) Bidang Daktiloskopi Umum (Biddaktium) meliputi
Subbidang Pemrosesan Sidik Jari  (Subbidprosiri);
Subbidang Pendokumentasian Sidik Jari (Subbiddpksir
dan Urmin.

5) Bidang Daktiloskopi Kriminal (Biddaktikrim) meliput
Subbidang Pendokumentasian Identifikasi Kriminall(sd
dokidentkrim); Subbidang Pemeriksaan Sidik  Jari
(Subbidriksasiri); Subbidang Pengolahan TKP (Sutlbid
TKP); dan Urmin.

6) Bidang Fotografi Kepolisian (Bidtopol) meliputi Shidang
Audio Visual (Subbidavis); Subbidang Identifikasiaj&h
(Subbiddenjah); dan Urmin.

I. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), terdiri:da

1) Set meliputi Subbagren; Subbagsumda; Subbagbintiarg
Urusan Tata Usaha.

2) Bagian Manajemen Mutu (Bagjemenmut) meliputi
Subbagian Instalasi (Subbaginstal); Subbagian
Pengembangan Metoda (Subbagbangmet); Subbagian
Standar Mutu (Subbagstanmut); dan Urmin.

3) Urusan keuangan;

4) Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokopglf
meliputi Subbidang Dokumen Palsu (Subbiddokpal);
Subbidang Uang Palsu (Subbidupal); Subbidang Psyduk
Cetak (Subbidprodcet); dan Urmin.

5) Bidang Balistik Metalurgi Forensik (Bidbalmetfor)efiputi
Subbidang Senjata Api (Subbidsenpi); Subbidang Baha
Peledak (Subbidhandak); Subbidang Metalurgi Arslisi
(Subbidmetal); dan Urmin.

6) Bidang Fisika Komputer Forensik (Bidfiskomfor) npalii
Subbidang Deteksi Khusus (Subbiddeteksus); Subgidan
Kecelakaan Kebakaran (Subbidlakabakar); Subbidang
Komputer Forensik (Subbidkomfor); dan Urmin.

7) Bidang Kimia Biologi Forensik (Bidkimbiofor) melipu
Subbidang Kimia (Subbidkim); Subbidang Biologi Segp
(Subbidbioser);  Subbidang Toksikologi  Lingkungan
(Subbidtokling); dan Urmin.
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8) Bidang Narkoba Forensik (Bidnarkobafor) meliputi
Subbidang Narkotik (Subbidnarko); Subbidang Psioka
(Subbidpsiko);  Subbidang  Obat-obatan  Berbahaya
(Subbidbaya); dan Urmin.

9) Laboratorium Forensik Cabang (Labforcab).

j. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) meliputi
Subbagops; Subbagrenmin; Subdirektorat I; Subdiraktll;
Subdirektorat [ll; Subdirektorat [V; Subdirektorat; dan
Urusan Tata Usaha.

k. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipidek)
meliputi ~ Subbagops;  Subbagrenmin;  Subdirektorat I;
Subdirektorat 1l; Subdirektorat Ill; SubdirektoratV;
Subdirektorat V; Subdirektorat VI; dan Urusan Td&aha.

|. Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) meiliti
Subbagops; Subbagrenmin; Subdirektorat I; Subdiraktll;
Subdirektorat 11I; Subdirektorat IV; Subdirektor&t Urusan
Tata Usaha dan Urusan Keuangan.

m. Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkobagliputi
Subbagops; Subbagrenmin; Subdirektorat I; Subdiraktll;
Subdirektorat Ill; Subdirektorat 1V; Subdirektorst Urusan
Tata Usaha; dan Urusan Keuangan.

n. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) npeiti
Subbagops; Subbagrenmin; Subdirektorat I; Subdiraktll;
Subdirektorat Ill; Subdirektorat IV; Subdirektorat; dan
Urusan Tata Usaha.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Bareskrim Polri
Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 21 tahun 20@i@yatakan bahwa Bareskrim Polri
merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berad@whh
Kapolri yang bertugas membina dan menyelenggardiagsi
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawaslan
pengendalian penyidikan, penyelenggaraan idengifika
laboratorium forensik dalam rangka penegakan huksema

pengelolaan informasi kriminal nasional. Dalam rkse#aakan
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tugas tersebut, Bareskrim Polri menyelenggarakagdiusebagai
berikut:

a. Pelaksanaan perencanaan dan administrasi kebupgnsonel,
anggaran, peralatan khusus dan pendistribusianisgata
pengajuan saran dan pertimbangan dalam rangka paambi
karir personel Reskrim;

b. Pembinaan dukungan operasional, pemantauan, andds
evaluasi, kerja sama dan pengelolaan barang bukti;

c. Pemantauan dan pengawasan penyelidikan dan peayidécta
supervisi staf, pemberian arahan guna menjamiakigghanya
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesustesi dan
metode;

d. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan, epemb
bantuan, bimbingan teknis dan administrasi pengidikepada
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyaj@masi
kriminal nasional guna mendukung sistem pendatasrysi
kepolisian, kementerian dan lembaga yang memerjukan
dapat diakses oleh seluruh masyarakat;

f. Pembinaan terhadap bantuan teknis inafis Kepoligiana
mendukung fungsi operasional lainnya;

g. Pembinaan terhadap bantuan teknis laboratorium nddce
(labfor) guna mendukung fungsi operasional lainrmalza

h. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadagdaki
pidana transnasional, merugikan kekayaan negara/cksional
dan yang berdampak kontijensi, yang meliputi tingaétana
umum, khusus, korupsi, narkoba dan tertentu.

Pembinaan fungsi Reserse Kriminal bagi seluruhargay
Polri meliputi :

a. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk
petunjuk - petunjuk pelaksanaan penyelidikan/ pdikgn
tindak pidana.

b. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pembeahamguna
menjamin terlaksananya penyelidikan/penyidikanakgidana
sesuai sistem dan metode yang telah ditetapkan.

c. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pembeaaamguna
menjamin terlaksananya penyelidikan/penyidikanakgidana
sesuai sistem dan metode yang telah ditetapkan.

d. Perencanaan kebutuhan personel, peralatan khusas da
anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan
penempatan/pembinaan karir personel pengemban ifungs
Reserse Kriminal dan distribusi peralatan khususeRe
Kriminal.
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e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/dtatistik
yang berkenaan dengan sumberdaya maupun hasispekdn
tugas satuan-satuan organisasi Reskrim.

f. Penyelenggaraan pembinaan fungsi Labolatorium Bdelan
Identifikasi Kepolisian termasuk pelaksanaannya amtal
mendukung fungsi-fungsi operasional lainnya.

g. Penyelenggaraan dan kerjasama luar negeri dalamkaan
penyelidikan/ penyidikan tindak pidana terhadap nks@an
negara dan terorisme termasuk kejahatan seriusykin
korupsi termasuk kolusi, nepotisme dan kejahataahkeutih
(white collar), narkoba dan kejahatan terorganisir, ekonomi
/perbankan /keuangan dan kejahatan - kejahatees limgara
lainnya serta tindak pidana tertentu yang kesenmaany
berdasarkan kebijakan Kapolri, ditetapkan sebagagklip
tanggungjawab Mabes Polri.

h. Koordinasi dan pengawasan operasional termasuk ipaard
bimbingan teknis penyidikan dan administrasi peikgd oleh
penyidik pegawai negeri sipil pada tingkat pusat.

i. Pelaksana kegiatan penyelidikan/penyidikan terhgmagara-
perkara pidana yang memiliki dampak politis daratstgik
melalui satuan tugas khusus.

3. Vis dan Mis Bareskrim Polri
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bareskrim Polri
mempunyai Visi Mewujudkan penyidik yang professional,
proposional, jujur, adil, bertanggung jawab, menjunjung tinggi
hukum dan Hak Azasi manusia”. Dengan visi tersebut, Bareskrim
Mabes Polri memiliki Misi berikut:

a. Mengembangkan system dan manajemen pelaksanaan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam gkan
penegakkan hukum.

b. Membangun dan meningkatkaan kemampuan professional
penyidik untuk penanganan kasus transnasional, skgsng
merugikan negara dan kasus yang berimplikasi leotij

c. Membangun dan melengkapi sarana dan peralatan doegyi
untuk penanganan tindak pidana konvensional dikéhg
wilayah sampai dengan kejahatan transnasional desI&olri.

d. Membina dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi $ocetan
identifikasi  Kepolisian dalam rangka mengembangkan
kemampuan penyelidikan tindak pidana secara ilmiah.

e. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan secara
professional dan proposional dengan menjunjung gting
supremasi hukum dan hak azasi manusia dalam rangka
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memberantas kejahatan bersama-sama masyarakat untuk
mewujudkan adanya kepastian hukum, rasa keadilan di
Indonesia sebagaai negara hukum.

f. Memelihara solidaritas institusi Bareskrim Polriridaerbagai
pengaruh eksternal yang sangat merugikan organssdisigai
upaya menyamakan visi dan misi Bareskrim Polri éqgath.

4.1.2 Direktorat Pidana Korupsi Bareskrim Polri
1. Struktur Direktorat Pidana Korupsi
Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 21 tahun 2010 dinyatakan bahwa nsusu
organisasi Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipor) terdiri
atas Subbagops; Subbagrenmin; Subdirektorat |; iGakbdrat II;
Subdirektorat Ill; Subdirektorat IV; Subdirektofdf Urusan Tata
Usaha; dan Urusan Keuangan.

2. Tugasdan Fungs Direktorat Tindak Pidana Korupsi
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) m@akan
unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kalbiane8tolri
dipimpin oleh Dirtipidkor yang bertanggung jawab pida
Kabareskrim Polri. Dittipidkor bertugas melaksanmakanyelidikan
dan penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam melakkan tugas,
Dittipidkor menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsing/
berkaitan dengan dana bantuan, dana usaha negana, d
pemerintah, dana kredit usaha serta dana pembamngiera
proyek yang dapat mengakibatkan kerugian keuangam d
perekonomian negara, termasuk kejahatan transmhdenkait
dengan korupsi;

b. Perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana korupsi;

c. Perencanaan kebutuhan dukungan anggaran dalam arangk
mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan

d. Pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka bpck
operasional kepada satuan kewilayahan.
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Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dirakibndak Pidana
Korupsi dibantu oleh:

a. Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan da
administrasi personel, penerimaan peralatan dan
pemeliharaannya, antara lain: 1) penyusunan rengargka
sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rgaita
Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA; 2) pelaksanaan
pemeliharaan, perawatan, serta administrasi pdrsadle
pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAKBM
dan 4) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akiitgab
kinerja satker dalam bentuk LAKIP meliputi analigerget
pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggara

b. Subbagops, yang bertugas menyusun rencana danasivalu

kegiatan operasi terhadap kejahatan korupsi;

Subdirektorat I, menangani tindak pidana dana lzentialam

dan luar negeri;

Subdirektorat Il, menangani tindak pidana dana adédgara,;

Subdirektorat 11, menangani tindak pidana danagramanh;

Subdirektorat IV, menangani tindak pidana danaikreshha;

Subdirektorat VvV, menangani menangani tindak pidana

pembangunan dan proyek

urtu.

o

> @roo

4.1.3 Manajemen Penyidikan
Manajemen Penyidikan adalah pengelolaan penyidifaaiak
pidana secara terencana, teroganisir, terkendaliddaksanakan secara
efektif dan efisien. Dengan demikian fungsi manaenpenyidikan
meliputi perencanaan (planning), fungsi pengorgesigs Organizing),
fungsi pelaksanaaradqtuating), dan fungsi pengendaliaofitrolling).
Bagaimana deskripsi fungsi-fungsi manajemen pekaiditersebut,
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Inden®&omor 21
tahun 2010 menjelaskan :
1. Perencanaan Penyidikan
Fungsi perencanaan dalam manajemen penyidikan
dilaksanakan dengan menentukan (a) sasaran plesyjdib)
sumber daya yang dilibatkan; (c) cara bertindal; wdktu yang
akan digunakan; dan (e) pengendalian penyidikardarBgkan

penentuan sasaran dalam perencanaan tersebut tnpkpetapan
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(&) orang yang diduga melakukan tindak pidana; géjbuatan
pidana (kejahatan atau pelanggaran); (c) unsurrupasal yang
akan diterapkan; dan (d) alat bukti serta barargi.bBementara itu
rencana pelibatan/penggunaan sumber daya penyisifagaimana
dimaksud antara lain penyiapan (a) tim pelaksamgyidikan yang
mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas; fajana dan
prasarana; (c) anggaran yang diperlukan; dan (d@ngkapan
piranti lunak.
2. Pengorganisasian Penyidikan

Fungsi pengorganisasian dalam manajememnyigikan
meliputi penataan dan pengaturan sumber daya tedgi atas
personel; sarana dan pra sarana; anggaran; daturperanaupun
piranti lunak. Pelaksanaan fungsi pengorganisastarsebut
dilaksanakan oleh atasan berdasarkan hubungan atankérja
organisasi di lingkungan instansi.

Pelaksanaan fungsi pengorganisasian mpersdidasarkan
pada hubungan dan tata cara kerja organisasigkumgan instansi,
dengan kriteria a. mempunyai moral baik, integri@sdikasi dan
professional; b.menyesuaikan jumlah personil PPE&gdn beban
tugas yang dihadapi; c. mempunyai pola kerja samar &@2PNS
dalam pelaksanaan penyidikan; d. membentuk teararasgp atau
asistensi yang dapat mengawasi proses penyidikaan d
e.menghindari hubungan subjektivitas antara PPN3igaie
tersangka. Pengorganisasian personel sebagaimameaksiid
digolongkan pada kasus yang mudah, dapat dilakeanaleh 2
(dua) personil; pada kasus yang sedang, dapatsdiiakan oleh 3
(tiga) personil; pada kasus yang sulit, dapat daakkan oleh 4
(empat) personil; dan pada kasus yang sangat slilhksanakan
oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lirna)sonil. Dalam
penanganan kasus tertentu, jumlah PPNS disesuailegan

situasi.
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3. Pelaksanaan Penyidikan

Pengolahan TKP : Pertama, dalam hal kasus yang
memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang wliak oleh
petugas adalah mencari keterangan, petunjuk, bavakti serta
identitas tersangka dan korban maupun saksi unggerkingan
penyelidikan  selanjutnya; dan  pencarian, pengampila
pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yandgkukda
dengan metode tertentu atau bantuan teknis peayidgeperti
laboratorium forensik, identifikasi, kedokterandosik, dan bidang
ahli lainnya.Kedua, tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam
pengolahan TKP sebagaimana dimaksud dituangkammdbgxita
acara pemeriksaan di TKP.

Pemberitanuan Dimulainya Penyidikan : Dalam hal
dimulainya penyidikan, penyidik wajib terlebih  ddinu
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pemubimum
melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuamuthinya
penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentid&kanSPDP
sebagaimana dimaksud dilampiri dengan laporan lejadsurat
perintah penyidikan, dan berita acara yang teldbuati SPDP
sebagaimana dimaksud setelah diteliti kelengkapmgndigeruskan
oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengaatfuengantar
dari Penyidik Polri.

Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan pekyidi
dapat memberitahukan secara lisan atau telepoat seilgktronik
dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna mpkarabantuan
penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan penyidik.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud memuat penjedasgkat
mengenai kejadian tindak pidana pelanggaran, i@dsngelaku atau
tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

Dalam hal SPDP telah diterima oleh Penyidik Pétenyidik

Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang idian oleh
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penyidik. Dukungan sebagaimana dimaksud dikoordiaas
terlebih dahulu dengan penyidik.

Pemanggilan : Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara
pidana dan peraturan perundangundangan yang medgshr
hukum penyidik, dengan ketentuan : surat pangglltandatangani
oleh atasan penyidik selaku penyidik; dalam hakatapenyidik
bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani gdehyidik dan
diketahui oleh atasan penyidik. Selanjutnya, pempaan surat
panggilan dilakukan oleh penyidik yang ditunjukiofeenyidik yang
bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti peaean; surat
panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan teggs instansi
penyidik yang bersangkutan.

Dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi taapaan
yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertait spegintah
membawa tersangka/saksi, yang administrasinya udibnleh
penyidik. Dalam hal membawa tersangka dan/ataui,sp&syidik
dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yan¢anda
pelaksanaannya dilakukan secara bersama-samadgarts berita
acara. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintéarsebut
setelah  mempelajari dan  mempertimbangkan, kemudian
memberitahukan keputusannya kepada penyidik. Ddlamyang
dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja penyidipemanggilan
dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri yang seahiahukum
dengan yang dipanggil; dan untuk pemanggilan teghadrsangka
dan/atau saksi WNI yang berada di luar negeri diken bantuan
melalui Penyidik Polri kepada perwakilan negaraaha tersangka
dan/atau saksi berada.

Permintaan bantuan tersebut dibuat secara tertidiggan
melampirkan surat panggilan yang telah dibuat opemyidik.
Sebelum penyidik meminta bantuan secara tertulimda Penyidik
Polri, permintaan dapat didahului secara lisan deng
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menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas segspgeang akan
dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saks
Penangkapan : Penyidik yang mempunyai kewenangan

melakukan penangkapan, pelaksanaannya sesuai démgam

acara pidana. Penyidik yang tidak mempunyai kewgaan

melakukan penangkapan, meminta bantuan kepadadiemaolri

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.surat permintaan bantuan penangkapan ditujukandeepajabat
fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri setempatngds
melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajwenyigikan
perkara;

b.sebelum penyidik meminta bantuan secara tertulipada
Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada hurufeanintaan
dapat didahului secara lisan dengan menyebutkafg¢taskan
kasus dan identitas tersangka;

c.surat permintaan bantuan penangkapan memuat teitt@nttas
tersangka; uraian singkat kasus yang terjadi; pas# dilanggar;
dan pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan;

d.surat permintaan bantuan penangkapan ditandataolggmatasan
penyidik selaku penyidik, apabila atasan penyidikan penyidik,
maka surat permintaan ditandatangani oleh penyiilletahui
oleh atasan penyidik;

e.apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bamtu
penangkapan, maka Penyidik Polri  memberitahukan
keputusannya tersebut kepada penyidik;

f. dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Rler®ari
dengan mengikutsertakan penyidik yang bersangkdtam;

g.administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkap#ébuat
oleh Penyidik Polri.

Penyerahan tersangka : Penyerahan tersangka dari Penyidik
Polri kepada penyidik wajib dituangkan dalam berBakita Acara.
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Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan iplesaan,
ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan pearsm, sehingga
wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan daerathkan
kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

Penahanan : Penyidik yang mempunyai kewenangan
melakukan penahanan, pelaksanaannya sesuai deuigam lacara
pidana. penyidik yang tidak mempunyai kewenangamako&an
penahanan, meminta bantuan kepada Penyidik Polngate
ketentuan : (a) Surat permintaan bantuan penahalitafukan
kepada pejabat fungsi Reskrim setempat dengan rpilan
laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikamkgpe.
(b) Sebelum penyidik meminta bantuan secara tsrtkBpada
Penyidik Polri sebagaimana dimaksud maka permintdapat
didahului secara lisan dengan menyebutkan/mengatakksus dan
identitas tersangka. (c) Surat permintaan bantuanalpanan
memuat tentang identitas tersangka, uraian singlsus yang
terjadi, pasal yang dilanggar beserta ancaman hakoya, dan
pertimbangan perlunya dilakukan penahanan. (datSermintaan
bantuan penahanan ditandatangani oleh atasan persadbku
penyidik, dalam hal atasan penyidik bukan penyidiigka surat
permintaan ditandatangani oleh penyidik diketahigehoatasan
penyidik. (e) Apabila Penyidik Polri mengabulkan rmataan
bantuan penahanan, maka Penyidik Polri memberitahuk
keputusan tersebut kepada penyidik. (f) Pelaksanmarmahanan
dilakukan oleh Penyidik Polri. Penyidik dalam melk&n
penyidikan agar memperhatikan batas waktu penahdnpDalam
hal penyidik memerlukan perpanjangan waktu penahamatuk
kepentingan penyidikan, mengajukan surat permintbantuan
perpanjangan penahanan kepada Penyidik Polri sefa@rangnya
7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis.
(i) Administrasi penyidikan kegiatan bantuan pemama dibuat
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oleh Penyidik Polri. Tersangka yang ditahan dalaadikan sakit,
berdasarkan surat keterangan dokter, perlu diraivaimah sakit
maka tindakan Penyidik sebagai berikut: penahaagatddibantar;
apabila dibantar, Penyidik wajib membuat surat reh
pembantaran dan berita acaranya; setelah selesawadi
berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicaarg
dilengkapi dengan surat perintah pencabutan pemtzantan berita
acaranya; dalam hal tersangka dilanjutkan penalimgaadilengkapi
dengan surat perintah penahanan lanjutan dan l@@dtanya; dan
lama pembantaran tidak dihitung sebagai waktu peameai
Penggeledahan : Penyidik yang mempunyai kewenangan
melakukan penggeledahan, pelaksanaannya sesuaandéngum
acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.surat permintaan izin penggeledahan kepada K&tugadilan
Negeri setempat dibuat oleh penyidik dengan temb&snyidik
Polri;
b.sebelum surat permintaan izin penggeledahan dikkepada
Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dapahtami
pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasariumpya
dilakukan penggeledahan;
c.surat permintaan izin penggeledahan sebagaimaraksdid pada
huruf b, ditanda tangani oleh atasan penyidik selp&nyidik,
dalam hal atasan penyidik bukan penyidik, suratmpgaan
ditandatangani oleh penyidik diketahui oleh atgsamyidik;
d.setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan olebtud
Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan suraintgle
penggeledahan yang ditandatangani oleh atasandiengelaku
penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penand@anan
dilaksanakan oleh penyidik dan diketahui oleh ataga; dan
e.dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak shigérgkan
penggeledahan, setelah dilakukan penggeledaharb \sefjera
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melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setergpaga

memperoleh persetujuan.

Penyitaan : Penyidik yang mempunyai kewenangan
melakukan penyitaan, pelaksanaanya sesuai dendammhacara
pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua PélagaNegeri
setempat dibuat oleh penyidik dengan tembusan &i&rRolri;

b.sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim ddgp Ketua
Pengadilan Negeri setempat, penyidik dapat mintanpleangan
kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dKak
penyitaan;

c.surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dintaksada
huruf b, ditanda tangani oleh atasan penyidik selp&nyidik,
dalam hal atasan penyidik bukan penyidik, suratmpgaan
ditandatangani oleh penyidik diketahui oleh atgsamyidik;

d.setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh KeRemgadilan
setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah ifzamy yang
ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidigabila
atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanaleh
petugas dan diketahui oleh atasannya; dan

e.dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak shigérgkan
penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segesiaporkan
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna melaper
persetujuan.

Penyidik yang tidak mempunyai kewenangan melakukan
penyitaan, meminta bantuan kepada Penyidik Polrhgae
ketentuan sebagai berikut:
a.surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepaejabat

Reskrim Polri setempat dengan melampirkan lapoegadkan dan

laporan kemajuan penyidikan perkara;
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b.sebelum penyidik meminta bantuan secara tertulipada
Penyidik Polri, permintaan dapat didahului secasanl dengan
menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tdtaang

c.surat permintaan bantuan penyitaan memuat tentasgram
penyitaan; uraian singkat kasus yang terjadi; pgmad) dilanggar;
dan pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.

d.surat permintaan bantuan penyitaan ditanda tangjahi atasan
petugas selaku penyidik, dalam hal atasan penyllikan
penyidik, maka surat permintaan ditandatangani gehyidik,
diketahui oleh atasan penyidik;

e.dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan tumam
penyitaan maka diberitahukan keputusannya kepauadile;

f. pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri

g.menyerahkan hasil penyitaan beserta administragyigikannya
kepada penyidik dengan berita acara penyerahamdedagka
penyidikan lebih lanjut; dan

h.administrasi penyidikan kegiatan bantuan penyitaiinjat oleh
Penyidik Polri.

Pemeriksaan : Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan,
penyidik mempunyai kewenangan melakukan pemeriksz@iadap
saksi, ahli, dan tersangka. Hasil pemeriksaanatiEh saksi
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksil ptameriksaan
terhadap ahli dituangkan dalam berita acara peseaik ahli. Hasil
pemeriksaan terhadap tersangka dituangkan dalanta bacara
pemeriksaan tersangka. Dalam hal diperlukan psijkg@emeriksaan
guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/ataantga,
penyidik mengajukan permintaan bantuan secaralitertiengan
menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidlik Po

Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti, dapa
dilaksanakan melalui bantuan teknis pemeriksaarordbrium
forensik, dan identifikasi. Dalam hal diperlukan npggasan
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mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana slmattapat
dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PenyidikriP@alam hal
diperlukan pemeriksaan ahli, penyidik dapat memib&ntuan
secara langsung kepada ahli dengan tembusan ReRyili.

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui latxduan
forensik meliputi laporan kejadian, laporan kemajudan berita
acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkudan
penyegelan barang bukti. Persyaratan pemeriksasmndpabukti
melalui identifikasi meliputi laporan kejadianpt@an kemajuan,
berita acara pemeriksaan saksi/tersangka, dan da¢ameriksaan
sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jEden dan sidik jari
pembanding.

Bantuan Hukum : Dalam hal pemberian bantuan hukum
terhadap seseorang yang diperiksa selaku tersadgik&sanakan
menurut tata cara yang ditentukan dalam hukum gudema yang
berlaku. Dalam hal tersangka atau terdakwa disamg&kkukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati ataaman
pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi meyekay tidak
mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atab igng
tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidilajitov
menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk memédnetlantuan
dengan cuma-cuma.

Penyelesaian Berkas : Penyelesaian berkas perkara
merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikarnisdk atau
kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalkesame yang
telah ditentukan penulisannya. Resume, berita acatan
kelengkapan administrasi penyidikan disusun seldagéias perkara
dengan urutan yang telah ditentukan.

Penyerahan Perkara : Penyerahan perkara hasil penyidikan
oleh petugas merupakan pelimpahan tanggung janatin perkara
dari Penyidik ke Penuntut Umum. Pelaksanaan pehgaraerkara
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sebagaimana dimaksud berlaku terhadap acara peaenikdiasa,
singkat, dan cepat. Pelaksanaan penyerahan peskhegaimana
dimaksud meliputi tahap pertama, yaitu penyerateakas perkara;
dan tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka daanddvukti

setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh ri@ntwmum.

Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan bes@arg
dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditargiatamoleh

atasan penyidik selaku penyidik. Dalam hal atasamyipik bukan
penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh pikyiyang

bersangkutan dan diketahui atasan penyidik. Petalksa
penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umurksalilakan
melalui Penyidik Polri. Penyidik Polri yang telah enerima
penyerahan berkas perkara dari petugas melakukauelitpen

bersama dengan penyidik, dan apabila telah Iengkegera
menyerahkan kepada Penuntut Umum. Apabila berkakanze
dikembalikan oleh Penuntut umum, petugas melenglsgsiuai
petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaanrbantli oleh
Penyidik Polri. Setelah penyidik melengkapi berkaskara sesuai
petunjuk Penuntut Umum, penyidik wajib menyerahKaarkas

perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Blallam waktu
14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunAabila dalam
waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tide&mbalikan oleh
Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan idaény
menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barangi ekt
Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersaiagka
barang bukti dilaksanakan setelah penyerahan béakap pertama
dinyatakan lengkap oleh JPU (P21). Penyerahan perk@hap
kedua kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalyiidikrPolri.
Penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksandémagan surat
pengantar yang ditandatangani oleh atasan persédilku penyidik.
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Dalam hal atasan penyidik bukan penyidik, surat gpetar
ditandatangani oleh penyidik dan diketahui atasamyilik.
Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang tutlcan berita
acaranya.
Penghentian Penyidikan : Penghentian penyidikan
merupakan salah satu kegiatan penyelesaian per&agadilakukan
apabila: tidak terdapat cukup bukti; peristiva éebtg bukan
merupakan tindak pidana; dihentikan demi hukum,emkar (1)
tersangka meninggal dunia; (2) tuntutan tindak mmedatelah
kadaluarsa; dan/atau (3) tindak pidana tersebah tedemperoleh
putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yaragp.te
Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimanakslid
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a.gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantuRéayidik
Polri;

b.apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa agyar
penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka ditexb Surat
perintah penghentian penyidikan yang ditandatangkef atasan
Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidilkang
ditandatangani oleh petugas;

c.dalam hal atasan bukan Penyidik, penandatangamanpsrintah
penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik gendiketahui
oleh atasannya; dan

d.membuat surat pemberitahuan penghentian penyididan
dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dersangka
atau keluarga atau penasehat hukumnya.

Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sleh
putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanyai bHudru,
Penyidik wajib: menerbitkan surat ketetapan pentzabu
penghentian penyidikan; membuat surat perintah idésan
lanjutan; dan melanjutkan kembali penyidikan.
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Administras  Penyidikan : Administrasi penyidikan
merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan untekjamin
ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikenupa
kelengkapan administrasi penyidikan, sebagai beriku
a.sampul berkas perkara;
b.isi berkas perkara, meliputi resume; laporan keyadisurat

perintah tugas; surat perintah penyidikan; beritaara
pemeriksaan TKP; surat pemberitahuan dimulainyayigéan
oleh petugas; surat pemberitahuan dimulainya pé@andoleh
Polri;  berita acara pemeriksaan saksi/ahli; beriggara
pemeriksaan tersangka; berita acara konfrontagitabacara
penyumpahan saksi; surat panggilan; surat perimi@mbawa
tersangka/saksi oleh penyidik; surat permintaan tuasm
membawa tersangka/saksi; surat pemberitahuan p@Emin
bantuan membawa tersangka/saksi; surat perintahbeveandan
menghadapkan tersangka/saksi oleh Polri; beriteaao@mbawa
dan menghadapkan tersangka/saksi; berita acaré& serana
tersangka/saksi dari polri kepada penyidik; suratmmntaan
bantuan penangkapan; surat pemberitahuan permiratuan
penangkapan; surat perintah penangkapan; beritara aca
penangkapan; surat penyerahan tersangka kepadaligebgrita
acara penyerahan tersangka kepada penyidik; swrahtgh
pelepasan tersangka; berita acara pelepasan tkasasgrat
permintaan bantuan penahanan; surat pemberitaheramnaan
bantuan penahanan; surat perintah penahanan; bacihaa
penahanan; surat pemberitahuan penahanan kepadardeel
tersangka; surat permintaan bantuan perpanjangaahpean;
surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan
penahanan; surat permintaan perpanjangan penahdemda
Jaksa Penuntut Umum; surat perintah perpanjangaahpean;
berita acara perpanjangan penahanan; surat peatinent
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perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka;pgrratntaan
perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri; surat
pemberitahuan permintaan perpanjangan penahangutalan
kepada penyidik; surat permintaaan perpanjangarahaeran
lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri; surat niadri
perpanjangan panahanan lanjutan; berita acara rpangan
penahanan lanjutan; surat pemberitahuan perpamjgey@ahanan
lanjutan kepada keluarga tersangka; surat periptigeluaran
penahanan; berita acara pengeluaran penahanan; psunatah
pembantaran penahanan; berita acara pembantarahgoem;
surat perintah pencabutan pembantaran penahandtg heara
pencabutan pembantaran penahanan; surat perintathgren
lanjutan; berita acara penahanan lanjutan; suramip&gan
izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pelagadsurat
laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada a ketu
pengadilan; surat perintah penggeledahan; beritaaraac
penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainngarat
permintaan bantuan penggeledahan; surat pemberitahu
permintaan bantuan penggeledahan; surat permintaafizin
khusus penyitaan kepada ketua pengadilan; laponatuku
mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketuaagitarg
surat perintah penyitaan; berita acara penyitaamat standa
penerimaan; surat permintaan bantuan penyitaan;at sur
pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan; sueaintah
penyegelan dan atau pembungkusan barang buktiabacara
penyegelan dan atau pembungkusan barang buktt, geratah
pengembalian barang bukti; berita acara pengenmbddarang
bukti; surat permintaan bantuan pemeriksaan lalsforat hasil
pemeriksaan labfor; surat permintaan bantuan p&saam
identifikasi; surat hasil pemeriksaan identifikasyrat perintah
penghentian penyidikan; surat ketetapan penghepgagidikan;
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surat pemberitahuan penghentian penyidikan; sueagigman
berkas perkara penyidik; surat pengiriman berkakgpa Polri;
tanda terima berkas perkara; surat pengiriman rigksa dan
barang bukti; berita acara serah terima tersangka lthrang
bukti; surat pelimpahan penyidikan; berita acardingehan
penyidikan; surat bantuan penyelidikan; daftar isakkftar
tersangka; daftar barang bukti; dan daftar isi agferkara.

Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalaerkas
perkara, yaitu : surat perintah penyelidikan; lapor hasil
penyelidikan; kartutik kejahatan/pelanggaran; kesiik jari; dan
foto tersangka (dalam 3 posisi). Administrasi pdikan
sebagaimana dimaksud dicatat dalam register yardjritedari
laporan kejadian (B-1); kejahatan/pelanggaran (BSHDP (B-3);
surat panggilan (B-4); surat perintah penangkap@sb)( surat
perintah penggeledahan (B-6); surat perintah paagii{B-7); surat
perintah penyidikan dan surat perintah tugas (Bp&)pahanan (B-
9); berkas perkara (B-10); penerimaan dan ekspbdikias perkara
dari PPNS (B-11); ekspedisi berkas perkara, pehgerdersangka
dan barang bukti (B-12); barang bukti (B-13); baraamuan (B-
14); pencarian orang dan barang (B-15); permintasoum et
repertum (B-16); permintaan/izin pemeriksaan (B-17an
pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18).

Dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan, iddny
perlu memperhatikan hal-hal yaitu: (a) menghindieisalahan
dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia;
(b) melaksanakan pendataan dan pencatatan seddraaa teratur;
(c) melakukan pendistribusian dan pengarsipan -suratt secara
tertib dan teratur; dan (d) dikelola oleh penyigidng ditunjuk dan
diberi tugas khusus untuk kepentingan itu. Form@niaistrasi

penyidikan tercantum dalam lampiran yang tidakisatkan.
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4.2Temuan Lain

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan &gpaa informan
yaitu Temuan-Temuan penting yang diperoleh sehuunglengan
Pertanyaan-pertanyaan Penelitian yang diajukan ifbaga penerapan
manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dalalakganaan tugas fungsi
Direktorat Il Pidkor Bareskrim Mabes Polri berhuigan dengan masalah-
masalah penentuan arah kegiatan-kegiatan organisgsolisian dalam
penyelidikan sebagai kesatuan pola keterpaduanmmsnyuruh dari kegiatan
manajemen penyidikan. Diketahui hasil temuan umeRkerapan manajemen
penyidikan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaizgas dan fungsi
Direktorat Il Pidkor Bareskrim Mabes Polri,

Temuan pertama, Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam
penerapan manajemen penyidikan, yang menjadi kakuatengan
berlandaskan Buku Kuning, Perkap, KUHAP, artinyalakganaannya
mengacu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 temtbtAP, Undang-
Undang No.31 Tahun 1999 diperbaruhi dengan Undamdgblg No.20 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tipikor, dan UU No.2/28@Atang Kepolisian
RI. Sedangkan yang menjadi kelemahan adalah patErgman manajemen
penyidikan tindak pidana korupsi mengambarkan kegigenyidikan yang
masih perlu ditata secara manajemen, dan dilakukenencanaan,
Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengendalian yang menjadi
kompleksitas tindakan dalam kegiatan penyidikan ukintmelakukan
pengungkapan perkara. Peluangnya adalah adanyasdaya manusia yang
dan telah dibentuk Subdit-subdit yang mengawaliapepelaksanaan tugas
dan yang menjadi ancaman proses lidik harus dikgataadanya audit
investigative dan auditor BPK-RI/BPKP yang menyataladanya kerugian
keuangan Negara untuk ditingkatkan ke proses p#ayiddan dilanjutkan
hasil penghitungan kerugian Negara sehingga daldektig@tas proses

penyidikan menjadi lama karena harus menunggu imagstigasi.
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Temuan kedua, Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam
pelaksanaan fungsi penyelidikan. Langkah-langkah diperlukan untuk
menganalisis dan mengidentifikasi dan menyikapimele-elemen SWOT
dengan Faktor Strategi Internal dan Matrik Faktdrat8gi Eksternal.
Kekuatan dalam penyelidikan dalam tindak pidamciukling oleh perundang-
undangan (KUHAP) dan PERKARKekuatan ini merupakan dasar untuk
melaksanakan proses sidik agar tindakan-tindakary ydilakukan pidikor
dalam mencari bukti-bukti yang mendukung dalamkseglaan penyelidikan.

Sedangkan yang menjadi kelemahan dalam pelaksaffia@agsi
penyelidikan, dikarenakan para seluruh anggota glehly kasus korupsi
masih belum memahami fungsi-fungsi penyelidikan gygalas sehingga
dalam pelaksanannya masih diketemukan banyakngaktipidana korupsi
yang belum terselesaikan. Selain itu anggaran yaeadpatas untuk
menjalankan pelaksanaan penyelidikan yang memaerldketi-bukti yang
akurat sebagai barang bukti perkara korupsi, apalagulitnya dalam
mendapatkan informasi yang akurat, karena umumngsaran sudah
mempelajari sehingga sengaja disembunyikan. Pehyangdalah penyidik
bisa memasuki instansi dan mewawancara pejabat aisesasaran.
Ancamannya sering terjadi intervensi dari atasgaktiangsung.

Temuan ketiga, Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam
pelaksanaan fungsi penangkapan dalam melaksanagas tlidasari pada
ketentuan perundang-undangan (KUHAP) dan PERKAPg yamenjadi
kekuatan Pidkor Bareskrim untuk melakukan tugasgygenangkapan sesuai
dengan berita acara penangkapan yang telah disidggtiaku hanya 1 x 24
jam. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 K®Hadalah
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berepgegangan sementara
waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apalhilapir cukup bukti guna
kepentingan penyidikan atau penuntutan dan ataadpen dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kelemahan yang menjadi kendala Pidkor Bareskrim ardal
melaksanakan tugas penangkapan yaitu dalam silaasikondisi tertentu
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adakalanya tidak sempat menyiapkan SP. Tugas darK&P dan sering
terkendala pada aturan HAM, apalagi dalam pelaksap&nangkapan pada
seorang pejabat negara seperti anggota DPRD DHAR, Walikota, Bupati
dan Gubernur yang masih aktif, sehingga memerlykarses yang cukup
lama dan memerlukan izin yang mengatur penangkapan.

Temuan keempat, Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman
dalam pelaksanaan fungsi penahanan merupakan &ediegiatan yang
memberikan tindakan sesuai dengan pelaksanaan rPRikeskrim sesuai
dengan pasal 1 KUHAP adalah penempatan tersangka tatdakwa di
tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umui abakim dengan
penetapannya, dalam hal serta menurut cara diatamdundang-undang ini.
Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersatmkaerdakwa yang
melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupuambgrian bantuan
dalam tindak pidana.

Dalam penahanan berhubungan dengan pelaksanaandJdddang
yang mengatur tentang penahanan (KUHP) dan Undamigwhg Tipidkor.
Yang menjadi hambatan adalah Hak Asasi Manusia yaegyebabkan
proses penahannya menjadi lama dan memperbesaaranggenahanan.
Konteks demikian, efisiensi dan efektivitas pelalesapenahanan.

Temuan kelima, Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam
pelaksanaan pengeledahan menunjukkan kemampuaror PB&reskrim
menjalankan tugas dan fungsi menengenai Tata Celed&h Personil yang
sesuai untuk lakukan geledah melanggara HAM damyadd&arang hasil
geledah dan yang hilang. Dalam pelaksnaan pendeladaproses
pengeledahan tidaklah berbeda antara Tindak Pidangsi dengan Tindak
Pidana Umum tetapi implementasi pengeledahan umdék pidana korupsi
yang dilaksanakan oleh penyidik sering sekali tidsdsuai pada saat
pelaksanaan dilapangan. Permasalahan ini dikarena&esangka tidak
kooperatif dalam memberikan barang bukti, banyakmgasyarakat/keluarga
tidak menerima pelaksanaan penyidikan, adanya gadadang HAM yang
membatasi pelaksanaan penyidikan, serta adanyéipsrgan barang bukti.
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Temuan Keenam, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam
proses penyelesaian dan penyerahan perkekaatan dalam pelaksanaan
fungsi penyitaan adalah adanya ketetapan yang telahgatur tentang
pelaksanaan penyitaan oleh penyidik seperti dalddy PP, Perkap, dan
Manajemen Penyidikan, serta adanya ijin sita darigadilan negeri yang
mendukung dalam pelaksaanan penyitaan. Dalam pelaka penyidikan
pada saat pelaksanaan fungsi penyitaan adalatstpknyitaan yang belum
dikuasai sepenuhnya oleh penyidik dalam melakuka&myitran dan
terbatasnya fasilitas penyimpanan hasil sita.

Temuan Ketujuh, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam
proses penyelesaian dan penyerahan berkas peragard adanya standar
P. 21 atau kelengkapan berkas perkara dan dukyragat 37 dalam Perkap
No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan ®ehyidik Pegawai
Negeri Sipil maka apabila penyelesaian, pengesdaarkelengkapan berkas
perkara, telah terpenuhi alat bukti yang dipersakgh kepada tersangka
yang diserahkan kepada JPU. Terapi yang seringasiekgndala adalah
belum lengkapnya berkas perkara yang disampaikatm pényidik sehingga
berkas perkara harus diengkapi kembali, selaikutang kooperatifnya jaksa
penuntut umum dalam memberikan kepastian berkbas)ggm terkesan kasus
yang ada dipersulittadanya TIP KOR Release, sehinkgsus dapat di
selesaikan.

Temuan kedelapan, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terdapat SQRligeinternal yang
tertuang di dalam perkap No.22 Tahun 2010 dan Bel@ 6 Tahun 2010
tentang Manajemen Penyidikan. Pelaksanaan fungsiggeeasan dan
pengendalian kegiatan penyidikan dilaksanakan sekragan administrasi
penyidikan dan melalui tahap-tahap penyidikan. Bedglian penyidikan,
dilakukan dengan melihat kembali kelengkapan Ha&P saksi, ahli dengan
tersangka sehingga terpenuhi analisa barang bekigalh BAP saksi serta
ahli tersangka untuk mengetahui terpenuhinya uossw tipikor.
Kelemahan yang menjadi temuan adalah surat perinpgahgawasan
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penyidikan (wasdik) tidak dibuat, karena tidak agemunjukkan wassidik
yang melakukan fungsi pengawasan dan pengendatigiatin penyidikan,
dan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendaligatan penyidikan
menunjukkan sejumlah seperti pengawasan yang tiddependen dan
mencari kesalahan penyidik. Selain itu kelemaharadalah pimpinan yang
tidak mengerti dalam penanganan Tipidkor, Budayaaralu, SDM yang
kurang, darReward and punishment yang tidak jelas.

Temuan Kesembilan, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
dalam penanganan tempat kejadian perkara adalagrdtddungan Perkap
No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan BleNS, TKP adalah
tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/temiai tempat-tempat lain,
dimana tersangka dan/atau korban dan/atau bargigyang berhubungan
dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. Yaegjadi kelemahan
dalam penanganan tempat kejadian perkara adalals pgpanganan tempat
kejadian perkara, apabila TKP sudah rusak, TKR digdngkau, TKP sudah
kadaluarsa/lama dan anggaran terbatas.

Temuan Kesepuluh, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan bhdakrkap No. 6 Tahun
2010 tentang Manajemen Penyidikan mengemukakamnbémigiatan dalam
penatausahaan untuk melengkapi administrasi yagomeyldkan dalam proses
penyidikan. Sehingga penyelenggaraan administrasnyigikan perlu
memperhatikan kesalahan dalam pengisian blankdadamulir yang tersedia;
melaksanakan pendataan dan pencatatan secaradtartiteratur; melakukan
pendistribusian dan pengarsipan surat-surat setestidd dan teratur; dan
dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugasidds untuk kepentingan
itu.

Temuannya yang didapat adalah kelemahan pelaksawgamelakukan
penyidikan tanpa kejelasan dan terarah serta adaaoza terhadap surat yang
diterbitkan. Dalam menangani tindak pidana korgsin memerlukan waktu
yang panjang, terutama dalam proses penyidikan aamendapatkan hasil
yang benar-benar akurat. Selain itu penyelenggaadaninistrasi penyidikan
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adalah kebijakan yang tidak tertulis. Untuk peluaadam penyelenggaraan
administrasi penyidikan adalah terarah dan terjadan untuk ancaman
penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah hmadanya intervensi

dalam dan luar.
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BAB V
PEMBAHASAN

Seiringan semakin bergulirnya refomasi di segala dimens bidang tugas
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat |11 Pidkor Bareskrim Polri pun
semakin kompleks. Dengan reformasi yang terus berlangsung tersebut, Penyidik
sebagal aparatur penegak hukum dituntut untuk berhasil membongkar semua
perkara yang terindikasi telah melanggar hukum. Mangjemen penyidikan Polri
secara konseptual memang ada dan memang dikembangkan dilingkungan Polri itu
sendiri dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
akan tetapi dalam praktek penerapannya sangat sulit untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan penerapan mananemen
penyidik tindak pidana korupsi pada Direktorat 11 Pidana Korupsi Badan Reserse
Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Mengenai penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dalam
pelaksanaan tugas fungsi Direktorat [l Pidkor Bareskrim Mabes Polri
berhubungan dengan masalah-masalah penentuan arah kegiatan-kegiatan
organisas kepolisian dalam penyelidikan sebagai kesatuan pola keterpaduan dan
menyuruh dari kegiatan mangjemen penyidikan. Seperti yang dikemukakan oleh
informan 1 mengena penerapan managemen penyidikan tindak pidana korupsi
dalam pelaksanaan tugas fungsi Direktorat |11 Pidkor Bareskrim Mabes Polri
berikut:

Dimulai dengan penelitian dokumen, dilanjutkan piaykan, apabila
cukup bukti untuk dilakukan sidik, maka dilakukaatag perkara dalam
rangka penentuan sidik. Dalam laksanakan sidik,sanakan tidak
tergesa-gesa dalam laksanakan penahanan tersamkgkana waktu yang
diperlukan dalam sidik cukup lama.

Informan 2 mengatakan bahwa penyidikan tipkor merupakan rangkaian
kegiatan yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan,
Pengendalian. Untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber
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daya lainnya. Sgjalan dengan pendapatnya Terry (Prawirosentono, 1999: 288)
mendeskripsikan pengertian manajemen sebagai berikut:

Manajemen adalah suatu proses yang tegas yang terdiri dari perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk penyelesaian

mencapal tujuan yang telah dinyatakan sebelumnya, dengan menggunakan
sumberdaya manusia dan sumberdaya yang lainnya.

Dengan demikian penerapan manaemen penyidik merupakan proses yang
berlangsung dalam kegiatan perencanaan, pengaturan dan pengendalian yang
dilaksanakan menjadi rangkaian aktivitas Direktorat || Pidkor Bareskrim Mabes
Polri untuk mencapal tujuan. Sedangkan informan 3 mengatakan proses
penyidikan harus sesual dengan UU No0.8/1981 tentang KUHAP, UU N0.31/1999
diperbaruhi dengan UU No020/2002 tentang Pemberantasan Tipikor; UU
No0.2/2002 tentang Kepolisian RI Tentang Mang emen Penyidikan Tipikor. Lebih
jauh Informan 3 menjelaskan :

Penyidikan berawal dari terjadinya suatu peristiwayang
diketahui/disampaikan kepada penyidik, melalui a@aninformasi,
Laporan Polisi, Pengaduan, Keadaan tertangkap tamgRenyerahan
tersangka dan barang bukti dari masyarakat atau Haga di luar
Polri.Berdasarkan pengalaman untuk TK Lidik, sebeltahapan ini
dilakukan harus pedomani Perkap No0.12/2009 tentangls dan Dal
Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolighegara RI, yaitu
LP/LI, Lidik, Gelar untuk tanggapan ditingkatkandi®, Galar perkara
untuk proses tahan dan Kap

Penjelasan informan di atas senada dengan yang dikemukakan Informan
10 yang mengatakan bahwa sudah diterapkan mangjemen penyidikan sesuai dari
Buku Kuning, Perkap, KUHP. Penjelasan dari infroman tersebut dapat diketahui
bahwa penerapan mangemen penyidikan penerapan manajemen penyidikan
tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas fungsi Direktorat 111 Pidkor
Bareskrim Mabes Polri dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun
1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 diperbaruhi dengan
Undang-Undang No0.20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tipikor, dan UU
No0.2/2002 tentang Kepolisian RI. Informan 4 juga menyatakan bahwa
pelaksanaan penerapan mangjemen di tipidkor sudah dilaksanakan dapat dapat
dilihat terlihat dari KTCK yang ada dan di dalam Direktorat TIPIDKOR telah

Universitas Indonesia

Penerapan manajemen..., Felli Hermanto, Pascasarjana Ul, 2011.



98

dibentuk Subdit-subdit yang mengawali setigp pelaksanaan tugas. Penerapan
manajemen penyidikan yang berlansung juga dikemukakan informan 5 sebagai
berikut:

Penerapan manajemen penyidikan TPK dalam pelaksahagas fungsi
Dir Tipidkor Bareskrim Polri sesuai dengan aturanUKAP dan
peraturan kapolri nomor 12/2009 tentang Pengendakerkara, dimana
dalam proses lidik harus dinyatakan adanya audivestigative dan
auditor BPK-RI/BPKP yang menyatakan adanya keruglk@uangan
Negara untuk ditingkatkan ke proses penyidikan ddanjutkan hasil
penghitungan kerugian Negara.

Dalam penerapan manajemen penyidikan Tipidkor informan 6 mengatakan
bahwa proses rangkaian kegiatan yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian,
Penegakan, Pengendalian. Sesual dari sudut Mangjemen Kepolisian, Bachtiar
(1994:137) mengemukakan:

Manajemen kepolisian berhubungan dengan masalah-masalah penentuan

arah kegiatan-kegiatan organisasi kepolisian sebagal keseluruhan, seperti

kepemimpinan dalam organisasi kepolisian, mangemen operasi,

manajemen personil, manajemen logistic, perencanaan dan pengawasan.

Sebagaimana yang dikemukakan informan 9 mengemukakan sebagal
berikut:

Manajemen penyidikan TP. Korupsi dimulai dari pies peneltian

dokumen, pengumpulan hasil interview yang kemudiaelar untuk

dapat atau tidaknya dinaikkan penyidikan. TP. Ka@iumembutuhkan

masa penyidikan yang lebih panjang sebelum dititigicake penyidikan.

Jawaban informan sesuai dengan penyelidikan menurut pasal 1 butir 9 UU
No.2 tahun 2002 adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan
dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam
Undang-Undang. Penyelidik menurut pasal 1 butir 8 adalah pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
melakukan penyelidikan.

Sedangkan menurut pasa 1 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
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menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan sebagal salah
satu kegiatan penyidikan dalam rangka pelaksanaan fungsi teknis reserse
bertujuan untuk mempersiapkan dan menunjang kegiatan-kegiatan lain dengan
keterangan data atau fakta agar tercapal hasil pelaksanaan penyelidikan yang
sebaik-baiknya.

Konteks demikian menurut Umar Effendi (dalam Reksodiputro, hal.264)
mengemukakan kegiatan-kegiatan apa sga yang harus dilakukan dalam
penyelidikan berupa penyelidikan, baik berupa penyelidikan, penindakan,
pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara, dilengkapi dengan administrasi
penyidikan dan secara formal dituangkan dalam berita acara berdasarkan format
yang telah diatur.

Berdasarkan hasil dari wawancara terlihat bagaimana suatu kegiatan
penyidikan ditata secara mangemen, dan dilakukan Perencanaan,
Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengendayarg menjadi kompleksitas
tindakan dalam kegiatan penyidikan untuk melakukan pengungkapan perkara.

Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pel aksanaan
fungsi penyelidikan yang disampaikan informan 1 terkait dengan alat bukti atau
dokumen yang ada Seperti yang dikemukakan oleh informan. Mengena
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungs
penyelidikan dimaksud, informan 2 mengemukakan sebagai berikut:

Fungsi penyelidikan, Kekuatan: Harus dilaksanakaesusi dengan

ketentuan perundang-undangan (KUHAP) dan PERKAPledahan:

Tidak memiliki kewenangan upaya paksa; Peluang: beikan

kesempatan kepada para pihak untuk menghilangkeamigabukti.

Faktor yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penyididikan
yang dikemukakan informan di atas dapat diketahui bawah penyidik masih belum
mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan upaya paksa kepada tersangka
tindak pidana korupsi. Hal ini belum keberdukungan pelaksanaan penyidikan ke
dalam pola-pola yang terpadu dalam mencari problem solving,sesua dengan

Chryshnanda DL (dalam Reksodiputro hal.11), yaitu:
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1. Yaitu denan Mengamati femomena di sekelilingnya dengan cermat
(observas terhadap berbagai gejala atau peristiwa, menemukan data
yang bermanfaat bagi permolisiannya.

2. Mengandisa geala/peristiwvalfenomena yang terjadi secara kritis,
dialektis, komparatif, maupun dialogis.

3. Méelihat, meramalkan atau memprediksi hubungan antara gejala yang
satu dengan yang lainnya secara logis dan sistematis yang berguna
dalam menentukan strategi-strategi permolisiannya sebagai upaya
preventif (crime preventioh

4. Memecahkan berbagai masalah social yang terjadi alam masyarakat dan
memberikan solusinya (problem solving policing

5. Mengembangkan kreetifitas daam permolisiannya sehingga dapat
diterima oleh masyarakatnya dan berguna dalam kehidupan masyarakat.

Penjelasan diatas mengemukakan pendekatan profesionalisme Polri yang
dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan konseptual dan teorikal
mengenai berbagai permasalahan social dan kepolisian, dan kemampuan analisa
untuk mengatasi atau meredamnya.

Untuk peluang dan kelahan dalam pelaksanaan fungs penyidikan
dikemukakan Informan 3 sebagai berikut:

Peluang dalam proses penyelidikan: Pulbaket laphimal untuk bukti

permulaan; Apabila tersangka cukup bukti dapat kg SP 3.

Kelemahan: Dalam Pulbaket sering atau kurang optingalam

pendalaman full baket; Kurang tepat sasaran

Dari penjelasan informan di atas, dapat diketahui sejumlah kelemahan
dalam pelaksanaan fungsi penyidikan yang dilakukan seperti masih kurang tepat
sasaran dalam penyelenggaraan penyidikan yang dilakukan. Sejumlah kelemahan
dalam pelaksanaan fungsi penyidikan juga dikemukakan informan 4 sebagal
berikut:

Kekuatan adalah perundang-undangan yang mengatur tentang Tipadana
Pidana Korupsi, jumlah personil dan instansi-instansi terkait yang
membantu pemberantasan korupsi. Kelemahan: Anggaran yang belum
dapat mencukupi biaya penyelidikan. Peluang: Kemampuan petugas polri
dalam mencari informasi-informasi yang berkaitanngen tipidkor.
Ancaman: Kebocoran informasi dalam penyidikan.
Penjelasan dari informan di atas menunjukkan kekuatan dalam
pelaksanaan fungs penyidikan adalah perundang-undangan yang telah mengatur

tentang Tindak Pidana Korupsi, jumlah personil dan instansi-instans terkait yang
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turut membantu dalan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan penyidik.
Kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan adalah anggaran yang masih
dinilai belum mencukup untuk membiayal proses penyidikan yang dilakukan.
Peluang dalam pelaksanan fungsi penyidikan adalah kemampuan petugas
penyidik yang melaksanakan penyidikan dalam mencari informasi-informasi yang
berkaitan dengan tipidkor. Dan untuk ancaman dalam pelaksanaan fungsi
penyidikan adalah adanya kebocoran informasi ke pihak luar dalam proses
pel aksanaan penyidikan yang dapat menghambat pel aksanaan fungsi penyidikan.

Senada dengan pengelasan informan 4 tersebut, informan 5 juga
mengatakan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan adalah SDM penyidik
itu sendiri dan dasar hukum. Untuk kelemahan dalam pelaksanaan fungsi
penyidikan adalah anggaran dan peralatan yang masih terbatas. Untuk ancaman
dalam pelaksanaan fungsi penyidikan adalah MOU antara aparat gakum dengan
auditor. Sedangkan informan 9 mengemukakan kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyidikan sebagai berikut

Kekuatan dalam penyeidikan dalam tindak pidana geruebih luas
dibandingkan dengan pidum. Kelemahannya sulit dapfirmasi yang
akurat, karena umumnya sasaran sudah mempelajdningga sengaja
disembunyikan. Peluangnya adalah penyidik bisa msekianstansi dan
mewawancara pejabat sesuai sasaran. Ancamannyangseterjadi
intervensi dari atasan tidak langsung.

Penjelasan informan di atas dapat diketahui kelemahan dalam pel aksanaan
fungsi penyidikan seperti sulitnya mendapatkan informasi yang seakurat mungkin
dalam proses penyidikan. Untuk peluang dalam pelaksanaan fungsi penyidikan
adalah fleksibilitas penyidik yang dapat masuk ke dalam instansi dan melakukan
wawancara langsung kepada para sasaran terkait. Sedangkan untuk ancaman
dalam pelaksanaan fungsi penyidikan adalah diindikasikan masih adanya campur
tangan yang dilakukan atasan tidak langsung. Informan 10 juga menambahkan
sebagai berikut:

Untuk penanganan Tipikor diperlukan tindakan leloidngan hukuman.
Sayangnya anggaran Lid tidak memadai bahkan masi&nd proses
sidik. Penyelidikan Tipikor, kelemahan : Belum dipahanmeholkeluruh
anggota; Anggaran; Dihukum waktu yang cukup lamanginan tidak
mengerti. Kekuatan : Bekal/dasar untuk proses sldlkh terang dan
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jelas; Ada aturan yang mengatur. Peluang : Ada atuyang mengatur

proses Lid. UU, PP, Perkap atau Buku Manajemen PBleikan.

Ancaman, hampir tidak ada.

Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi
penyelidikan. Langkah-langkah ini diperlukan untuk menganalisis dan
mengidentifikasi dan menyikapi elemen-elemen SWOT dengan Faktor Strategi
Internal dan Matrik Faktor Strategi Eksternal. Kekuatan dalam penyelidikan
dalam tindak pidana didukung oleh perundang-undangan (KUHAP) dan
PERKAP. Kekuatan ini merupakan dasar untuk melaksanakan proses sidik agar
tindakan-tindakan yang dilakukan pidikor dalam mencari bukti-bukti yang
mendukung dalam pelaksanan penyelidikan.

Sedangkan yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan fungsi
penyelidikan, dikarenakan para seluruh anggota penyelidik kasus korupsi masih
belum memahami fungsi-fungsi penyelidikan yang jelas sehingga dalam
pel aksanannya masih diketemukan banyaknya tindak pidana korupsi yang belum
terselesaikan. Selain itu anggaran yang terbatas untuk menjalankan pelaksanaan
penyelidikan yang memerlukan bukti-bukti yang akurat sebaga barang bukti
perkara korupsi, apalagi sulitnya dalam mendapatkan informasi yang akurat,
karena umumnya sasaran sudah mempelgjari sehingga sengaja disembunyikan.
Peluangnya adalah penyidik bisa memasuki instansi dan mewawancara pejabat
sesual sasaran. Ancamannya sering terjadi intervensi dari atasan tidak langsung.

Kekuatan dan Kelemahan yang dari peluang dan ancaman daam
pel aksanaan fungsi-fungsi penyelidikan diaplikasikan dalam metode SWOT yang
dikemukakan oleh Nutt dan Backoff (1992:159) menjel askan sebagai berikut :

The first assessment determines the prospectspofh toward a desire
future, the second, the change of a pull towarcesire future. To alter a
future situation, the tension-field elements (SWQOngst be managed by
taking actions that build an strengths, capitalime opportunities, blunt
threats, and overcome weakness. Coherent themtteese SWOTSs take
shape as issues, which guide the search for styateg

Mengenai pelaksanaan fungs penangkapan, sgjumlah kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman menurut informan 1 diperlukan pertimbangan
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masalah waktu, karena sprint kap hanya 1x24 jam. Sedangkan informan 2
mengemukakan:

Fungsi penangkapan: Kekuatan, harus dilaksanakasuae dengan
ketentuan perundang-undangan (KUHAP) dan PERKAP T8Bas + SP.
KAP). Kelemahan, dalam situasi dan kondisi terteatlakalanya tidak
sempat menyiapkan SP. Tugas dan SP. KAP. Peluangnfhatkan oleh
tersangkan untuk menghindari upaya paksa penangkagan atau
mengajukan pra peradilan.

Peglelasan mengena pelaksanaan fungs penangkapan yang dikemukakan
informan menunjukkan kekuatan dari ketentuan perundang-undangan seperti
KUHAP dan PERKAP. Untuk kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penangkapan
adal ah pada keadaan tertentu penyidik yang melakukan tugas penangkapan belum
mengantongi SP.Tugas dan SP.KAP. Sedangak |nforman 3 mengemukakan:

Kuat Kap: Lebih memudahkan untuk pengambilan ketma dalam

BAP; Proses Kap diatur dalam KUHAP dan Perkap.gfehan :Resiko

dalam melaksanakan tugas secara fisik; Kerangkatibddn sulit untuk

SP.3 dan PTUN.

Penjelasan informan di atas dapat diketahui kekuatan pelaksanaan fungsi
penangkapan adanya Kap yang memudahkan dalam pengmbilan informasi terkait
dalam berita acara penangkapan. Sedangkan informan 4 mengamukakan sebagal
berikut:

Dalam penangkapan, Kekuatan: Personil dan UU yarengatur tata

cara penangkapan. Kelemahan: Masih dikhawatirkartdieakan dengan

HAM. Peluang: Tersangka-tersangka yang kooperatihgy menerima

kesalahan. Ancaman: Tersangka yang akan dilakukpaya paksa

melarikan diri sehingga membutuhkan anggaran yasghl untuk upaya
paksa.

Penjelasan yang disampaikan informan di atas menunjukkan adanya
sgjumlah kelemahan masih berbenturan dengan HAM saat pelaksanaan fungsi
penangkapan dilakukan. Untuk peluang dalam pelaksanaan fungs penangkapan
adanya tersangka melakukan kerjasama dan menerima kesalahan sesual aat bukti.
Dan untuk ancaman dalam pelaksanaan fungs penangkapan adalah tersangka
melarikan diri yang membutuhkan lebih anggaran dalam upaya paksa

penangkapan. Sedangkan informan 5 mengemukakan dalam pelaksanaan fungsi
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penangkapan yang menjadi Kekuatan adalah SDM Penyidik. Kelemahan adalah
Anggaran dan Peralatan terbatas. Peluang adalah Mou dan Aturan HKM/payung
hokum. Dan ancaman adalah Intervensi, Aturan terbatas, Waktu, dan Birokrasi.
Ha lain dikemukakan informan 7 yang memberikan penjelasan dalam
pelaksanaan fungsi penangkapan yang menjadi kekuatan dalam dilaksanakan
sesua KUHAP. Kelemahan adalah situasi tertentu juga harus ada surat-surat
formal. Dan Peluang adal ah digunakan dan dimanfaatkan tersangka.

Dalam pelaksanaan fungsi penangkapan, informan 9 mengatakan bahwa
dalam tindak pidana korups upaya hukum berupa penangkapan tidak ada
masalah, hanya sgja tersangka sering menolak untuk menandatangi berita acara
penangkapan. Hal ini juga disampaikan informan 10 yang mengemukakan:

Proses Penangkapan, Kelemahan ada aturan yang aendJU;

kekuatan, teknis perundangan-undangan masih belurfatthmi oleh

anggota, terlebih penangkapan terhadap anggota DPRDI, DPR,

Walikota, Bupati dan Gubernur; Peluang diatur daldyndang-undang;

dan ancaman hukuman diatas 5 Tahun didukung oledyanakat dalam

pemberantasan korups; ancaman apabila yang ditapgk@alah Tokoh

Masyarakat atau termasuk dermawan dilingkunganrgf@ggota partai

politik tertentu

Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi
penangkapan dalam melaksanakan tugas didasari pada ketentuan perundang-
undangan (KUHAP) dan PERKAP yang menjadi kekuatan Pidkor Bareskrim
untuk melakukan tugas-tugas penangkapan sesuai dengan berita acara
penangkapan yang telah disiapkan/berlaku hanya 1 x 24 jam. Seperti yang diatur
daam Pasa 1 angka 20 KUHAP adalah Penangkapan adalah suatu tindakan
penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau
terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau
penuntutan dan atau peradilan dalam ha serta menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini.

Kelemahan yang menjadi kendala Pidkor Bareskrim dalam melaksanakan
tugas penangkapan yaitu dalam situasi dan kondis tertentu adakalanya tidak
sempat menyiapkan SP. Tugas dan SP. KAP dan sering terkendala pada aturan

HAM, apalagi dalam pelaksanaan penangkapan pada seorang peabat negara

Universitas Indonesia

Penerapan manajemen..., Felli Hermanto, Pascasarjana Ul, 2011.



105

seperti anggota DPRD |, Il, DPR, Walikota, Bupati dan Gubernur yang masih
aktif, sehingga memerlukan proses yang cukup lama dan memerlukan izin yang
mengatur penangkapan.

Mengenai pelaksanaan fungsi penahanan, yang menjadi kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman dalan pelaksanaan fungsi penahanan
sebagaimana dijel askan informan 1 yang mengemukakan:

Dalam penyidik melakukan upaya paksa berupa perahdaidak ada
masalah yang berarti, hanya saja kalau masih dinkimgan tidak
dilakukan penahanan itu lebih baik, karena terkaglaaerbentur dengan
waktu yang ada sedangkan berkas perkara masih Hudék.

Penjelasan yang dikemukakan informan di atas menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan fungsi penahanan yang mash terdapat kemungkinan proses
penahanan itu berjalan tanpa kendala dan kemungkinan menghadapi kendala
waktu karena berkas perkara. Sedangkan informan 2 mengemukakan sebagai
berikut:

Kekuatan: Harus dilaksanakan sesaui dengan ketentperundang-
undangan berdasarkan bukti permulaan yang cukumaersyarat-syarat
tertentu, untuk kepentingan penyidikan. KelemaHamanfaatkan oleh
tersangka untuk berpura-pura sakit dan tidak mawpevatif dalam
memberikan keterangan. Peluang: Dimanfaatkan okisangka untuk
mengajukan pra peradilan.

Penjelasan lain dikemukakan oleh Informan 3 yang mengemukakan

sebagal berikut:

Kekuatan :Tidak khawatir melarikan diri; Menghalangenyidikan;

Menghilangkan barang bukti. Kelemahan, Khawatir heetap masa

penahanan

Penjelasan informan di atas menunjukkan sgjumlah kekuatan dalam
pelaksanaan fungsi penahanan seperti tidak ada rasa khawatir tersangka melarikan
diri yang dapat menghalangi penyidikan dan menghilangkan barang bukti. Dan
untuk kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penahanan adalah adanya
kekhawatiran penyidik terhadap masa penahanan tersangka. Sedangkan informan
4 mengemukakan

Dalam hal penahanan yang dianggap sebagai teori ajganen adalah
adanya UU yang mengatur tentang penahanan (KUHPh daU
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TIPIDKOR. Kemudian khawatir adanya HAM. Tersangkag kooperatif
dan tersangka tidak kooperatif, hingga dapat memnilkdn pembengkakan
anggaran.

Penjelasan informan di atas dapat diketahui bawah dalam pelaksanaan
fungsi penahanan sudah diatur dalam perundang-undangan, KUHP dan Undang-
Undang Tipidkor yang mengatur pelaksanaan penahanan. Sedangkan hal lain
dikemukakan informan 9 yang mengemukakan:

Dalam penyidik melakukan upaya paksa berupa perahdidak ada
masalah yang berarti, hanya saja kalau masih dinkimgn tidak
dilakukan penahanan itu lebih baik, karena terkaglaaerbentur dengan
waktu yang ada sedangkan berkas perkara masih dudék.

Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi
penahanan merupakan kegiatan-kegiatan yang memberikan tindakan sesual
dengan pelaksanaan Pidkor Bareskrim sesua dengan pasa 1 KUHAP adalah
penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau
penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara
diatur dalam undang-undang ini. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap
tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan
maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

Dalam penahanan berhubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang yang
mengatur tentang penahanan (KUHP) dan Undang-Undang Tipidkor. Yang
menjadi hambatan adalah Hak Asasi Manusia yang menyebabkan proses
penahannya menjadi lama dan memperbesar anggaran penahanan. Konteks
demikian, efisiensi dan efektivitas pelaksanan penahanan.

Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan
fungsi penggeledahan, informan 1 mengemukakan bahwa penggeledahan perlu
dilakukan apabila saksi/tersangka tidak kooperatif dalam memberikan alat
bukti/barang bukti yang diminta oleh penyidik. Sedangkan informan 2
mengatakan sebagai berikut:

Fungsi penggeledahan: Dilakukan dengan ketetapanggdilan (ijin
khusus) dan surat perintah penggeledahan sehingigk tada keraguan
untuk melakukan tindakan penggeledahan (kecualiardalkeadaan
mendesak atau tertangkap tangan)
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Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanan fungsi
penggeledahan dilakukan setelah mendapat surat perintah yang ditetapkan
pengadilan negeri, namun dapat juga dilakukan penggeledahan dalam keadaan
tertentu seperti tertangkap tangan oleh penyidik. Hal lain diuangkapkan oleh
informan 3 yang mengatakan bahwa kekuatan dalam pelaksanaan fungsi
penggeledahan diatur dalam UU dan kelemahannya adalah banyak masyarakat
dan anggota keluarga tidak welcome Sedangkan informan 4 mengatakan adanya
UU yang mengatur tentang Tata Cara Geledah Personil yang sesuai untuk |akukan
geledah melanggar HAM dan adanya barang hasil geledah dan yang hilang.
Sedangkan Informan 6 mengatakan bahwa penggeledahan pada prinsipnya TP.
Korupsi sama dengan TP. Hukum, hanya terkadang hasil dari penggeledahan
dalam TP. Korupsi tidak sesuai seperti yang duharapkan.

Penjelasan dari informan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat
sejumlah kel emahan dalam pel aksanaan fungsi penggel edahan seperti pelanggaran
HAM dan hasil penggeledahan tidak sesuai harapan dan hilang. Sedangkan
informan 10 mengemukakan:

Kekuatan : Ada aturan yang mengatur. Kelemahanknigemasuk belum
dikuasai oleh seluruh anggota, terutama berkait@amghn kriminalisasi
keuangan, dan lain-lain. Peluang : Untuk penangan@pikor sangat
didukung masyarakat dan Pers. Pimpinan yang Ok. akan
Tersangkanya Toga, Todet, Toling, Anggota DPRD, DPR, Gubernur,
Walikota, Bupati cenderung menghalangi; Tersangl@aujasi orang
pandai BB (Barang Bukti) sudah dihilangkan sebeproses geledah.
Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan
pengeledahan menunjukkan kemampuan Pidkor Bareskrim menjaakan tugas dan
fungs dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur
tindakan sesuai dengan pasal 1 KUHAP yang menjelaskan pengeledahan adalah
tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya
untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan dan penangkapan dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian yang
dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk
mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda

yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
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Mengena kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan
fungs penyitaan sebagai mana dikemukakan informan 1 yang mengatakan:

Dalam hal penyitaan, yang terpenting adalah adarya sita dari

pengadilan negeri setempat, karena apabila tidala agh sita akan

memberikan peluang bagi pengacara di pengadilanukinhenggugat
keabsahan dari penyitaan yang dilakukan.

Penjelasan informan tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi
penyitaan hal yang paling utama adalah adanya ijin sita yang dikeluarkan
pengalidan negeri untuk menghindari peluang bagi pengacara di pengadilan yang
akan menggugat keabsahan penyitaan yang dilakukan penyidik. Senaga dengan
informan 2 yang menjelaskan pelaksanaan fungsi penyitaan dilakukan dengan
ketetapan pengadilan (ijin khusus) dan surat perintah penyitaan karena di dalam
keadaan mendesak dan tertangkap tangan. Kendala yang dihadapi saat
pelaksanaan fungsi penyitaan dikemukakan informan 3 yang menjelaskan
terkendala terhadap barang bukti surat yang mewajibkan harus diserta penetapan
sita. Sedangkan Informan 9 mengemukakan:

Dalam penyitaan BB dalam TP. Korupsi hampir tidakrmah ada
berbeda, karena umumnya BB berupa dokumen yanghspdayidik
dapatkan pada saat dilakukan pemeriksa baik saksipun tersangka.

Sedangkan penjelasan informan 10 dalam pelaksanaan fungsi penyitaan
dikemukakan sebagai berikut:

Kekuatan: Ada aturan yang mengatur UU, PP, PerkBfanagement

Penyidikan dan lain-lain. Kelemahan: Teknis beldrkuasai dengan

baik, dan Tempat penyimpanan. Peluang: Didukurgdy shasyarakat

seluruhnya, dan, Pimpinan OK. Ancaman: Penyerahark& Perkara.

Kekuatan: Ada aturan yang mengaturnya.

Penjelasan informan 10 di atas menunjukkan bahwa yang menjadi
kekuatan dalam pelaksanaan fungsi penyitaan adalah adanya ketetapan yang telah
mengatur tentang pelaksanaan penyitaan oleh penyidik seperti dalam UU, PP,
Perkap, dan Mangjemen Penyidikan. Untuk kelemahan dalam pelaksanaan fungs
penyitaan adalah dalam teknis belum dikuasi sepenuhnya oleh penyidi yang

melakukan penyitaan dan terbatasnya fasilitas penyimpanan hasil sita. Untuk

Universitas Indonesia

Penerapan manajemen..., Felli Hermanto, Pascasarjana Ul, 2011.



109

peluang dalam pelaksanaan fungsi penyitaan adanya dukungan dari masyarakat
dan pimpinan.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih
dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam
penyidikan, penuntutan dan peradilan yang dilakukan penyidik. Sebagaimana
yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Mangemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa penyidik adalah PPNS yang mempunyai
kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaanya sesuai dengan hukum acara
pidana.

Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses
penyelesaian dan penyerahan berkas perkara menurut pengalaman mel aksanakan
tugas penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, informan 1 mengemukakan
sebagal berikut:

Perlunya pemahaman yang sama antara penyidik denifld untuk

mengurangi adanya P-19. Dan untuk penyerahan beri@sap 2

diusahakan dalam waktu 1 hari.

Penjelasan informan di atas menunjukkan kelemahan dalam proses
penyelesaian dan penyerahan berkas perkara seperti kurangnya pemahaman
penyidik dengan JPU untuk mengurangl biaya Hal senada juga dikemukakan
informan 2 yang mengatakan:

Penyelesaian dan pengesahan berkas perkara, ditgak@apabila proses
penyidikan oleh penyidik telah selesai dilaksanallan telah terpenuhi
alat bukti yang dipersangkakan kepada tersangkaukitahap pertama
hanya berkas perkara yang diserahkan kepada JPU ajzabila sudah
dinyatakan lengkap, selanjutnya dilimpahkan tahapa dterhadap
tersangka dan barang buktinya. Kelemahannya: Dimatkian oleh JPU
apabila hasil penyidikan oleh penyidik dianggap upel lengkap untuk
mengembalikan berkas perkara berulang kali (bolakid)

Dari penjelasan informan di atas dapat diketahui kelemahan dalam
penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adanya penyembalian berulang-ulang

oleh JPU yang dapat menghambat peyelesaian berkas perkara. Informan 3
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menambahkan dengan menjelaskan kelemahan dalam penyelesaian dan
penyerahan berkas perkara masih terkendala biaya P-19. Sedangkan informan 4
mengemukakan:

Kurang kooperatifnya jaksa penuntut umum dalam nesikdn kepastian

berkas, sehingga terkesan kasus yang ada dipeesiditya TIP KOR

Release, sehingga kasus dapat di selesaikan.

Penjelasan informan di atas menunjukkan kelemahan dalam penelesaian
dan penyerahan berkas perkara seperti kuranya kooperatif yang ditunjukkan jaksa
penuntut umum dalam memberikan kepastian berkas perkara. Sejumlah
kelemahan juga dijelaskan Informan 9 yang mengemukakan penyerahan berkas
perkara tindak pidana korupsi mekanismenya akan bolak-balik 2 sampai tiga kali.
Sedangkan informan 10 menambahkan kelemahan dalam penyelesaian dan
penyerahan berkas perkara adalah tidek adanya standar P. 21 atau kelengkapan
berkas perkara.

Sebagaimana diterangkan pasal 37 dalam Perkap No. 6 Tahun 2010
tentang Mangemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawa Negeri Sipil yang
menjelaskan penyerahan perkara hasil penyidikan olen PPNS merupakan
pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.
Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud berlaku terhadap acara
pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Pelaksanaan penyerahan perkara
sebagaimana dimaksud dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi tahap
pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan tahap kedua, yaitu penyerahan
tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh
Penuntut Umum.

Dengan demikian, penyelesasian dan penyerahan berkas perkara
sebagaimana informan 10 menjelaskan bahwa tidak adanya standar P. 21 atau
kelengkapan berkas perkara tampaknya menjadi perhatian yang harus disikapi dan
dicermati karena pernyataan lengkap tidaknya berkas perkara dintayakan oleh
penuntuk umum yang harus dipahami oleh penyidik yang melakukan penyelesaian
dan penyerahan berkas perkaratindak pidana korupsi.
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Mengena kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan
fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan menurut pengalaman
mel aksanakan tugas pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan dijelaskan
oleh informan 1 yang mengemukakan saat ini terdapat SOP penyidik internal yang
tertuang di dalam perkap No.22 Tahun 2010, tetapi Perkap ini isinya ada yang
bertentangan dengan KUHAP yang ada. Sedangkan informan 2 mengemukakan:

Fungsi pengawasan dan pengendalian penyidikanksiilaakan dengan

administrasi penyidikan (register penyidikan) daahdp penyidikan.

Pengendalian penyidikan, dakukan crosscek hasil B&#3i, ahli dengan

tersangka. Analisa barang bukti dengan BAP saldi, tersangka untuk

mengetahui terpenuhinya unsur-unsur tipikor. Adakgelar perkara
secara internal atau eksternal untuk menghindariakédaliknya berkas
perkara.

Penjelasan informan di atas menunjukkan dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan
administras penyidikan dan melalui dan tahap penyidikan. Informan 3
menjelaskan bahwa surat perintah pengawasan penyidikan (wasdik) tidak dibuat,
karena tidak adan penunjukkan wassidik yang melakukan fungs pengawasan dan
pengendalian kegiatan penyidikan. Informan 4 menambahkan dalam pelaksanaan
fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan sudah dibentuknya Biro
khusus untuk pengawasan yang dinila sudah optimal. Sedangkan informan 5
mengemukakan:

Dalam pelaksanaan fungsi wasdal giat sidik : Keena$DM, Kelemahan:

Pengawasan tidak independent, Mencari-cari kesalahpenyidik.

Peluang, perkara dapat selesai tepat waktu. Ancarbankrasi menjadi

terbalu-balu

Dari penjelasan informan di atas dapat diketahui pelaksanaan fungsi
pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan menunjukkan sejumlah seperti
pengawasan yang tidak independen dan mencari kesalahan penyidik. Untuk
peluang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan
penyidikan adalah penyelesaian perkara dapat diselesaikan tepat waktu. Informan
9 menambahkan bahwa dalam penyidikan tindak pidana korups seladu ada dan

ditujuh dengan sprin wassidiknya, selain dari Biro Wassidik ditujuh juga wassidik
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dari direktorat itu sendiri. Sedangkan informan 10 menjelaskan yang menjadi
kekuatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan
penyidikan adalah adanya aturan Perkap dan TR. Untuk kelemahan adalah
pimpinan yang tidak mengerti dalam penanganan Tipidkor, Budaya masa lalu,
SDM yang kurang, dan Reward and punishmepéng tidak jelas.

Dalam Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Mangjemen Penyidikan oleh
PPNS menjelaskan bawah pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan
adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya
yang dilaksanakan atas dasar hasil temuan dari petugas dan atau
laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat digjukan secara tertulis maupun lisan
dan apabila ditemukan tindak pidana dituangkan dalam laporan kejadian. Dalam
hal pelaksanaan fungs pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan
membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan
kepada Penyidik Polri.

Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penanganan
tempat kejadian perkara menurut pengalaman melaksanakan tugas penanganan
tempat kejadian perkara dijelaskan informan 1 yang mengatakan bahwa dalam
proses tipikkor biasanya jarang terpengaruh adanya TKP, karena TKP bisa terjadi
di banyak tempat. Sedangkan informan 2 mengemukakan:

Melakukan olah TKP untuk mendapatkan bukti-buktupee petunjuk

tetang terjadinya suatu peristiwa pidana. Mengurkpual barang bukti di

TKP. Meminta keterangan kepada saks. Hal terselakiéan agar dalam

proses penyidikan mempunyai gambaran dan arah ypabl@s atas

peristiwa yang terjadi.

Dari penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa dalam penanganan
tempat kegjadian perkara menurut pengalaman melaksanakan tugas penanganan
tempat keadian perkara dilakukan untuk mengumpulkam barang bukti dan
mendapatkan keterangan dari para saksi. Informan 3 menjeslakan kelemahan
dalam penanganan tempat kejadian perkara menurut pengalaman melaksanakan

tugas penanganan tempat kejadian perkara adalah apabila TKP sudah rusak.
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Sedangkan informan 5 mengatakan bahwa yang menjadi kekuatan dalah SDM,
yang menjadi kelemahan adalah anggaran terbatas, TKP sulit dijangkau, TKP
sudah kadaluarsallama. Sedangkan yang menjadi peluang adalah aturan. Acaman
adalah TKP rusak.

Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa dalam penanganan
tempat kejadian perkara menurut pengalaman melaksanakan tugas penanganan
tempat kejadian perkara terdapat kel emahan seperti anggaran yang terbatas, lokasi
TKP yang tidak memungkinkan untuk dijangkau, dan TKP yang sudah rusak. Hal
senaga juga diungkapkan oleh informan 6 yang menjelaskan ancaman dalam
penanganan tempat kejadian perkara menurut pengalaman melaksanakan tugas
penanganan tempat kejadian perkara adalah apabila TKP itu sudah rusak.
Sedangkan informan 9 mengemukakan:

Dalam menangani TKP berbeda dengan pidum, karepmakior tempat

kejadian perkaranya tidak mungkin hanya satu tentp&api beberapa

tempat, baik satu kota maupun di luar kota, sehangglak perlu
pengamanan ektra seperti perkara TP. Umum.

Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa dalam penanganan
tempat kejadian perkara tindak korupsi berbeda dengan tindak pidan umum
karena TKP biasanyaterjadi di banyak tempat. Informan 10 menjelaskan kekuatan
dalam penanganan tempat kejadian perkara sudah ada aturannya, sedangkan
kelemahannya adalah teknis masuk belum dikuasai dengan baik dan pimpinan
yang tidak mengerti penanganan tipidkor.

Sebagaimana dijelaskan dalan Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang
Manajemen Penyidikan oleh PPNS, TKP adalah tempat dimana suatu tindak
pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau
korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut
dapat ditemukan. Tindakan yang dilakukan terhadap TKP seperti pengamanan,
penanganan, dan pengolahan TKP membutuhkan tindakan taktis dan teknis di
TKP dengan melihat lokas yang terjangkau dan masih utuh. Dalam hal kasus
yang memerlukan pengolahan TKP, tindakan yang dilakukan PPNS adalah
mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban

maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya serta dan pencarian,

Universitas Indonesia

Penerapan manajemen..., Felli Hermanto, Pascasarjana Ul, 2011.



114

pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan
dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium
forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya. Tindakan yang
dilakukan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam
penyelenggaraan administrasi  penyidikan menurut pengalaman dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan administras penyidikan informan 1
menjelaskan bahwa dalam hal administrasi penyidikan, penyidik harus membuat
mindik penyidikan yang benar, hal ini untuk mengantisipasi pra peradilan dari
tersangka. Informan 2 menambahkan bahwa dalam penyelenggaraan administras
penyidikan dilakukan agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan dengan tertib,
lancar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga terhindar dari
adanya gugatan oleh tersangka. Sedangkan informan 3 mengemukakan:

Kekuatan dalam penyelenggaraan administrasi sidilemenuhi syarat

administrasi sesuai KUHAP; Siapa pelaksana yangakwédan penyidikan

jelas dan tercatat dan tugas apa yang dilaksanalkaiemahan: Adanya
cacat terhadap surat yang diterbitkan; Case yantamiani terkendala
kemajuan teknologi.

Penjelasan informan  di  atas menunjukan kelemahan dalam
penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah adanya cacat terhadap surat yang
dibuat dan kasus yang ditangani terkendala dengan kemauan teknologi yang
semakin pesat. Informan 4 menambahkan buku-buku register, expedisi dan setiap
laporan/surat/dokumen keluar masuk dalam rangka penyidikan sudah tercatat dan
terfilekan sesual dengan peruntukannya. Sedangkan informan 5 mengemukakan
kekuatan dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah SDM yang
dimiliki Direktorat |1l Tipidkor Bareskrim Mabes Polri yang dinilai sudah cukup
baik dalam kualitas maupun kuantitas. Untuk Kelemahannya penyelenggaraan
administrasi penyidikan adalah kebijakan yang tidak tertulis. Untuk peluang
dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah terarah dan terjadwal. Dan
untuk ancaman penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah masih adanya

intervensi dalam dan luar. Sedangkan informan 9 mengatakan bahwa:
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Dalam melaksanakan administrasi penyidikan tidak &édanya dengan
tipidun, hanya masalah SP2HP. Kalau tipidum seti@ghun wajib
dikirimkan kepada pelapor, tetapi kalau TP. Korupssa tidak, karena

TP. Korupsi pelaporannya jarang dari orang luar. nga model “A”.

Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan
administrasi  penyidikan penyidikan tidak jauh ada berbeda daam
penyelenggaraan administrasi penyidikan tindak pidana umum. Informan 10
menambahkan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi penyelidikan yang
menjadi kekuatannya adalah sudah ada ketentuan yang mengaturnya walaupun
masih dinilai perlu untuk diperbaiki.

Sebagaimana diterangkan daam Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang
Managjemen Penyidikan oleh PPNS yang menjelaskan bahwa administras
penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi
administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan sebagal salah satu bentuk
kegiatan rencana pengendalian penyidikan dalam penyigpan administras
penyidikan dengan sistim tata naskah dan menyerahkan hasil penyitaan beserta
administrasi penyidikannya kepada PPNS dengan berita acara penyerahan dalam
rangka penyidikan lebih [anjut.

Dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan perlu memperhatikan hal-
hal seperti menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang
tersedia; melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur,;
melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur;
dan dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan
itu.

Dengan demikian, ha yang ditanggapi sebagai kekuatan dalam
penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah dengan memenuhi syarat
administrass sesuai KUHAP. Kelemahannya adalah tanpa pelaksanalyang
melakukan penyidikan jelas dan terarah serta adanya cacat terhadap surat yang
diterbitkan. Dalam menangani tindak pidana korupsi akan memerlukan waktu
yang panjang, terutama dalam proses penyidikan sampa mendapatkan hasil yang

benar-benar akurat.
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Dengan demikian, untuk memenuhi syarat administrasi sesuai KUHAP
tersebut ada penerapan Standard operating prosedure (SO¥ng meliputi SOP
Perencanaan Penyidikan, SOP Pelaksanaan Penyidikan, SOP Pengendalian
Penyidikan, dan SOP Penyidikan tersebut yang masih belum efektif
pel aksanaannya dan tidak terbatas hanya untuk kepentingan kinerja Direktorat 111
Pidkor Bareskrim Polri sgja. Fungsi Standard operating prosedure (SOpRipa
harus mengacu pada kepentingan para pelaksana penyidik yang terlibat langsung
dalam pelaksanaan tugas-tugas penyidikan. Kedudukan penyidik dalam Tipidkor
dapat juga dipandang penentu keberhasilan Direktorat 11 Pidkor Bareskrim Polri
dari suatu penerapan SOP tersebut. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan penyidikan
dalam proses rencana penyidikan, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian
penyidikan, maka proses penyidikan perlu dikembangkan adalah pola SOP
penyidikan yang mendukung cara-cara pendekatan yang dilakukan oleh penyidik
untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas. Dalam konteks ini, fungsi SOP tidak
hanya untuk menjelaskan perencanaan penyidikan, pelaksanaan penyidikan dan
pengendalian penyidikan, tetapi sekaligus juga berfungsi untuk membangun
penerapan mangemen pemyidikan tindak pidana korupsi dari penyidikan tindak
pidana korups pada Direktorat Il Pidkor Mabes Polri; serta menyiapkan segala
sesuatu yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan penyidikan. Lebih dari
itu, yang tak kalah penting adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak
pidana korupsi dapat membangun persepsi keragu-raguan dalam menjalankan
tugas baik daam kondisi dan situasi apapun penergpan SOP akan menjadi
panduan dalam menjalankan tindak pidana korupsi di Direktorat 111 Pidkor
Bareskrim Polri.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesmpulan
Dari pembahasan hasil penelitian diperoleh pokok-pokok kesimpulan
sebagal berikut :

1. Penerapan mangemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat
11 Pidkor Bareksrim Mabes Polri meliputi pengelolaan penyidikan tindak
pidana korups secara terencana, teroganisir, terkendali, dan dilaksanakan
secara efektif dan efisien. Rencana penyidikan dibuat dengan menentukan
sasaran penyidikan; sumber daya yang dilibatkan; cara bertindak; waktu
yang akan digunakan; dan pengendalian penyidikan. Rencana penentuan
sasaran penyidikan sebagaimana dimaksud meliputi penetapan orang yang
diduga melakukan tindak pidana; perbuatan pidana; unsur-unsur pasal
yang akan diterapkan; dan aat bukti serta barang bukti. Rencana
pelibatan/penggunaan sumber daya penyidikan sebagaimana dimaksud
antara lain penyiapan tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas,
kompetensi, dan integritas, sarana dan prasarana anggaran yang
diperlukan; dan kelengkapan piranti lunak. Pelaksanaan penyidikan
meliputi pengolahan TKP; pemberitahuan dimulainya penyidikan;
pemanggilan; penangkapan; penahanan; penggeledahan; penyitaan;
pemeriksaan; bantuan hukum; penyelesaian berkas, penyerahan perkara;
penghentian penyidikan; administras penyidikan; dan pelimpahan
penyidikan. Pengendalian penyidikan dilakukan para tahap perencanaan;
pengornisasian dan pelaksanaan. Penergpan mangemen penyidikan
berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2010 tentang Mangemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil. Penergpan Analisis SWOT daam proses manaemen
penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat 111 Pidkor Bareksrim
Mabes Polri belum sistamtis dan terukur. Penerapan Analisis SWOT pada
setigp tahapan mangemen penyidikan tindak pidana korups pada
Direktorat 11l Pidkor Bareksrim Mabes Polri belum dijadikan Standard
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Operating Procedure (SOP) penerapan mangemen penyidikan tindak

pidana korupsi.

. Ha-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam
penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat
11 Pidkor Bareksrim Mabes Polri adalah berikut : (1) kekuatan penerapan
mangemen penyidikan tindak pidana korupsi meliputi peraturan
perundang-undangan, struktur, tugas dan fungsi kelembagaan, kompetensi
dan profesionalisme anggota, dan jaringan kinerja penegakkan hukum;
(2) kelemahan penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi
meliputi nilai-nila budaya organisasi kepolisian yang kurang sesual
dengan prinsip-prinsip good governance, keterbatasan anggaran dan
keterbatasan fasilitas teknis operasional penyidikan; (3) peluang
penerapan mangemen penyidikan tindak pidana korupsi adalah
kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap Polri, kewenangan Polri,
dan dukungan dari instansi-instansi penegak hukum terkait; dan
(4) ancaman penerapan mangemen penyidikan tindak pidana korupsi
adalah penyimpangan yang dilakukan oleh anggota untuk kepentingan
tertentu, kerusakan TKP, dan sindikass mafia kasus yang dapat

mengendalikan proses penyidikan.

. Terjadi kelemahan dalam menerapkan Standard Operating Procedure
(SOP) manajemen penyidikan tindak pidana korupsi yang meliputi SOP
Perencanaan Penyidikan, SOP Pelaksanaan Penyidikan, SOP Pengendalian
Penyidikan, dan SOP Penyidikan. Kelemahan tersebut menyebabkan
kinerja Direktorat |1 Pidkor Bareskrim Polri menjadi kurang efektif dalam
menangani perkara korupsi. Oleh sebab itu, penerapan Standard Operating
Procedure (SOP) mangemen penyidikan tindak pidana korupsi menjadi
salah satu persyaratan mangerial yang dapat mengefektifkan kinerja
Direktorat 11 Pidkor Bareskrim Polri dalam menangani perkara korupsi.
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6.2 Saran
Berdasarkan pokok-pokok kesimpulan yang dikemukakan maka
disampaikan saran-saran berikut :

1. Perlu segara dirumuskan Sandard Operating Procedure (SOP)
mangjemen penyidikan tindak pidana korups pada Direktorat 111 Pidkor
Bareksrim Mabes Polri meliputi SOP Perencanaan Penyidikan, SOP
Pelaksanaan Penyidikan, SOP Pengendalian Penyidikan, dan SOP
Pelaporan Hasi Penyidikan.

2. Perlu dilakukan rektualisasi nilai-nilai budaya organisasi kepolisian yang
selaras dengan prinsip-prinsip good governance, peningkatan dukungan
anggaran operasiona penyidikan, dan dukungan fasilitas teknis
operasional penyidikan; dengan mencegah dan mengatasi segala bentuk
penyimpangan yang dilakukan oleh anggota untuk kepentingan tertentu,
dan dengan mencegah dan mengatasi sindikasi mafia kasus yang membela
kepentingan tertentu.
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Lampiran 1
Pedoman Wawancara |
Judul Penelitian :

PENERAPAN MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA DIREKTORAT Il PIDKOR BARESKRIM MABES POLRI

Pengantar:

Penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada
Direktorat 11l Pidkor Bareskrim Polri merupakan fenomena manajerial
penanganan perkara yang menunjukkan adanya penerapan suatu
standard operating procedure (SOP) yang berpedoman pada sejumlah
peraturan. Dalam konteks penerapan standard operating procedure, maka
penerapan standard operating procedure penyidikan tersebut sekurang-
kurangnya mencakup rangkaian penyelidikan dan penyidikan meliputi
penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,
penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, pengawasan dan
pengendalian kegiatan penyidikan, penanganan tempat kejadian perkara,
dan penyelenggaraan administrasi penyidikan. Dalam konteks ini, proses
penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi yang meliputi
seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan tersebut tentu tidak lepas
dari sejumlah masalah. Masalah yang dimaksud antara lain dapat
diidentifikasi dengan pendekatan Analisis SWOT yang mengacu pada
kekuatan, kelemahan, peluan dan ancaman yang timbul dalam proses
penerapan manajemen penyidikan tersebut. Dengan tujuan penelitian
untuk mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikan indak pidana
korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri; dan membahas kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman yang teridentifikasi dari penerapan
manajemen penyidikan tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri,

maka diajukan pokok-pokok pertanyaan berikut.
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POKOK-POKOK PERTANYAAN :

. Bagaimana penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi
dalam pelaksanaan tugas fungsi Diraktorat 11l Pidkor Bareskrim Mabes
Polri? Mohon dijelaskan menurut persoalan administrasi penyidikan
tindak pidana korupsi yang meliputi aspek sumber daya manusia,
sumber daya anggaran, sumber daya sarana, dan sumber daya
kebijakan.

. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan?
Mohon dijelaskan menurut kajian administrasi penyelidikan.

. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penangkapan?
Mohon dijelaskan menurut prosedur administrasi penangkapan.

. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penahanan?
Mohon dijelaskan menurut prosedur adminstrasi penahanan.

. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penggeledahan?
Mohon dijelaskan menurut prosedur adminstrasi penggeledahan.

. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyitaan? Mohon
dijelaskan menurut prosedur adminstrasi penyitaan.

. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam proses penyelesaian dan penyerahan
berkas perkara? Mohon dijelaskan menurut prosedur adminstrasi
penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan
pengendalian kegiatan penyidikan? Mohon dijelaskan menurut
prosedur adminstrasi pengawasan dan pengendalian kegiatan
penyidikan.

. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam penanganan tempat kejadian perkara?
Mohon dijelaskan menurut prosedur adminstrasi penanganan tempat
kejadian perkara.
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10.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam penyelenggaraan administrasi
penyidikan? Mohon dijelaskan menurut prosedur adminstrasi
penyelenggaraan administrasi penyidikan.

Catatan Khusus :

1. Tempat dan Waktu WawanCara : ..o

2. Indentitas Informan Penelitian :

Nama lengkap AR R W ...
Pendidikan Terkahir TR WM § ] e
Jabatan/Pangkat & .ot e

Contact Person:

Telepon ..o MR ... P N . .................

3. Catatan yang perlu diperhatikan:
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Lampiran 2
Pedoman Wawancara Il
Judul Penelitian :

PENERAPAN MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA DIREKTORAT Il PIDKOR BARESKRIM MABES POLRI

Pengantar:

Penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada
Direktorat 11l Pidkor Bareskrim Polri merupakan fenomena manajerial
penanganan perkara yang menunjukkan adanya penerapan suatu
standard operating procedure (SOP) yang berpedoman pada sejumlah
peraturan. Dalam konteks penerapan standard operating procedure, maka
penerapan standard operating procedure penyidikan tersebut sekurang-
kurangnya mencakup rangkaian penyelidikan dan penyidikan meliputi
penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,
penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, pengawasan dan
pengendalian kegiatan penyidikan, penanganan tempat kejadian perkara,
dan penyelenggaraan administrasi penyidikan. Dalam konteks ini, proses
penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi yang meliputi
seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan tersebut tentu tidak lepas
dari sejumlah masalah. Masalah yang dimaksud antara lain dapat
diidentifikasi dengan pendekatan Analisis SWOT yang mengacu pada
kekuatan, kelemahan, peluan dan ancaman yang timbul dalam proses
penerapan manajemen penyidikan tersebut. Dengan tujuan penelitian
untuk mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikan indak pidana
korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri; dan membahas kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman yang teridentifikasi dari penerapan
manajemen penyidikan tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri,

maka diajukan pokok-pokok pertanyaan berikut.
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POKOK-POKOK PERTANYAAN :

11.Bagaimana penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi
dalam pelaksanaan tugas fungsi Diraktorat 11l Pidkor Bareskrim Mabes
Polri? Mohon dijelaskan menurut persoalan teknis penyidikan tindak
pidana korupsi yang meliputi aspek sumber daya manusia, sumber
daya anggaran, sumber daya sarana, dan sumber daya kebijakan.

12.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan?
Mohon dijelaskan menurut kajian teknis penyelidikan.

13.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penangkapan?
Mohon dijelaskan menurut prosedur teknis penangkapan.

14.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penahanan?
Mohon dijelaskan menurut prosedur teknis penahanan.

15.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penggeledahan?
Mohon dijelaskan menurut prosedur teknis penggeledahan.

16.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyitaan? Mohon
dijelaskan menurut prosedur teknis penyitaan.

17.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam proses penyelesaian dan penyerahan
berkas perkara? Mohon dijelaskan menurut prosedur teknis
penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

18.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan
pengendalian kegiatan penyidikan? Mohon dijelaskan menurut
prosedur teknis pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan.

19.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam penanganan tempat kejadian perkara?
Mohon dijelaskan menurut prosedur teknis penanganan tempat
kejadian perkara.
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20.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam penyelenggaraan administrasi
penyidikan?  Mohon dijelaskan  menurut  prosedur teknis
penyelenggaraan administrasi penyidikan.

Catatan Khusus :

4. Tempat dan Waktu WawanCara : ..........ccccceeeiiiineeiieienssseeese s

5. Indentitas Informan Penelitian :

Nama lengkap AR R W ...
Pendidikan Terkahir TR WM § ] e
Jabatan/Pangkat & .ot e

Contact Person:

Telepon ..o MR ... P N . .................

6. Catatan yang perlu diperhatikan:
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Lampiran 3
Pedoman Wawancara lll
Judul Penelitian :

PENERAPAN MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA DIREKTORAT Il PIDKOR BARESKRIM MABES POLRI

Pengantar:

Penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada
Direktorat 11l Pidkor Bareskrim Polri merupakan fenomena manajerial
penanganan perkara yang menunjukkan adanya penerapan suatu
standard operating procedure (SOP) yang berpedoman pada sejumlah
peraturan. Dalam konteks penerapan standard operating procedure, maka
penerapan standard operating procedure penyidikan tersebut sekurang-
kurangnya mencakup rangkaian penyelidikan dan penyidikan meliputi
penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,
penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, pengawasan dan
pengendalian kegiatan penyidikan, penanganan tempat kejadian perkara,
dan penyelenggaraan administrasi penyidikan. Dalam konteks ini, proses
penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi yang meliputi
seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan tersebut tentu tidak lepas
dari sejumlah masalah. Masalah yang dimaksud antara lain dapat
diidentifikasi dengan pendekatan Analisis SWOT yang mengacu pada
kekuatan, kelemahan, peluan dan ancaman yang timbul dalam proses
penerapan manajemen penyidikan tersebut. Dengan tujuan penelitian
untuk mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikan indak pidana
korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri; dan membahas kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman yang teridentifikasi dari penerapan
manajemen penyidikan tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri,

maka diajukan pokok-pokok pertanyaan berikut.
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POKOK-POKOK PERTANYAAN :

21.Bagaimana penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi
dalam pelaksanaan tugas fungsi Diraktorat 11l Pidkor Bareskrim Mabes
Polri? Mohon dijelaskan menurut pengalaman dalam melaksanakan
tugas penyidikan tindak pidana korupsi.

22.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan?
Mohon dijelaskan menurut pengalaman dalam melaksanakan tugas
penyelidikan.

23.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penangkapan?
Mohon dijelaskan menurut pengalaman dalam melaksanakan tugas
penangkapan.

24.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penahanan?
Mohon dijelaskan menurut pengalaman dalam melaksanakan tugas
penahanan.

25.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penggeledahan?
Mohon dijelaskan menurut pengalaman dalam melaksanakan tugas
penggeledahan.

26.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyitaan? Mohon
dijelaskan menurut pengalaman dalam melaksanakan tugas penyitaan.

27.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam proses penyelesaian dan penyerahan
berkas perkara? Mohon dijelaskan menurut pengalaman
melaksanakan tugas penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

28.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan
pengendalian kegiatan penyidikan? Mohon dijelaskan menurut
pengalaman melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian
kegiatan penyidikan.

29.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam penanganan tempat kejadian perkara?
Mohon dijelaskan menurut pengalaman melaksanakan tugas
penanganan tempat kejadian perkara.
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30.Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dalam penyelenggaraan administrasi
penyidikan? Mohon dijelaskan menurut pengalaman melaksanakan
tugas penyelenggaraan administrasi penyidikan.

Catatan Khusus :

7. Tempat dan Waktu WawanCara : ..........ccoereieiniicciseeesseeee e

8. Indentitas Informan Penelitian :

Nama lengkap AR R W ...
Pendidikan Terkahir TR WM § ] e
Jabatan/Pangkat & .ot e

Contact Person:

Telepon ..o MR ... P N . .................

9. Catatan yang perlu diperhatikan:
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10.

Lampiran 4

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 1
TEMPAT: KANTORDIT TIPIDKOR BARESKRIM
TANGGAL: 5MEI 2011

Dimulai dengan penelitian dokumen, dilanjutkan mdigykan, apabila cukup
bukti untuk dilakukan sidik, maka dilakukan gelasrkara dalam rangka
penentuan sidik. Dalam laksanakan sidik, diusahakidak tergesa-gesa
dalam laksanakan penahanan tersangka, karena waktog diperlukan
dalam sidik cukup lama.

Hal-hal tersebut terkait dokumen (alat bukti) yaaup.

Dalam hal penangkapan diperlukan pertimbangan nesalaktu, karena
sprint kap hanya 1x24 jam.

Untuk penahanan tipidkor, biasanya dapat digunakaktu maksimal/(120
hari), tergantungf dari ancaman hukuman dari pagahg digunakan.

Penggeledahan perlu dilakukan apabila saksi/ter&andidak kooperatif
dalam memberikan alat bukti/barang bukti yang dimioleh penyidik.

Dalam hal penyitaan, yang terpenting adalah adaijiyesita dari pengadilan
negeri setempat, karena apabila tidak ada ijin sitaan memberikan peluang
bagi pengacara di pengadilan untuk menggugat keadnsadari penyitaan
yang dilakukan.

Perlunya pemahaman yang sama antara penyidik dend@bl untuk
mengurangi adanya p-19. Dan untuk penyerahan betddagp 2 diusahakan
dalam waktu 1 hari.

Saat ini terdapat SOP penyidik internal yang tertgali dalam perkap no.22
Tahun 2010, tetapi perkap ini isinya ada yang hadagan dengan KUHAP
yang ada.

Dalam proses tipikkor biasanya jarang terpengaralaaya TKP, karena TKP
bisa terjadi di banyak tempat.

Dalam hal administrasi penyidikan, penyidik harusempuat mindik
penyidikan yang benar, hal ini untuk mengantisippsa peradilan dari
tersangka.

Universitas Indonesia
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Lampiran 5

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 2
TEMPAT: KANTOR DIT TIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TANGGAL: 5MEI 2011

Penerapan manajemen penyidikan tipkor:

Proses rangkaian kegiatan yang terdiri dari:

- Perencanaan

- Pengorganisasian

- Penggerakan

- Pengendalian

Untuk menentukan dan mencapai tujuan yang teladtapikan secara efektif
dan efisien dengan pemanfaatan sumber daya mardaiasumber daya
lainnya.

Fungsi penyelidikan.

- Kekuatan :Harus dilaksanakan sesuai dengan keséentperundang-
undangan (KUHAP) dan PERKAP.

- Kelemahan: Tidak memiliki kewenangan upaya paksa.

- Peluang : Memberikan kesempatan kepada para pihaktuk
menghilangkan barang bukti.

Fungsi penangkapan:

- Kekuatan : Harus dilaksanakan sesuai dengan kesentperundang-
undangan (KUHAP) dan PERKAP (SP. Tugas + SP. KAP)

- Kelemahan : Dalam situasi dan kondisi tertentu adakya tidak sempat
menyiapkan SP. Tugas dan SP. KAP.

- Peluang : Dimanfaatkan oleh tersangkan untuk memddri upaya
paksa penangkapan dan atau mengajukan pra peradilan

Fungsi Penahanan.

- Kekuatan : Harus dilaksanakan sesaui dengan kesentperundang-
undangan berdasarkan bukti permulaan yang cukumalen
syarat-syarat tertentu, untuk kepentingan penyidika

- Kelemahan : Dimanfaatkan oleh tersangka untuk berpura sakit dan
tidak mau kooperatif dalam memberikan keterangan.

- Peluang :Dimanfaatkan oleh tersangka untuk merigaju pra
peradilan.

Fungsi penggeledahan : Dilakukan dengan ketetapangadilan (ijin
khusus) dan surat perintah penggeledahan
sehingga tidak ada keraguan untuk melakukan
tindakan penggeledahan (kecuali dalam keadaan
mendesak atau tertangkap tangan)
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Penerapan manajemen..., Felli Hermanto, Pascasarjana Ul, 2011.



6. Fungsi Penyitaan : Dilakukan dengan ketetapan pdilga (ijin
khusus) dan surat perintah penyitaan karena di
dalam keadaan mendesak dan tertangkap tangan.

7. Penyelesaian dan pengesahan berkas perkara:
Dilakukan apabila proses penyidikan oleh penyidikl selesai dilaksanakan
dan telah terpenuhi alat bukti yang dipersangkakapada tersangka.
Untuk tahap pertama hany berkas perkara yang disieaia kepada JPU dan
apabila sudah dinyatakan lengkap, selanjutnya dilimkan tahap dua
terhadap tersangka dan barang buktinya.
Kelemhannya: Dimanfaatkan oleh JPU apabila hasitydikan oleh penyidik
dianggap belum lengkap untuk mengembalikan berkasapa berulang kali
(bolak-balik)

8. Fungsi pengawasan dan pengendalian penyidikan.

Dilaksanakan dengan administrasi penyidikan (remispenyidikan) dan

tahap penyidikan.

Pengendalian penyidikan:

- Lakukan crosscek hasil BAP saksi, ahli dengan tegka

- Analisa barang bukti dengan BAP saksi, ahli terd@ngntuk mengetahui
terpenuhinya unsur-unsur tipikor

- Adakan gelar perkara secara internal atau eksteraatuk menghindari
bolak-baliknya berkas perkara.

9. Peninjauan TKP:
- Melakukan olah TKP untuk mendapatkan bukti-buktupusa petunjuk
tetang terjadinya suatu peristiwa pidana.
- Mengumpulkan barang bukti di TKP.
- Meminta keterangan kepada saksi
Hal tersebut diakukan agar dalam proses penyidike@mpunyai gambaran
dan arah yang jelas atas peristiwa yang terjadi.

10. Penyelenggaraan administrasi penyidikan:
Dilakukan agar pelaksanaan penyidikan dapat benateengan tertib, lancer

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, gelinerhindar dari
adanya gugatan oleh tersangka.

Universitas Indonesia
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Lampiran 6

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 3
TEMPAT: KANTOR DIT TIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TANGGAL: SMEI 2011

. Sesuai dengan:

a. UU No0.8/1981 tentang KUHAP

b. UU No0.31/1999 diperbaruhi dengan UU No020/2002 tegta
Pemberantasan Tipikor

c. UU No0.2/2002 tentang Kepolisian RI

Tentang Manajemen Penyidikan Tipikor berawal dagrjadinya suatu

peristiwa yang diketahui/disampaikan kepada pehyidielalui adanya:

- Informasi

- Laporan Polisi

- Pengaduan

- Keadaan tertangkap tangan

- Penyerahan tersangka dan barang bukti dari masyatrakau lembaga di
luar Polri.

Berdasarkan pengalaman untuk TK Lidik, sebelum gahaini dilakukan

harus pedomani Perkap N0.12/2009 tentangf Was dah EEnanganan

Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara yitu:

- LP/LI

- Lidik

- Gelar untuk tanggapan ditingkatkan

- Sidik

- Galar perkara untuk proses tahan dan Kap

Peluang dalam proses penyelidikan:

- Pulbaket lebih optimal untuk bukti permulaan

- Apabila tersangka cukup bukti dapat langsung SP 3

Kelemahan:

- Dalam Pulbaket sering atau kurang optimal dalamgasaman full baket.
- Kurang tepat sasaran

Kuat Kap:

- Lebih memudahkan untuk pengambilan keterangan dBlam
- Proses Kap diatur dalam KUHAP dan Perkap
Kelemahan:

- Resiko dalam melaksanakan tugas secara fisik
- Kerangka bukti dan sulit untuk SP.3 dan PTUN
Kekuatan

- Tidak khawatir mearikan diri

- Menghalangi penyidikan

- Menghilangkan barang bukti

Kelemahan:

Universitas Indonesia
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- Khawatir terhadap masa penahanan

5. Kekuatan diatur dalam UU
Kelemahan:
- Banyak masyarakat/keluarga tidak welcome
- Kurang attensi dari berangkat

(o]

. Terkendala terhadap barang bukti surat yang mewkajib harus disertai
penetapan sita

7. Keamanan dalam hal hasil penyidikan terkendala &iByl9 (kelemahan)
8. Sp nya wasdik tidak dibuat, karena wassidik tida#njuk.

9. - Ditemukan tersangka, saksi dalam barang bukti
- Ancaman apabila TKP sudah rusak

10. Kekuatan dalam penyelenggaraan administrasi sidik:
- Memenuhi syarat administrasi sesuai KUHAP
- Siapa pelaksana yang melakukan penyidikan jelasteamatat dan tugas
apa yang dilaksanakan
Kelemahan:
- Adanya cacat terhadap surat yang diterbitkan
- Case yang ditangani terkendala kemajuan teknologi.
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Lampiran 7

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 4
TEMPAT: SUBDIT 4 TIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TANGGAL: SMEI 2011

. Pelaksanaan penerapan manajemen di tipidkor sudikshnakan. Hal ini
terlihat dari KTCK yang ada dalam Direktorat TIPIBDR telah dibentuk
Subdit-subdit yang mengawali setiap pelaksanaaasug

Kekuatan adalah perundang-undangan yang mengatiamng Tidan Pidana
Korupsi, jumalh personil dan instansi-instansi @tk yang membantu
pemberantasan korupsi.

Kelemahan: Anggaran yang belum dapat mencukupelpenyelidikan
Peluang: Kemampuan petugas polri dalam mencarirmési-informasi yang
berkaitan dengan tipidkor

Ancaman: Kebocoran informasi dalam penyidikan.

Dalam penangkapan.

Kekuatan: Personil dan UU yang mengatur tat caragegkapan
Kelemahan: Masih dikhawatirkan bertabrakan dengakivH

Peluang: Tersangka-tersangka yang kooperatif yaeganma kesalahan
Ancaman: Tersangka yang akan dilakukan upaya paksdarikan diri
sehingga mebutuhkan anggaran yang lebih untuk upakaa.

Dalam hal penahanan

Yang dianggap sebagai teori manajemen adalah adéiyayang mengatur
tentang penahanan (KUHP) dan UU TIPIDKOR. Kemudiawatir adanya
HAM. Tersangka yang kooperatif dan tersangka tidaoperatif, hingga
dapat menimbulkan pembengkakan anggaran.

. Dalam hal penggeladahan.

Adanya UU yang mengatur tentang Tata Cara Geledatséhil yang sesuai
untuk lakukan geledah melanggara HAM dan adanyaabgrhasil geledah
dan yang hilang.

. Sama dengan no 5

. Kurang kooperatifnya jaksa penuntut umum dalam neeikdin kepastian
berkas, sehingga terkesan kasus yang ada dipdesiditya TIP KOR

Release, sehingga kasus dapat di selesaikan.

. Sudah dibentuknya Biro khusus untuk pengawasanQBNASIDIK) yang
sudah dianggap optimal.
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9. Kasus korupsi tata-tata adalah kasus yang jangk&twaya sudah terjadi
saat lalu, sehingga TKP harus benar-benar menjado®n utama.

10. Buku-buku register, expedisi dan setiap laporar@fdokumen keluar masuk
dalam rangka penyidikan sudah tercatat dan teréileksesuai dengan
peruntukannya.
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Lampiran 8

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 5
TEMPAT: SUBDIT 4 TIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TANGGAL: 5MEI 2011

1. Penerapan manajemen penyidikan TPK dalam pelaksahagas fungsi Dir
Tipidkor Bareskrim Polri sesuai dengan aturan KUHARN peraturan
kapolri nomor 12/2009 tentang Pengendalian Perkalisjana dalam proses
lidik harus dinyatakan adanya audit investigativendauditor BPK-RI/BPKP
yang menyatakan adanya kerugian keuangan Neganakutitingkatkan ke
proses penyidikan dan dilanjutkan hasil penghitungarugian Negara.

2. Kekuatan: - SDM Penyidik
- Aturan/dasar hukum
Kelemahan: - Anggaran terbatas
- Peralatan terbatas
Ancaman: - Mou antara aparat gakum

- Mou aparat gakum dengan auditor

3. Dalam pelaksanaan tuas Kap yang menjadi:
Kekuatan: SDM Penyidik

Kelemahan: - Anggaran terbatas
- Peralatan terbatas
Peluang: - Mou
- Aturan HKM/payung hokum
Ancaman: -  Intervensi
- Aturan terbatas
- Waktu
- Birokrasi
4, SDA No.3
5. SDA No.3,4
6. SDA No.3
7. SDA No.3
8. Dalam pelaksanaan fungsi wasdal giat sidik
a. Kekuatan: - SDM
b. Kelemahan: - Pengawasan tidak independent
- Mencari-cari kesalahan penyidik
c. Peluang: - Perkara dapat selesai tepat waktu
d. Ancaman: - Birokrasi menjadi terbalu-balu
9. TKP
a. Kekuatan: - SDM
b. Kelemahan: - Anggaran terbatas
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- TKP sulit dijangkau
- TKP sudah kadaluarsa/lama

c. Peluang: - Aturan
d. Ancaman: - TKP rusak
10. Mundik:
a. Kekuatan: - SDM
b. Kelemahan: - Kebijakan tidak tertulis
c. Peluang: - Terarah
- Terjadwal
d. Ancaman: - Intervensi dalam dan luar
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Lampiran 9
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 6

TEMPAT: SUBDIT 4 TIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TANGGAL: 2MEI 2011

Kewenangan diatur dalam undang-undang. Resiko dat@taksanakan tugas
secara fisik

Tidak khawatir melarikan diri, menghalangi penymlik hilang barang bukti.
Khawatir teradap masa penahanan.

Kekuatan diatur oleh UU. Masuarakat sekitar tida&leome.

Terkendala terhadap barang bukti surat yang mevkajib harus disertai
penerapan sita.

Keamanan dalam hal hasil penyidikan. Terkendaly®ig.19
Sprin wasdik tidak dibuat karena asdik tidak ditikj

Ditemukan tersangka, saksi dan BB. Ancaman apdtla sudah rusak.

10. .

Catatan yang perlu diperhatikan:

Hal-hal yang diangap sebagai kekuatan dalam pemgglaraan administrasi
penyidikan.

a. Memenuhi syarat administrasi sesuai KUHAP.

b.

Tanpa pelaksana/yang melakukan penyidikan jelastelamah.

Hal-hal yang melemahkan dan peluang:

Adanya cacat terhadap surat yang diterbitkan, sakalik dan sering tidak
nyambung/tidak ada melaporkannya dengan kasus yhiaggani karena
adanya teknologi computer yang dengan mudah urdpi paste.
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Lampiran 10

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 7
TEMPAT: SUBDIT 4 TIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TANGGAL: 2MEI 2011

1. Penerapan manajemen penyidikan Tipidkor. Prosegkaian kegiatan yang
terdiri dari:
- Perencanaan
- Pengorganisasian
- Penegakan
- Pengendalian

2. Fungsi pemnyidikan.
Kekuatan:
- UU Tipidkor
-  KUHAP sebagai ketentuan hukum yang akan dijalankan
Kelemahan:
- Tak ada kewenangan upaya paksa
Peluang:
- Memberikan kesempatan kepada para polisi untuk mkmgkan bukti

3. Fungsi penangkapan
Kekuatan: Dilaksanakan sesuai KUHAP
Kelemahan : Situasi tertentu juga harus ada sutatsformal
Peluang: Digunakan dan dimanfaatkan tersangka

4. Fungsi penahanan
Kekuatan: Idem dengan penyidik lain

5. Fungsi pengeledahan.
Idem

6. Fungsi penyitaan
Idem

7. ldem pak Nur
8. ldem pak Nur
9. ldem pak Nur

10. Idem pak Nur
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Lampiran 11

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 8
TEMPAT: SUBDIT 4 TIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TANGGAL: 2MEI 2011

Catatan yang perlu diperhatikan:

- Khusus untuk korupsi penganganan yang maksimal akemperlancar
pembangunan.

- Harus ada atensi terhadap penyidik polri (Direktor®idkor Bareskrim
Maber Polri)

- Jika tidak maksimal akan menghambat pembangunaarndeg

- Blue print sudah ada dan route map pada korupsi.
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Lampiran 12

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 9
TEMPAT: DIREKTORAT TIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TANGGAL: 2MEI 2011

. Manajemen penyidikan TP. Korupsi dimulai dari pWbg peneltian
dokumen, pengumpulan hasil interview yang kemudigelar untuk dapat
atau tidaknya dinaikkan penyidikan. TP. Korupsi rbatohkan masa
penyidikan yang lebih panjang sebelum ditingkatkapenyidikan.

. Kekuatan dalam penyidikan dalam TP. Korupsi lehiasl dibandingkan
dengan pidum. Kelemahannya sulit dapat informasigyakurat, karena
umumnya sasaran sudah mempelajari sehingga sendeambunyikan.
Peluangnya adalah penyidik bisa memasuki instaresi dnewawancara
pejabat sesual sasaran. Ancamannya sering terjatBrvensi dari atasan
tidak langsung.

. Dalam TP. Korupsi upaya hukum berupa penangkapda &da masalah,
hanya saja sering menolak untuk menandatangi baxtaa penangkapan.

. Dalam penyidik melakukan upaya paksa berupa permhatidak ada
masalah yang berarti, hanya saja kalau masi dimumgn tidak dilakukan
penahanan itu lebih baik, karena terkadang terbedingan waktu yang ada
sedangkan berkas perkara masih bolak-balik.

. Penggeledahan pada prinsipnya TP. Korupsi sama aerd®. Hukum, hanya
terkadang hasil dari penggeledahan dalam TP. Kordijggk sesuai seperti
yang duharapkan.

. Dalam penyitaan BB dalam TP. Korupsi hamper tideknph ada berbeda,
karena umumnya BB berupa dokumen yang sudah pkryatiatkan pada
saat dilakukan pemeriksa baik saksi maupun tersangk

. Penyerahan BP. TP.Korupsi mekanismenya sama depigam, hanya saja
pasti akan bolak-balik (P.19) atara 2 sampai 3 Kadri P.21 (lengkap)

. Dalam penyidikan TP.Korupsi selalu ada dan ditujuengan sprin
wassidiknya, selain dari Biro Wassidik ditujuh jugassidik dari direktorat
itu sendiri.

. Dalam menangani TKP berbeda dengan pidum, karepalkibr tempat
kejadian perrkaranya tidak mungkin hanya satu temfeapi beberapa

tempat, baik satu kota maupun di luar kota, sehantiydak perlu pengamanan
ektra seperti perkara TP. Umum.
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10.Dalam melaksanakan administrasi penyidikan tidaka dgedanya dengan
tipidun, hanya masalah SP2HP. Kalau tipidum setepun wajib dikirimkan
kepada pelapor, tetapi kalau TP. Korupsi bisa tidakrena TP. Korupsi
pelaporannya jarang dari orang luar. LP nya mod&{™

Catatan yang perlu diperhatikan.
Dalam menangani TP. Korupsi memerlukan waktu yaagjgmg, terutama
proses lidiknya, sehingga hasilnya akan benar-berskurat untuk bisa
ditingkatnya menjadi sidik, ketelitian, kejelianngat diutamakan mengingat
dalam korupsi selalu samar-samar sebelum mendapabiti/dokumen yang
berkaitan dengan TP tersebut.
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Lampiran 13

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 10
TEMPAT: DIREKTORAT TIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TANGGAL: 2MEI 2011

1. Kita sudah terapkan sesuai manajemen penyidiaBuku Kuning, Perkap,
KUHP .

2. Untuk penanganan Tipikor diperlukan tindakan leldengan hukuman.
Sayangnya anggaran Lid tidak memadai bahkan maalaidproses sidik.
Penyelidikan Tipikor
Kelemahan :

- Belum dipahami oleh seluruh anggota

- Anggaran

- Dihukum waktu yang cukup lama

- Pimpinan tidak mengerti

Kekuatan

- Bekal/dasar untuk proses sidik lebih terang daagel

- Ada aturan yang mengatur

Peluang

- Ada aturan yang mengatur peoses L# UU, PP, Perkap atau Buku
Manajemen Penyelidikan

Ancaman

- Hampir tidak ada

3. Proses Penangkapan:

Kelemahan

- Ada aturan yang mengatur UU

Kekuatan

- Teknis perundangan-undangan masih belum di fahaeih @nggota,
terlebih penangkapan terhadap anggota DPRD |, IPR) Walikota,
Bupati dan Gubernur

Peluang

- Diatur dalam Undang-undang

- Ancaman hukuman diatas 5 Tahun

- Di dukung oleh masyarakat dalam pemberantasan Isarup

Ancaman

- Ancaman apabila yang ditangkap adalah Tokoh Madyaraatau
termasuk dermawan dilingkungannya.

- Anggota partai politik tertentu

4. Penahanan:
Kekuatan

- Diatur dalam KUHP, UU Tipikor
- Pasal memungkinkan untuk ditahan
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Kelemahan

- ldem dengan penangkapan
Peluang

- Idem dech

Ancaman

- ldem juga dech

5. Penggeledahan:

Kekuatan

- Ada aturan yang mengatur

Kelemahan

- Teknis masuk belum dikuasai oleh seluruh anggota

- Terutama berkaitan dengan kriminalisasi keuangam [in-lain

Peluang

- Untuk penanganan Tipikor sangat didukung masyardkatPers.

- Pimpinan yang Ok.

Ancaman

- Tersangkanya Toga, Todet, Toling, Anggota DPRD, DPR, Gubernur,
Walikota, Bupati cenderung menghalangi.

- Tersangka korupsi orang pandai BB (Barang Buktidladu dihilangkan
sebelum proses geledah.

. Penyitaan:

Kekuatan

- Ada aturan yang mengatur UU, PP, Perkap, ManagerRemyidikan dan
lain-lain

Kelemahan

- Teknis belum dikuasai dengan baik

- Tempat penyimpanan

Peluang

- Didukung oleh masyarakat seluruhnya

- Pimpinan OK

Ancaman

- ldem diatas dech

Penyerahan Berkas Perkara:

Kekuatan

- Ada aturan yang mengaturnya

. Kelemahan

- Masuk tergantung PU.

- Tidak ada standarisasi untuk P. 21
Peluang

- ldem dech

Ancaman

- ldem dech
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8. Wasdal:
Kekuatan
- Ada aturannya> Perkap, TR.
- Kemauan/tekad pimpinan untuk Wasdal
Kelemahan
- Pimpinan yang tidak mengerti dalam penanganan Kipid
- Budaya masa lalu.
- SDM yang kurang
- Reward and punishment yang tidak jelas
Ancaman
- Pihak ke 11l yang lakukan intervensi kekuasaaan dang
Peluang
- Ada keinginan untuk memperbaiki organisasi

9. Penanganan TKP:
Kekuatan
- Sudah ada aturannya
Kelemahan
- Teknis masuk belum dikuasai dengan baik.
- Pimpinan yang tidak mengerti penanganan tipidkor.
Peluang
- Idem dengan yang diatas dech
Ancaman
- ldem juga dech

10. Penyelenggaraan Administrasi Penyelidikan:
Kekuatan
- Sudah ada aturannya tapi masih harus diperbaiki
- Perkap No. 19
Kelemahan
- ldem dech
Peluang
- Juga Ildem dech
Ancaman
- Juga Idem dech
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Lampiran 14

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

. ldentitas Informan 1 :

Nama Lengkap
Pendidikan Terakhir
Jabatan/pangkat
Telepon

. ldentitas Infoman 2 :

Nama Lengkap
Pendidikan Terakhir
Jabatan/pangkat
Telepon

. ldentitas Informan 3 :

Nama Lengkap
Pendidikan Terakhir
Jabatan/pangkat
Telepon

. ldentitas Informan 4 :

Nama Lengkap
Pendidikan Terakhir
Jabatan/pangkat
Telepon

. ldentitas Informan 5:

Nama Lengkap
Pendidikan Terakhir
Jabatan/pangkat
Telepon

. ldentitas Informan 6 :
lriani

Nama Lengkap
Pendidikan Terakhir

. Anton Herwaman

: S1 Hukum

: Penyidik Pratamall / AKP
: 085781307333

. T.D. Purwantoro

: Fak. Hukum

: Penyidik Madya

: 0215330073-0816967994

: Derry
: S2
: Penyidik/Komppol

: Stialanri K. Setingar, SIK.
: SLPTIK

: Penyidik Muda/AKP

: 081270842000

: Waskito.
1 S1
: AKBP

1 S1

Jabatan/pangkat . Kompol

Telepon

. ldentitas Informan 7 :

Nama Lengkap
Pendidikan Terakhir
Jabatan/pangkat
Telepon

: Ahmad Nurolhim, SH
: S1 Hukum

: Penyidik/IPDA

: 085226422944
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8. ldentitas Informan 8 :

Nama Lengkap - SN
Pendidikan Terakhir : S1 Hukum
Jabatan/pangkat : Kadir Pidkor Mareskrim Mabes Polri
Telepon : 08123008686
9. ldentitas Informan 9 :
Nama Lengkap : Haryanto
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan/pangkat : Penyidik/AKP
Telepon : 7256069/081318981986
10. Identitas Informan Penélitian :
Nama lengkap : Endang Usman
Pendidikan Terkahir : S2.
Jabatan/Pangkat : Kanit/ AKBP
Telepon : HP: 0813827688607
Tempat Wawancara : Direktorat Tipidkor Bareskrim Mabes Polri
Tanggal Wawancara : 2-5Mei 2011
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